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PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

NOMOR 23 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER 

 

Menimbang  :   bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jember serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat 

(2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6) 

Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan 

Pasal 200 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 24, Pasal 

50, Pasal 63, Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 

maka perlu pencabutan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Jember tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, sehingga perlu 

membentuk peraturan yang baru; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5189); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah 

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5344); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6197); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas 

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 

Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 584); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 

tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan 

Penting bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN JEMBER. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah daerah adalah Bupati Jember dan perangkat daerah Kabupaten 

Jember sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat  DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Jember. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jember. 

7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jember. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah.  
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9. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jember. 

10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. 

11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi 

Partai Politik hasil pemilihan umum yang ada di DPRD Kabupaten Jember. 

12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jember. 

13. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Jember. 

14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jember. 

15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. 

16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang 

khusus menangani bidang Peraturan Daerah. 

17. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang 

wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Jember selama 

menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan 

kredibilitas DPRD. 

18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember.  

19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 

20. Peraturan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember. 

21. Program pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut 

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan 

Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. 

22. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten 

Jember. 

23. Masa Sidang adalah kegiatan sidang yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten 

Jember dalam kurun waktu tertentu. 

24. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Jember. 

25. Hak protokoler adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan 

berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam 

acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

26. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 

 

Bagian Kesatu 

S u s u n a n 

 

Pasal 2 

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih 

melalui pemilihan umum.  
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Bagian Kedua 

K e d u d u k a n 

 

Pasal 3 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

 

BAB III 

FUNGSI,  TUGAS DAN WEWENANG 

 

Bagian Kesatu 

Fungsi 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 4 

(1) DPRD mempunyai fungsi : 

a. pembentukan perda; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam 

kerangka representasi rakyat di daerah. 

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DPRD menjaring apirasi masyarakat.  

 

Paragraf 2 

Fungsi Pembentukan Perda 

 

Pasal 5 

Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

a dilaksanakan dengan cara: 

a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati; 

b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan 

Perda; dan 

c. mengajukan usul rancangan Perda. 

 

Pasal 6 

(1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 

skala prioritas pembentukan rancangan Perda. 

(2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati. 

(3) Propemperda wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum. 

 

Pasal 7 

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati. 

(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan 

atau keterangan dan/atau naskah akademik. 

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar 

Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota 

DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan 

oleh Bapemperda. 

(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan 

komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 

DPRD disertai dengan : 

a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan 

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul. 

(3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda 

untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, 

dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. 

(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh 

Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari 

sebelum rapat paripurna. 

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam 

rapat paripuma. 

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) : 

a. pengusul memberikan penjelasan; 

b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan 

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD 

lainnya. 

(7) Keputusan rapat paripuma atas usulan rancangan Perda berupa : 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; atau 

c. penolakan. 

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, 

gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan 

Perda. 

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan 

surat Pimpinan DPRD kepada Bupati. 

 

Pasal 9 

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh 

Bapemperda. 

(2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat 

daerah yang menangani bidang hukum. 

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 
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Pasal 10 

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan 

rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan 

Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan 

oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 

 

Pasal 11 

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD 

dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan 

pembicaraan tingkat II. 

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan: 

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati: 

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; 

2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum 

Fraksi. 

b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD: 

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan 

Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripuina 

mengenai rancangan Perda; 

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati. 

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus 

yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

untuk mewakili. 

d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan 

antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. 

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan: 

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat 

Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, 

pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus; 

2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota 

dalam rapat paripuma; dan 

3. pendapat akhir Bupati. 

b. Da1am hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 

tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak' 

c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara 

DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi 

dalam persidangan DPRD masa sidang itu. 
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Pasal 12 

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD 

dan Bupati. 

(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan 

Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. 

(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat 

Bupati disertai alasan penarikan. 

(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 

berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. 

(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat 

paripurna yang dihadiri oleh Bupati. 

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa 

sidang yang sama. 

 

Pasal 13 

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati 

disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda. 

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan bersama. 

 

Pasal 14 

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan 

tata ruang daerah serta rencana induk pembangunan industri daerah yang telah 

disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat 

diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubemur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. 

 

Pasal 15 

(1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas 

rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban 

pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, 

rancangan Perda disempumakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui 

badan anggaran. 

(2) Hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati. 
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Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan 

perundang-undangan dalam pembentukan Perda. 

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Paragraf 3 

Fungsi Anggaran 

 

Pasal 17 

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk 

persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan 

oleh Bupati. 

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 

a. membahas kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran 

sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja 

Pemerintah Daerah; 

b. membahas rancangan Perda tentang APBD; 

c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan 

d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan 

APBD. 

 

Pasal 18 

(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran 

sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati 

menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran 

sementara disertai dengan dokumen pendukung. 

(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan 

anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati 

menjadi kebijakan umum APBD. 

(3) Kebiiakan umum APBD menjadi dasar bagi badan Anggaran DPRD bersama 

tim anggaran Pemerintah Daerah tmtuk membahas rancangan prioritas dan 

plafon anggaran sementara. 

(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh 

masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan 

prioritas dan plafon anggaran sementara. 

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan 

plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan 

melalui rapat DPRD. 

(6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang 

telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan 

Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. 
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Pasal 19 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan 

Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD 

dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan 

umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran 

Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 20 

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD. 

 

Pasal 21 

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)             

huruf d. 

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri 

dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. 

(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11. 

 

Pasal 22 

Jadwal pembahasan dan rapat paripuma kebijakan umum APBD, prioritas dan 

plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban 

APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. 
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Paragraf 4 

Fungsi Pengawasan 

 

Pasal 23 

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 

a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati; 

b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan 

melalui: 

a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; 

b. kegiatan kunjungan kerja; 

c. rapat dengar pendapat umum; dan 

d. pengaduan masyarakat. 

 

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap 

efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang lain. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 

Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna. 

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi 

atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 

melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

Pasal 24 

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan 

rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 25 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk Perda bersama Bupati;  

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD 

yang diajukan oleh Bupati;  

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;  
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d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi 

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 

(delapan belas) bulan, yang mana mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati atau Wakil Bupati akan diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD; 

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati 

kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap 

rencana perjanjian internasional di daerah;  

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah;  

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain 

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan 

j. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 26 

(1) Pemberian pendapat dan pertimbangan rencana perjanjian internasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan terhadap 

perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar negeri 

yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 

(2) Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dilakukan terhadap kerjasama antara 

pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten 

“kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama 

penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna. 

(4) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur 

mengenai kerja sama daerah. 

 

BAB IV 

KEANGGOTAAN 

 

Pasal 27 

(1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang. 

(2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Jember. 

(3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan 

sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. 
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Pasal 28 

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah. 

(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji 

secara bersama-sama dalam rapat paripuma yang dipandu oleh Ketua 

Pengadilan Negeri. 

(4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji 

anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior 

yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan. 

(5) Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 

Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang 

paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan 

DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir. 

(6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD. 

 

Pasal 29 

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal 

berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode 

sebelumnya. 

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada 

hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji tetap 

dilaksanakan pada hari libur atau pada hari yang diliburkan. 

 

Pasal 30 

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya 

masing-masing. 

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anggota DPRD yang beragama: 

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”; 

b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong 

saya”; 

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan 

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD 

menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji. 
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Pasal 31 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut: 

 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan sebaik-baiknya 

dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-

sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan 

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; 

 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk 

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

 

Pasal 32 

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada 

saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan 

pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD. 

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada 

saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan 

pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga 

diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD. 

(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap 

melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu 

juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD. 

 

BAB V 

ALAT KELENGKAPAN DPRD 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

 Pasal 33 

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 

a. Pimpinan DPRD; 

b. badan musyawarah; 

c. komisi; 

d. Bapemperda; 
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e. badan anggaran; 

f. badan kehormatan; dan 

b. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat 

paripurna. 

(2) Alat kelengkapan DPRD sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf f bersifat tetap. 

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa 

panitia khusus yang bersifat tidak tetap. 

(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh 

sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. 

(5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan 

kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan 

DPRD. 

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. 

 

Pasal 34 

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada 

alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang 

merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran. 

 

Bagian Kedua 

Pimpinan DPRD 

 

Pasal 35 

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 

a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil 

keputusan; 

b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD; 

c. menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua; 

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan 

materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 

e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain; 

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi 

vertikal lainnya; 

g. mewakili DPRD di pengadilan; 

h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi 

Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang 

khusus diadakan untuk itu. 
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Pasal 36 

(1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang mengenai pemerintahan daerah. 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan 

sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai 

pemerintahan daerah. 

(3) Pimpinan sementara DPRD bertugas: 

a. memimpin rapat DPRD; 

b. memfasilitasi pembentukan Fraksi; 

c. memfasilitasi penrusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata 

Tertib DPRD; dan 

d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif. 

 

Pasal 37 

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolegial. 

 

Pasal 38 

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan 

sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa 

jabatan keanggotaan DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya 

karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD; 

c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan 

perundang-undangan; atau 

d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD. 

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal: 

a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan 

keputusan badan kehormatan; atau 

b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang 

bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannya, para wakil ketua 

menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua 

sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. 

(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 

1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas 

ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. 

 

Pasal 39 

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD 

dalam rapat paripurna. 

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. 

(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. 



17 
 

 

Pasal 40 

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian 

Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui 

Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari 

terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. 

(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) 

Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. 

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita 

acara rapat paripurna. 

 

 

Pasal 41 

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang 

sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti. 

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan 

partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan 

dengan keputusan DPRD. 

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti 

Pimpinan DPRD kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui 

Bupati. 

 

Pasal 42 

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 

sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk 

menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua 

DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD. 

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD 

sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD 

yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali. 

 

Pasal 43 

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan 

atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai 

potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan 

kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari 

partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang 

sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan 

keputusan DPRD. 
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Pasal 44 

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau 

berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD 

mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan 

tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau 

berhalangan sementara. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD 

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD 

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diumumkan daLam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan 

keputusan DPRD. 

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota 

DPRD paling tua dan/atau paling muda. 

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada 

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan 

DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD 

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 

7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung 

sejak diterimanya keputusan DPRD. 

 

Pasal 45 

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 

(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 46 

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 

terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui 

pengumuman dalam rapat paripurna, setelah gubemur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD. 

 

Bagian Ketiga 

Badan Musyawarah 

 

Pasal 47 

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah 

Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna 

setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran. 
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(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan 

musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. 

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan 

musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah. 

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan 

DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam 

badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan 

usul Fraksi. 

 

Pasal 48 

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang: 

a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 

(lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; 

b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian 

dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, 

dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda; 

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis 

kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada aLat kelengkapan 

DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai 

petaksanaan tugas masing-masing; 

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 

f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD; 

g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna. 

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat 

diubah dalam rapat paripubadanrna. 

(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib: 

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam 

rapat badan musyawarah; dan 

b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi. 

 

Bagian Keempat 

Komisi 

 

Pasal 49 

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu 

komisi. 

(2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai 

pemerintahan daerah. 

(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan 

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. 

(4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul 

Fraksi pada awal tahun anggaran. 

(5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota 

komisi dan dilaporkan dalam rapat paripuma, 
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(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 

6 (enam) bulan. 

(7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris 

komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris 

komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi 

meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. 

(9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa 

keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan 

usul Fraksi. 

 

Pasal 50 

Komisi mempunyai tugas dan wewenang: 

a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan pembahasan rancangan Perda; 

c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang 

lingkup tugas komisi; 

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang 

lingkup tugas komisi; 

e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan 

oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; 

f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 

g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 

h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; 

i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 

j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 

lingkup bidang tugas komisi; dan 

k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas komisi. 

 

Pasal 51 

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain 

dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD. 

 

Pasal 52 

Komisi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari: 

a. Komisi A dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan: 

1) Inspektorat; 

2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;   

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;  

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
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7) Sekretariat DPRD; 

8) Satuan Polisi Pamong Praja;  

9) Bagian Tata Pemerintahan; 

10) Bagian Hukum; 

11) Bagian Organisasi; dan 

12) 31 Kecamatan. 

b. Komisi B dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:  

1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;  

3) Dinas  Tanaman Pangan, Holtikultura  dan Perkebunan;  

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  

5) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; 

6) Dinas Perikanan; 

7) Dinas Komunikasi dan Informatika;  

8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9) Bagian Humas dan Protokol; dan 

10) Bagian Perekonomian; 

a. Komisi C dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:  

1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  

3) Badan Pendapatan Daerah;  

4) Dinas Perhubungan;  

5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;  

6) Dinas Lingkungan Hidup;  

7) Bagian Pembangunan; 

8) Bagian Umum; 

9) Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan; dan 

10) Perusahaan Daerah Air Minum. 

b. Komisi D dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan :  

1) Badan Penanggulangan Bencana;  

2) Dinas Pendidikan;  

3) Dinas Kesehatan;  

4) Dinas Sosial;  

5) Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; 

8) Dinas Tenaga Kerja;  

9) Bagian Bina Mental; 
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Bagian Kelima  

Bapemperda 

 

Pasal 53 

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut 

perimbangan dan pemerataan anggota komisi. 

(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang 

terbanyak. 

(3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang 

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. 

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan 

bukan sebagai anggota Bapemperda. 

(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. 

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD 

lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda 

paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. 

 

Pasal 54 

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang: 

a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut 

rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda 

disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 

b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD 

dan Pemerintah Daerah; 

c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan 

usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi 

sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 

e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan 

Pemerintah Daerah; 

f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda 

yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program 

pembentukan Perda; 

g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan 

Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; 

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau 

panitia khusus; 

i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang 

ditugaskan oleh badan musyawarah; 

j. melakukan kajian Perda; dan 

k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan 

menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan 

bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 
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Bagian Keenam 

Badan Anggaran 

 

Pasal 55 

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan 

mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 

(satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD. 

(2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan 

merangkap anggota badan anggaran. 

(3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan 

dalam rapat paripurna. 

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran 

dan bukan sebagai anggota. 

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan 

lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan 

anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. 

 

Pasal 56 

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: 

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati 

dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang 

nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; 

b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait 

untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan 

kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; 

c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan 

rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; 

d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubemur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; 

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap 

rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan 

f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran 

belanja DPRD. 

 

Bagian Ketujuh 

Badan Kehormatan 

 

Pasal 57 

(1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan 

jumlah 5 (lima) orang. 

(2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) 

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. 
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(3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna 

berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. 

(4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota 

badan kehormatan. 

(5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi 

lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan 

kehormatan. 

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan 

lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan 

kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul 

Fraksi. 

 

Pasal 58 

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas: 

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD 

terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; 

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang 

dilakukan Anggota DPRD; 

c. melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas pengaduan 

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan 

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, 

verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada 

rapat paripuma. 

(2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, 

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan 

dari ahli independen. 

 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan 

kehormatan berwenang: 

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran 

sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan 

atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; 

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk 

meminta dokumen atau bukti lain; dan 

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar 

sumpah/janji dan Kode Etik. 

 

Pasal 60 

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan 

pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada 

Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai 

identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. 
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(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 

tanggal pengaduan diterima. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan 

DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan 

kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. 

 

Pasal 61 

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, badan 

kehormatan melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi dengan cara: 

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, 

dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau 

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait. 

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan 

dalam berita acara. 

(3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil 

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. 

 

Pasal 62 

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan 

Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; 

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; 

dan/atau 

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna. 

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD. 

 

Pasal 63 

(1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai 

pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat 

kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak 

diumumkan dalam rapat paripurna. 

(2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan 

badan kehormatan. 

 

Pasal 64 

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa 

pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan 

sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD 

tentang tata beracara badan kehormatan. 

 

Bagian Kedelapan 

Panitia Khusus 

 

Pasal 66 

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD 

setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. 

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. 

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak 

sama jumlahnya dengan komisi. 

(4) Masa kerja panitia khusus: 

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau 

b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda. 

(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat 

paripurna. 

 

Pasal 67 

(1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang. 

(2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan 

oleh masing-masing Fraksi. 

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia 

khusus. 

 

Bagian Kesembilan 

Kelompok Pakar dan Tim Ahli 

 

Pasal 68 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan 

atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan 

DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas 

dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. 

(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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BAB VI 

RENCANA KERJA DPRD 

 

Pasal 69 

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat 

kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD. 

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. 

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris 

DPRD untuk dilalukan penyelarasan. 

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan 

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna. 

(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi 

pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan 

anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. 

(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun 

berjalan. 

 

Pasal 70 

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja 

dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. 

(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana 

kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali. 

 

BAB VII 

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 71 

(1) DPRD mempunyai hak: 

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

(2) Anggota DPRD mempunyai hak: 

a. mengajukan rancangan Perda; 

b. mengajukanpertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

f. imunitas; 

g. mengikuti orientasi dan pendalamantugas; 

h. protokoler; dan 

i. keuangan dan administratif. 
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Bagian Kedua  

Hak Interpelasi 

 

Pasal 72 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a 

adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai 

kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

(2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-

Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada 

Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna. 

(3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

dengan dokumen yang memuat paling sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebljakan pemerintah daerah; 

dan 

b. alasan permintaan keterangan. 

 

Pasal 73 

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan: 

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi; 

b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas 

penjelasan pengusul; dan 

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota 

DPRD. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 

l/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir. 

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usut hak interpelasi 

memperoleh keputusan dalam rapat paripuma. 

(4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati. 

 

Pasal 74 

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati : 

a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan 

b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan. 

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat 

terkait untuk mewakili. 

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna 

dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan 

untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati 

dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. 
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Bagian Ketiga  

Hak Angket 
 

Pasal 75 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah 

hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah 

kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-

Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada 

Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna. 

(3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 

dokumen yang memuat paling sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang akan diselidiki; dan 

b. alasan penyelidikan. 
 

Pasal 76 

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan: 

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket; 

b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan 

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.  

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga 

perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang 

hadir. 

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket 

memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. 

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD: 

a. membentuk panitia angket yang terdin atas semua unsur Fraksi yang 

ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan 

b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada 

Bupati. 

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat 

diajukan kembali. 
 

Pasal 77 

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil 

pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyaralat yang 

dianggap mengetahui atau patut mengitahui masalah yang diselidiki untuk 

memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau 

dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. 

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang 

dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan 

DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 78 

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diterima 

oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian 

proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 79 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling 

lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket. 

 

Bagian Keempat 

Hak Menyatakan Pendapat  

 

Pasal 80 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai 

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  

(2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi 

ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan 

anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dipirtuskan pada rapat 

paripurna. 

(3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: 

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan 

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket. 

(4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan 

dalam rapat paripurna. 

 

Pasal 81 

(1) Rapat paripuma mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan 

tahapan: 

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket; 

b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; 

c. Bupati memberikan pendapat; dan 

d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan 

pendapat Bupati. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan 

pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang 

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan 

putusan diambil dengan persetqiuan paling sedikit 2/3 (&ta pertiga) dari 

jumlah Anggota DPRD yang hadir. 

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat 

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 

tidak lebih dari 1 (satu) jam. 
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(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat 

menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari. 

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga 

terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapit dapat 

diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah. 

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan 

pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna. 

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD 

yang memuat: 

a. pernyataan pendapat; 

b. saran penyelesaiannya; dan 

c. peringatan. 

 

Bagian Kelima 

Pelaksanaan Hak Anggota 

 

Paragraf 1 

Hak Mengajukan Rancangan Perda 

 

Pasal 82 

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda. 

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara 

tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 

 

Paragraf 2 

Hak Mengajukan Pertanyaan 

 

Pasal 83 

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah 

daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara 

lisan maupun secara tertulis. 

(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu 

yang disepakati bersama. 

 

Paragraf 3 

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 

 

Pasal 84 

(1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan 

pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. 

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan 

kepatutan sesuai kode etik DPRD. 
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Paragraf 4 

Hak Memilih dan Dipilih 

 

Pasal 85 

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi  anggota atau 

pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Paragraf 5 

Hak Membela Diri 

 

Pasal 86 

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan/atau 

Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan 

keterangan kepada badan kehormatan. 

 

Paragraf 6 

Hak Imunitas 

 

Pasal 87 

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang 

berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. 

(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPRD 

maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan 

wewenang DPRD. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 

anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah 

disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 7 

Hak Mengikuti Orientasi dan Pelaksanaan Tugas  

 

Pasal 88 

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas 

sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti 

pendalaman tugas pada masa jabatannya. 

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, 

partai politik, atau perguruan tinggi. 

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota 

DPRD dibebankan pada penyelenggara. 
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(4) Sekretariat DPRD dapat menyelenggarakan orientasi pelaksanaan tugas 

anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya. 

(5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman 

tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi. 

 

Paragraf 8 

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif  

 

Pasal 89 

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur 

tersendiri dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah. 

 

Pasal 90 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD 

berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan daerah. 

(4)  Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

 

BAB VIII 

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD 

 

Pasal 91 

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota 

DPRD. 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada 

persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses 

ditiadakan. 

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan 

tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan 

tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 92 

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses. 

(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling 

lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah 

diakses. 

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan 

dengan memperhatikan: 
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a. waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama; 

b. rencana kerja Pemerintah Daerah; 

c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan 

d. kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda. 

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan 

DPRD, paling sedikit memuat: 

a. waktu dan tempat kegiatan reses; 

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan 

c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. 

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. 

 

Pasal 93 

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas: 

a. rapat paripuma; 

b. rapat Pimpinan DPRD; 

c. rapat Fraksi; 

d. rapat konsultasi; 

e. rapat badan musyawarah; 

f. rapat komisi; 

g. rapat gabungan komisi; 

h. rapat badan anggaran; 

i. rapat Bapemperda; 

j. rapat badan kehormatan; 

k. rapat panitia khusus; 

l. rapat kerja; 

m. rapat dengar pendapat; dan 

n. rapat dengar pendapat umum. 

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang 

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang 

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan 

Fraksi. 

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan 

Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau 

wakil ketua DPRD. 

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah 

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah. 

(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua 

atau wakil ketua komisi. 

(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh 

ketua atau wakil ketua DPRD. 

(9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang 

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran. 
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(10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin 

oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda. 

(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang 

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan. 

(12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang 

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. 

(13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan 

komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, 

Bapemperda, badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah. 

(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan 

komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan 

perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta. 

 

Pasal 94 

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang 

dinyatakan tertutup. 

(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan 

secara terbuka. 

(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD 

dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan 

kesepakatan peserta rapat. 

(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat. 

(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan 

oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang 

dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. 

(6) Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup 

untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta 

rapat kepada pihak lain atau Publik. 

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau 

keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib 

merahasiakannya. 

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 

ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 95 

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD. 

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, 

pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan 

efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi 

kondisi kahar. 
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Pasal 96 

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan 

kewajibannya. 

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat. 

(3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan tanda bukti 

kehadiran rapat tersendiri. 

(4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib 

memberitahukan kepada pimpinan rapat. 

 

Pasal 97 

(1) Rapat paripurna terdiri atas: 

a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan 

b. rapat paripuna untuk pengumuman, 

(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul: 

a. Bupati; 

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau 

c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari 

jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi. 

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua 

DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan 

musyawarah. 

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda 

wajib dihadiri oleh Bupati. 

 

Pasal 98 

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam 

bentuk peraturan atau keputusan DPRD. 

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan 

alat kelengkapan DPRD. 

 

Pasal 99 

(1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Tata Tertib DPRD. 

(2) Pimpinan Rapat menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, 

menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan 

pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkannya. 

(3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk 

sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain. 

 

Pasal 100 

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat paripurna yang mengagendakan 

pandangan fraksi, Pimpinan Rapat dapat menetapkan tahapan pembicaraan 

dan bagi pembicara agar mendaftarkan namanya terlebih dahulu sebelum 

pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai. 
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(2) Pendaftaran nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga dilakukan 

atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan. 

(3) Bagi anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, tidak boleh 

berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan 

yang dapat diterima. 

  

Pasal 101 

(1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran. 

(2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan 

perubahan urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah 

dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat. 

(4) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran 

berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan 

sepengetahuan Pimpinan Rapat. 

(5) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara. 

 

Pasal 102 

(1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara. 

(2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara 

mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu 

yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 103 

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan 

interupsi untuk: 

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya mengenai 

masalah yang sedang dibicarakan; 

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau 

tugasnya; 

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau 

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. 

(2) Pimpinan Rapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan 

pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang 

sedang dibicarakan. 

(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, 

tidak dapat diadakan pembahasan. 

(4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat 

dibahas harus mendapat persetujuan rapat. 

(5) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali 

dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang 

dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta 

supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan. 
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Pasal 104 

(1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata 

yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, 

atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum. 

(2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan 

pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan 

kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan 

menghentikan perbuatannya. 

(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata 

pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah 

diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat. 

(4) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara 

tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. 

(5) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (4), masih juga tidak 

diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang 

bersangkutan untuk meninggalkan rapat. 

(6) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut dikeluarkan dari ruangan rapat 

atas perintah Pimpinan Rapat. 

(7) Yang dimaksud dengan ruang rapat pada ayat (6) adalah ruangan yang 

dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan 

peninjau. 

 

Pasal 105 

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat 

berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan. 

(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

lebih dari 24 jam. 

 

Pasal 106 

(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai 

dibicarakan. 

(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, 

sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda 

penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau 

meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat. 

(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau 

kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat. 
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Pasal 107 

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuatkan risalah yang ditandatangani oleh 

Pimpinan Rapat. 

(2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan 

berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta 

dilengkapi dengan catatan tentang: 

a. Jenis dan sifat rapat; 

b. Hari dan tanggal rapat; 

c. Tempat rapat; 

d. Acara rapat; 

e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; 

f. Ketua dan sekretaris rapat; 

g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan 

h. Undangan yang hadir. 

(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah 

Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk 

untuk itu oleh Sekretaris DPRD. 

(4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan 

pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. 

 

Pasal 108 

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan 

rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang 

bersangkutan. 

(2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan 

dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 95 ayat (2). 

(3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan 

dan/atau keputusan rapat. 

(4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat 

sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang 

bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 

mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua 

hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan 

menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan. 

(6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir, Sekretaris 

rapat segera menyusun risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat 

Resmi untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang terkait. 
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Pasal 109 

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang 

bersifat tertutup dan rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata 

“Rahasia”. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang 

dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam 

risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat. 

(3) Untuk Rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Panitia Khusus dibuat laporan 

tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 

 

Pasal 110 

(1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan 

usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah 

ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu 

maupun mengenai masalah yang akan dibahas. 

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis 

dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-

lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. 

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. 

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). 

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD 

menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

 

Pasal 111 

(1) Undangan rapat adalah : 

a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan 

Pimpinan DPRD ; dan 

b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan 

Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan DPRD. 

(2) Peninjau dan pers adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa 

undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan 

DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. 

(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, 

tetapi tidak mempunyai hak suara. 

(4) Peninjau dan pers tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan 

sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 

(5) Untuk Undangan, peninjau dan pers disediakan tempat tersendiri. 

(6) Undangan, peninjau dan pers wajib mentaati tata tertib rapat dan atau 

ketentuan lain yang diatur oleh DPRD. 
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Pasal 112 

(1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111 dapat terlaksana. 

(2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau pers 

yang menggangu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila 

permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan 

paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat. 

(3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi 

peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh 

lebih dari 24 jam. 

 

BAB IX 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Pasal 113 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan 

cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 

Pasal 114 

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat 

DPRD yang bersifat pengumuman. 

 

Pasal 115 

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: 

a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD 

untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak 

menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul 

pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati; 

b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD 

untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda 

dan APBD; atau 

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk 

rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b. 

(2) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

sah apabila: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD 

yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang 

hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b; atau 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c. 
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(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak terpenuhi, rapat 

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 

tidak lebih dari I (satu) jam. 

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, 

pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai 

waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah. 

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan 

APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya 

diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah. 

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum juga terpenuhi, terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, pengambilan 

keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi. 

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan 

pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan 

musyawarah untuk mufakat. 

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang 

ditandirtangani oleh pimpinan rapat. 

 

Pasal 116 

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk 

ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. 

 

BAB X 

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN 

PEMBERHENTIAN 

 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian antar-Waktu 

 

Pasal 117 

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

d. diberhentikan. 

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai 

dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku 

terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau 

terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c jika: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturutturut tanpa 

keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang 

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 

tanpa alasan yang sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

i. menjadi anggota partai politik lain. 

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atauhuruf g. 

(5) Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), hak dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD ditangguhkan sejak 

tanggal ditandatangani surat pengunduran diri hingga mendapatkan 

Penetapan Pemberhentian dari Pajabat yang berwenang sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 118 

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) 

huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i 

diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan 

tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 119 

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pimpinan DPRD menyampaikan 

usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian 

pemberhentian. 

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan 

pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD 

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati. 
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(3) Paling lama 7 (rujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak 

melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul 

pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD 

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 120 

Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal 

ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali 

untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 117 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 121 

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang 

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis 

kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti 

pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD. 
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Pasal 122 

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak 

mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan 

pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul 

pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

 

Pasal 123 

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 117 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan 

sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian 

anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat 

belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD 

atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya 

dari Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Penggantian antar-Waktu 

 

Pasal 124 

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 117 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh 

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara 

dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, 

meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota 

DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh 

calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 

dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon 

Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik yang 

sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. 

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau 

sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai 

politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan 

kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. 

 

Pasal 125 

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan 

antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU 

yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 
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(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan 

DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD 

diterima. Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon 

pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan 

dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat melalui Bupati. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD 

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati 

menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon 

pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota 

DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari 

Bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan 

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubemur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian 

antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD. 

 

Pasal 126 

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan 

Anggota DPRD yang digantikannya. 

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa 

jabatan Anggota DPRD yang digantikannya. 

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa 

masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 127 

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-

Undang mengenai pemilihan umum. 

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai 

politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam 

sengketa partai politik. 

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana 

kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-

Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan: 

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai 

atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat; 

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik 

disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga partai politik; 
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c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang 

dilegalisir oleh KPU; dan 

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang 

mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir 

oleh KPU. 

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD 

diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai 

kewenangannya. 

 

Pasal 128 

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, 

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat 

paripurna. 

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya 

keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD. 

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu 

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

(4) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan 

tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh 

ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah 

induk. 

 

Bagian Ketiga 

Pemberhentian Anggota DPRD 

 

Pasal 129 

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

 

Pasal 130 

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 129 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubemur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat melalui Bupati. 

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan 

sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Pimpinan DPRD 

tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan 

status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati. 

(3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat memberhentikan sementara 

sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (3). 
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(5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan 

register perkara pengadilan negeri. 

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai 

terdakwa. 

 

Pasal 131 

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan 

sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD 

diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD. 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan 

sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota 

DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas 

pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. 

 

Pasal 132 

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD 

yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD. 

(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari 

terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Dalam hat setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, 

Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada 

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya. 

(4) Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD 

atas usul Pimpinan DPRD. 

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung 

sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD 

yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum 

berakhir. 

BAB XI 

FRAKSI 

 

Pasal 133 

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota 

DPRD. 

(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi. 
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(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah 

komisi di DPRD. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) 

Fraksi. 

(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi 

yang sama. 

(6) Partai politik yalg jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan 

Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan. 

(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan 

dalam rapat paripurna. 

(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilalrukan paling 

singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan 

sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi. 

(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi 

mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban 

kerja anggotanya. 

 

Pasal 134 

(1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi 

terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh 

anggota Fraksi. 

(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi 

terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi. 

(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam 

rapat paripurna. 

 

Pasal 135 

(1) Fraksi mempunyai sekretariat. 

(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan 

tugas Fraksi. 

(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna 

kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan 

memperhatikan kemampuan APBD. 

 

Pasal 136 

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. 

(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan: 

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja 

paling singkat 3 (tiga) tahun; 

b. menguasai bidang pemerintahan; dan 

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 
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Pasal 137 

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat: 

a. fungsi dan tugas; 

b. komposisi fraksi, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD; 

c. keterlibatan anggota fraksi di Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan 

DPRD; 

d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil 

terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan 

anggaran; dan 

e. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, 

sedang, dan telah dilakukan Fraksi. 

Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk 

keterbukaan informasi publik yang harus dipublikasikan di media publikasi 

DPRD dan/atau media lokal. 

 

BAB XIII 

KODE ETIK 

 

Pasal 138 

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD 

selama'menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, 

dan kredibilitas DPRD. 

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat 

ketentuan: 

a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 

b. sikap dan perilaku anggota DPRD; 

c. tata kerja Anggota DPRD; 

d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah; 

e. tata hubungan antarAnggota DPRD; 

f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain; 

g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 

h. kewajiban Anggota DPRD; 

i. larangan bagi Anggota DPRD; 

j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD; 

k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 

l. rehabilitasi. 

 

BAB XIV 

KONSULTASI DPRD 

 

Pasal 139 

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara 

berjenjang. 

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk 

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 
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Pasal 140 

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 

DPRD kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. 

 

BAB XV 

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT 

 

Pasal 141 

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di 

DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan 

dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD 

dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai 

kewenangannya. 

(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat 

kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi. 

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat 

ditindaklanjuti dengan: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. rapat dengar pendapat; 

c. kunjungan kerja; atau 

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja. 

e. Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XII 

HARI KERJA 

 

Pasal 142 

(1) Hari kerja DPRD adalah 5 (lima) hari yaitu hari Senin sampai dengan hari 

Jum’at. 

(2) Jam kerja dalam hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pukul 

08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

(3) Selain dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jam kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan DPRD dapat dilaksanakan 

dengan persetujuan Pimpinan DPRD. 

 

BAB XIII 

PAKAIAN KERJA 

 

Pasal 143 

Anggota DPRD memiliki dan menggunakan pakaian kerja sebagai berikut: 

a. Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang tidak akan mengambil keputusan 

DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakaian Sipil Harian; 



52 
 

b. Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang akan mengambil keputusan DPRD, 

Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakaian Sipil Resmi; 

c. Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD 

berpakaian Pakaian Sipil Lengkap; 

d. Dalam menghadiri rapat-rapat kerja Komisi dan rapat-rapat lainnya serta 

kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan/atau Anggota 

DPRD mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan;  

e. Dalam menghadiri acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat 

memakai pakaian daerah. 

f. Pada hari Kamis dan Jum’at mengenakan Pakaian Batik kecuali 

sebagaimana diatur dalam huruf a, b, c, d, dan e. 

 

BAB XIV 

LARANGAN DAN SANKSI 

 

Bagian Kesatu 

Larangan 

 

Pasal 144 

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:  

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber 

dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural 

pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau 

pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas 

dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.  

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

dilarang menerima gratifikasi. 

 

Bagian Kedua 

Sanksi 

 

Pasal 145 

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.  

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPRD. 

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian 

sebagai anggota DPRD. 
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Pasal 146 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.  

 

Pasal 147 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada 

Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat 

anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan/atau melanggar ketentuan larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144. 

 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 148 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap 

anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 

persetujuan tertulis dari  gubernur.  

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan 

permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) tidak berlaku apabila 

anggota DPRD: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;  

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 

 

BAB XIX 

KEUANGAN 

 

Pasal 149 

(1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

(2) Sekretaris DPRD memformulasikan Belanja DPRD ke dalam Rencana Kerja 

dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

(3) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja 

satuan kerja perangkat daerah lainnya. 
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BAB XX 

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD 

 

Pasal 150 

Lambang DPRD Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam peraturan daerah 

Kabupaten Jember. 

 

Pasal 151 

Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan 

tugas sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang disematkan di dada 

sebelah kiri. 

 

Pasal 152 

(1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh anggota selama 

memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi DPRD. 

(2) Lambang DPRD dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat 

digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRD, rumah jabatan pimpinan 

DPRD, ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, cindera mata, buku atau 

majalah yang diterbitkan oleh DPRD atau dengan izin DPRD, atau di tempat 

diadakan acara resmi DPRD. 

(3) Lambang DPRD yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya 

digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau anggota DPRD. 

 

Pasal 153 

(1) Pembuatan dan pencetakan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

150 dan Pasal 152 dilakukan oleh sekretariat DPRD. 

(2) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, atau kertas 

dengan menggunakan lambang DPRD. 

 

Pasal 154 

Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota DPRD 

yang ditandatangani oleh Ketua DPRD. 

 

BAB XXII 

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 155 

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan 

selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur 

oleh sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

  



55 
 

Bagian Kedua 

Surat Masuk 

 

 

Pasal 156 

(1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk fraksi diterima oleh 

sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 

(2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern sekretariat DPRD segera 

dijawab oleh sekretaris DPRD atas nama pimpinan DPRD, yang 

memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan 

apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat 

diberitahukan kepada pengirim surat. 

(3)  Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh sekretariat 

DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 157 

(1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156 ayat (2), disampaikan oleh sekretaris DPRD kepada pimpinan 

DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan 

permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat 

kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan fraksi  

(3)  Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak 

dan dibagikan kepada seluruh anggota. 

 

Pasal 158 

(1) Sekretariat pada alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat 

daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan 

segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang 

bersangkutan. 

(2)  Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi 

surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya. 

(3) Apabila pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan 

pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan. 

 

Bagian Ketiga 

Surat Keluar 

 

Pasal 159 

(1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang 

dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD 

melalui sekretaris DPRD. 
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(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui 

oleh pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada 

alamat yang bersangkutan. 

(3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 

disetujui oleh pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan 

pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan. 

(4) Apabila isi surat yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD bersifat rahasia 

dan disetujui oleh pimpinan DPRD, maka penomoran dan pengiriman 

suratnya diberlakukan secara khusus. 

(5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 

menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada badan 

musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. 

 

Pasal 160 

(1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh 

salah seorang pimpinan DPRD atau sekretaris DPRD atas nama pimpinan 

DPRD. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh 

pimpinan DPRD. 

 

Pasal 161 

(1)  Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRD. 

(2)  Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar 

dicatat dan diberi nomor agenda. 

(3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat 

kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang 

perlu. 

(4)  Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak 

dan dibagikan kepada seluruh anggota. 

 

Bagian Keempat 

Arsip Surat 

 

Pasal 162 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh 

sekretaris DPRD. 

 

BAB XXIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 163 

Dengan diberlakukannya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 

24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 16 

Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 164 

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

 

Ditetapkan di Jember 

pada tanggal 19 November 2018 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

 WAKIL KETUA,  WAKIL KETUA 

 

 

 

 M. AYUB JUNAIDI  YULI PRIYANTO 
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER 

PROPINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 
 

NOMOR 16 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DPRD KABUPATEN JEMBER                      

NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG  

TATA TERTIB  

DPRD KABUPATEN JEMBER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :   PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DPRD 

KABUPATEN JEMBER 

NOMOR 24 TAHUN 2014 

TENTANG PERATURAN 

TATA TERTIB DPRD 

KABUPATEN  JEMBER. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD 

Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 

tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 

Kabupaten  Jember, diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 3 dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, 

sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

(1) Hak interpelasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15  ayat (1) 

huruf a diusulkan oleh paling sedikit 

7 (tujuh) orang anggota DPRD dan 

lebih dari 1 (satu) fraksi. 
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(2) Usul sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan kepada pimpinan 

DPRD, yang ditandatangani oleh para 

pengusul dan diberikan nomor pokok 

oleh sekretariat DPRD. 

(3) Pemberian nomor pokok oleh 

sekretariat DPRD sebagaimana 

dimaksud ayat (2) hanya bersifat 

administratif dan jika sekretariat 

tidak memberikan nomor pokok, 

maka tidak mempengaruhi proses 

usulan hak interpelasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).  

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disertai dengan dokumen 

yang memuat sekurang-kurangnya: 

a. materi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2); dan 

b. alasan permintaan keterangan. 
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PROPINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

 

NOMOR 24 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

TATA TERTIB  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER 
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Bagian Kedua 

Pelaksanaan Hak DPRD 

Paragraf 1 

Hak Interpelasi 

Pasal 16 

(5) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15  ayat (1) huruf a 

diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) 

orang anggota DPRD dan lebih dari 1 

(satu) fraksi. 

(6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan kepada pimpinan DPRD, 

yang ditandatangani oleh para pengusul 

dan diberikan nomor pokok oleh 

sekretariat DPRD. 

(7) Pemberian nomor pokok oleh sekretariat 

DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) 

hanya bersifat administratif dan jika 

sekretariat tidak memberikan nomor 

pokok, maka tidak mempengaruhi proses 

usulan hak interpelasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).  

(8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disertai dengan dokumen yang 

memuat sekurang-kurangnya: 
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a. materi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2); dan 

b. alasan permintaan keterangan. 

 

Pasal 17 

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 oleh Pimpinan DPRD disampaikan 

pada rapat paripurna DPRD. 

(2) Dalam rapat paripurna DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

para pengusul diberi kesempatan 

menyampaikan penjelasan lisan atas 

usul permintaan keterangan tersebut. 

(3) Pembicaraan mengenai usul meminta 

keterangan dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada: 

a. anggota DPRD lainnya untuk 

memberikan pandangan melalui fraksi; 

dan 

b. para pengusul memberikan jawaban 

atas pandangan para anggota DPRD. 

(4) Keputusan persetujuan atau penolakan 

terhadap usul permintaan keterangan 

kepada Bupati ditetapkan dalam rapat 

paripurna. 
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(5) Usul permintaan keterangan DPRD 

sebelum memperoleh keputusan, para 

pengusul berhak menarik kembali 

usulannya. 

(6) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 

16 menjadi hak interpelasi DPRD apabila 

mendapat persetujuan dari rapat 

paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD 

dan putusan diambil dengan persetujuan 

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota DPRD yang hadir. 

Pasal 18 

(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan 

penjelasan tertulis terhadap permintaan 

keterangan anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, dalam rapat 

paripurna DPRD. 

(2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk 

memberikan penjelasan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati menugaskan pejabat terkait 

untuk mewakilinya. 

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan 

pertanyaan atas penjelasan tertulis 
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Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

(4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

DPRD dapat menyatakan pendapatnya. 

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

secara resmi oleh DPRD kepada Bupati. 

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas 

penjelasan tertulis Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan 

untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan dan untuk Bupati dijadikan 

bahan dalam penetapan pelaksanaan 

kebijakan. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  18  TAHUN  2016 

TENTANG 

PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH. 
 

               
  BAB I… 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah provinsi. 

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu 

bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6.Pemerintah … 
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6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerah. 

 

 

12. Tugas… 
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12. Tugas  Pembantuan  adalah penugasan dari Pemerintah Pusat  

kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah   Pusat  

atau  dari  Pemerintah   Daerah   provinsi kepada  Daerah  

kabupaten/kota  untuk  melaksanakan    sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda 

kabupaten/kota. 

15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 

adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri. 

17. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: 

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;  

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 

c. efisiensi; 

d. efektivitas; 

e. pembagian habis tugas; 

f. rentang kendali;  

g. tata kerja yang jelas; dan 

h. fleksibilitas. 

 
BAB II … 
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BAB II 

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI 

PERANGKAT DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan Perangkat Daerah 
      

 

Pasal 3 

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan 

dengan Perda. 

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah 

mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah 

provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. 

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan. 

(4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau 

menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada 

gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) 

Hari sejak diterimanya Perda. 

(5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan 

Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

(6) Apabila… 
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(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan 

jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggap telah mendapat persetujuan.        

(7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus 

disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum 

diundangkan. 

(8) Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak 

mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah 

provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak 

disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur 

membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 4 

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan 

Perkada.                                                          

 

Bagian Kedua 

Jenis Perangkat Daerah 

Pasal 5 

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: 

a. sekretariat Daerah; 

b. sekretariat DPRD; 

c. inspektorat; 

d. dinas; dan 

e. badan.  

(2) Perangkat… 
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(2)   Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. sekretariat Daerah; 

b. sekretariat DPRD; 

c. inspektorat; 

d. dinas; 

e. badan; dan 

f. kecamatan. 
 
 

 

Bagian Ketiga 

Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah 
 

Pasal 6 

(1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe 

Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan 

pemerintahan dengan variabel: 

a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan  

b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). 

(2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang 

terdiri atas indikator: 

a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah; dan 

c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

(3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditetapkan  berdasarkan  beban  tugas utama pada 

setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan. 

 

(4) Ketentuan … 
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(4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 
 
 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Perangkat Daerah Provinsi 
 

Paragraf 1 

Sekretariat Daerah Provinsi 
 

Pasal 7 

(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab 

kepada gubernur. 

(3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif. 

(4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

 

d.pelayanan... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 9 - 
 

 

 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 8 

(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan 

beban kerja yang besar; 

b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan 

beban kerja yang sedang; dan 

c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan 

beban kerja yang kecil. 

 

Paragraf 2 

Sekretariat DPRD Provinsi 
 

Pasal 9 
 

(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 

fungsi DPRD provinsi. 

(2) Sekretariat... 
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(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam 

melaksanakan tugasnya   secara  teknis operasional berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD 

provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. 

(3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur 

atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah 

berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 

(4) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai 

dengan kebutuhan. 

(5) Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

provinsi; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi; 

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD provinsi. 

    

Pasal 10... 
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Pasal 10 

(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. sekretariat DPRD provinsi tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan 

beban kerja yang besar; 

b. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan 

beban kerja yang sedang; dan 

c. sekretariat DPRD provinsi tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan 

beban kerja yang kecil. 
 

Paragraf 3 

Inspektorat Daerah Provinsi 
       

Pasal 11 
 

(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh inspektur. 

(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

gubernur melalui sekretaris Daerah. 

 

(4) Inspektorat… 
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(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina 

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 

Perangkat Daerah. 

(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan;  

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari gubernur; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan 

f. pelaksanaan fungsi  lain  yang  diberikan oleh gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsinya.  

 

Pasal 12 

(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  terdiri atas: 

a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan 

beban kerja yang besar; 

b.inspektorat… 
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b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan 

beban kerja yang sedang; dan 

c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan 

beban kerja yang kecil. 

 

Paragraf 4  

Dinas Daerah Provinsi 

Pasal 13 

(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab kepada 

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. 
 

(3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. 

(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

fungsi: 

 

 

a.perumusan... 
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a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 14 

(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar; 

b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; 

dan 

c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil. 

 

Pasal 15 

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan. 

 

(2) Urusan… 
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(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar; dan 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a terdiri atas:  

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat; dan 

f. sosial. 

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b terdiri atas:  

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan;  

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l.penanaman … 
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l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

(5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan;  

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam 

bentuk dinas Daerah provinsi.  

(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan 

oleh: 

a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum; dan  

b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan 

kebakaran. 

 

Pasal 16... 
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Pasal 16 

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong 

praja Daerah provinsi. 

 

 

Pasal 17 

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan 

nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit 

pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat 

pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang Penanaman Modal. 

(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari 

Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang Penanaman Modal. 

(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non 

perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan 

terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai 

kebutuhan. 

 

(5) Dalam… 
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(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal 

memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), 

diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 

(tiga) bidang. 

(6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima 

tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun 

dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 

401(empat ratus satu). 

(7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. 

 
 

Pasal 18 
 

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan 

Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas 

Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut 

digabung dengan dinas lain. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis 

Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan 

Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Penggabungan … 
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(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas 

Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan 

kriteria: 

a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau  

b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 
 

(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi:  

a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta 

pariwisata; 

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;       

c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban 

umum dan sub urusan kebakaran; 

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, 

perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya 

mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja; 

e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; 

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum 

dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, 

lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta 

kelautan dan perikanan; dan 

g. perpustakaan dan kearsipan. 

 

(5) Penggabungan… 
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(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan 

Pemerintahan. 

(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) 

tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang 

apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan 

Pemerintahan yang digabungkan. 

(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang 

Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari 

Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum 

penggabungan.    

(8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan 

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, 

Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 

(satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 

(dua) bidang.    

(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.  

(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan 

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) yang memenuhi  kriteria  untuk  dibentuk  dinas  

atau  bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat 

Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja 

yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan fungsi tersebut. 

Pasal 19… 
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Pasal 19 

 

(1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana 

teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. 

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk 

mewadahi beban kerja yang besar; dan  

b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk 

mewadahi beban kerja yang kecil. 

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana 

teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan pembentukan  unit   pelaksana  teknis   dinas  

Daerah  provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur 

dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan 

tertulis dari menteri terkait dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

 

 

Pasal 20 … 
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Pasal 20 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit 

pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan 

berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.  

(2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. 

  

Pasal 21 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit 

pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan 

berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi 

bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 

profesional. 

(2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah 

sakit Daerah provinsi. 

(3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola 

rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola 

pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 

(4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan 

pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, 

pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap 

bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

 

 

(5) Rumah … 
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(5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata 

kelola   rumah   sakit   dan   tata  kelola  klinis sebagaimana  

dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada 

dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang kesehatan. 

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah 

sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang kesehatan. 

(7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan 

kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan  rumah sakit 

Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 

         

Pasal 22 

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan 

yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat 

dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. 

(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. 

(3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan 

dalam 2 (dua) klasifikasi. 

 

(4) Klasifikasi… 
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(4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(3) terdiri atas: 

a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang 

besar; dan  

b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang 

kecil. 

(5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah 

dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri. 

(6) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik 

Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur 

yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

(7) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan 

tugas cabang dinas. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan 

Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis 

dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

Pasal 23 

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), 

Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi 

terendah, kecuali sekretariat. 

Paragraf 5... 
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Paragraf 5 

Badan Daerah Provinsi 

Pasal 24 

(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

(2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah 

provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.  

(3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah provinsi. 

(4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

fungsi: 
 

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(5) Unsur... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 26 - 
 

(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perencanaan; 

b. keuangan; 

c. kepegawaian; 

d. pendidikan dan pelatihan; 

e. penelitian dan pengembangan; dan 

f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f  

dibentuk dengan kriteria: 

a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 

b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi. 

(7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, 

Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung 

Daerah provinsi di ibu kota negara. 

(8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan 

Perda provinsi. 

 

Pasal 25 

 

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan 

penghubung Daerah provinsi  sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis 

dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

Pasal 26… 
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Pasal 26 
 

(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas:  

a. badan Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang 

besar; 
 

b. badan Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang 

sedang; dan 
 

c. badan Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang 

kecil. 

 

Pasal 27 

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana     dimaksud     dalam    Pasal   6  suatu fungsi  

penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat 

untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan 

badan lain. 

(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 

1 (satu) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan dengan kriteria: 

a.kedekatan… 
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a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; 

dan/atau  

b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan. 

(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan 

b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 

(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. 

(5) Tipelogi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil 

penggabungan. 

(6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan 

tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan   merupakan   nomenklatur   badan   Daerah 

provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 

berdiri sendiri sebelum penggabungan. 

 

Pasal 28 

(1) Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana 

teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. 

(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 

 

(3) Klasifikasi… 
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(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk 

mewadahi beban kerja yang besar; dan  

b. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk 

mewadahi beban kerja yang kecil. 

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana 

teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari 

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

 

Bagian Kedua 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Paragraf 1 

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 29 

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota  

dan bertanggung  jawab kepada bupati/wali kota. 

 

(3) Sekretariat… 
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(3) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

serta pelayanan administratif.  

(4) Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 

Perangkat Daerah;   

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali 

kota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 30 
 

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.  

(2) Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (4) dengan beban kerja yang besar; 

b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. sekretariat… 
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c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (4) dengan beban kerja yang kecil. 

                             

Paragraf 2 

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota 

 

Pasal 31 
 

(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 

fungsi DPRD kabupaten/kota. 

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota 

yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan 

DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung 

jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah 

kabupaten/kota. 

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 

bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD 

kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan 

fraksi. 

 

(4) Sekretariat… 
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(4) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi   kesekretariatan   dan   keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  kabupaten/kota, serta 

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan 

hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

kabupaten/kota; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

kabupaten/kota; 

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota. 

 

Pasal 32 

(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 

a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan 

beban kerja yang besar; 

 

b.sekretariat… 
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b. sekretariat DPRD  kabupaten/kota tipe B  untuk  

mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan 

beban kerja yang kecil. 

 

Paragraf 3 

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 33 

(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 

(2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. 

(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah 

kabupaten/kota. 

(4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

oleh Perangkat Daerah. 

(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menyelenggarakan fungsi: 

a.perumusan... 
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a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan;  

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan bupati/wali kota; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali 

kota terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

 

Pasal 34 

(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk 

mewadahi   pelaksanaan    fungsi    inspektorat    Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (5) dengan beban kerja yang besar; 

b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (5) dengan beban kerja yang kecil. 

Paragraf 4... 
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Paragraf 4 

Dinas Daerah Kabupaten/Kota 

 

Pasal 35 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. 

(3) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada kabupaten/kota. 

(4) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali 

kota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 36... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 36 - 
 

Pasal 36 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan 

beban kerja yang besar; 

b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan 

beban kerja yang sedang; dan 

c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan    fungsi    dinas    Daerah   kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan 

beban kerja yang kecil. 

 

Pasal 37 

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan. 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:  

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar; dan 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

 

(3) Urusan… 
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(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar, terdiri atas:  

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat; dan 

f. sosial. 

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar, terdiri atas:  

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan;  

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

(5) Urusan… 
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(5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:  

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. perdagangan; 

e. kehutanan; 

f. energi dan sumber daya mineral;  

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam 

bentuk dinas. 
 

(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan 

oleh:  

a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan  

b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

sub urusan kebakaran. 

 

 

Pasal 38 
 

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub 

urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi 

pamong praja Daerah kabupaten/kota. 

 

 

 

Pasal 39… 
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Pasal 39 
 

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada 

masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu 

pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas 

Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang penanaman modal. 

(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal. 

(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non 

perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati/Walikota. 

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan 

terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu 

pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal 

memperoleh  nilai  kurang  dari  401  (empat  ratus  satu), 

diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 

(tiga) bidang. 

(6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat. 

 

Pasal 40… 
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Pasal 40 
 
 

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan 

Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas 

Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan 

tersebut digabung dengan dinas lain. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis 

Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan 

Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   

(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan 

kriteria: 

a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau 

b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 

(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi: 

a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta 

pariwisata; 

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban 

umum dan sub urusan kebakaran; 

 

d.penanaman … 
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d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, 

perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya 

mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja; 

e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; 

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum 

dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, 

lingkungan hidup,  kehutanan, pangan, pertanian, serta 

kelautan dan perikanan; dan 

g. perpustakaan dan kearsipan.  
 

(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan 

Pemerintahan. 

(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan 

sebagaimana   dimaksud  pada   ayat  (1)     dapat     dinaikkan 

1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) 

bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari 

Urusan Pemerintahan yang digabungkan. 

(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang 

Urusan  Pemerintahan  merupakan  nomenklatur dinas dari 

Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum 

penggabungan. 

(8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan 

Pemerintahan  dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk 

dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat 

digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling 

sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. 

 

(9) Nomenklatur… 
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(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.  

(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan 

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud  

pada   ayat  (4)  yang  memenuhi  kriteria  untuk dibentuk 

dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh 

sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian 

pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan fungsi tersebut. 

 

Pasal 41 

(1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit 

pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu. 

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi. 

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas 

A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan 

b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas 

B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

 

(4) Pembentukan… 
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(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah 

dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana 

teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  

pada  ayat (3)  dan  pembentukan unit pelaksana teknis dinas 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

 

 

Pasal 42 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit 

pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang 

pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah 

kabupaten/kota.  

(2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal 

dan nonformal. 

 

Pasal 43... 
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Pasal 43 

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana 

teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa 

rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan 

masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 

layanan yang bekerja secara profesional.  

 

Pasal 44 

(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah 

kabupaten/kota. 

(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata 

kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 

(3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum 

menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum 

Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah 

kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. 

(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab 

kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

di bidang kesehatan. 

 

(5) Pertanggungjawaban… 
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(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah 

sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang kesehatan. 

(6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 

hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan 

keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan 

Presiden. 

 

Pasal 45 

(1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 

hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

 

 

Paragraf 5... 
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Paragraf 5 

Badan Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 46 

(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

(2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan 

Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui 

sekretaris Daerah kabupaten/kota.  

(3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

(4) Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali 

kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Unsur... 
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(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perencanaan; 

b. keuangan; 

c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 

d. penelitian dan pengembangan; dan 

e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi 

penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf e  dibentuk dengan kriteria: 

a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 

b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah    

kabupaten/kota. 

(7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan 

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

Pasal 47 

(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas:  

a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan 

beban kerja yang besar; 

b.badan… 
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b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan 

beban kerja yang sedang; dan 

c. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan 

beban kerja yang kecil. 

 

 

Pasal 48 

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi 

penunjang Urusan  Pemerintahan tidak  memenuhi   syarat  

untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan 

badan lain. 

(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 

1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria: 

a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; 

dan/atau 

b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan. 

(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan 

b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 

 

(4) Penggabungan… 
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(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. 

(5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil 

penggabungan. 

(6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang 

mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan 

Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. 
 

Pasal 49 

(1) Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit 

pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu. 

(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi. 

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. unit  pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota 

kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan  

b. unit pelaksana teknis  badan Daerah kabupaten/kota 

kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

 

(4) Pembentukan… 
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(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah 

dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana 

teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. 
 

 

Paragraf 6 
 

Kecamatan 
 
 

Pasal 50 

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan 

kelurahan. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui 

sekretaris Daerah kabupaten/kota. 

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas:  

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c. mengoordinasikan… 
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c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

Peraturan Bupati/Wali kota;  

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

tingkat kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan 

oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang 

ada di kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh 

bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat 

kecamatan. 
 

Pasal 51 

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) 

dibedakan dalam 2 (dua) tipe. 

 

(2) Tipe... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 52 - 
 

(2) Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:  

a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas 

kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

dengan beban kerja yang besar; dan 

b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas 

kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

dengan beban kerja yang kecil. 
 

 

Pasal 52 

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk 

untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 

(2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

(3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah 

selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada 

camat. 

(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas 

membantu camat dalam: 

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. melakukan pemberdayaan masyarakat; 

c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

umum; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV… 
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BAB IV 

KRITERIA PERANGKAT DAERAH 

 
Pasal 53 

 

(1) Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan 

inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan 

hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:  

a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, 

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang 

perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil 

perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);  

b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, 

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang 

perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil 

perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) 

sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan 

c.  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, dan inspektorat, 

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang 

perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil 

perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 

600 (enam ratus). 

(2) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil 

perhitungan nilai variabel sebagai berikut:  

a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai 

variabel lebih dari 800 (delapan ratus); 

b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai 

variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 

(delapan ratus); dan  

c.dinas… 
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c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai 

variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 

(enam ratus). 

(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi 

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan 

Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. 

(4) Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan 

nilai variabel sebagai berikut:  

a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel 

lebih dari 600 (enam ratus); dan  
 

b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel 

kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus). 

(5)  Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan 

atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) 

untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat 

(3), berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel 

lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat 

ratus); dan 

b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil 

perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 

300 (tiga ratus). 
 

 

Pasal 54 

(1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan 

aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe 

Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.  

(2) Berdasarkan… 
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(2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C 

dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) 

sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan  

faktor  kesulitan  geografis, dapat digabung dengan dinas atau 

badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau 

digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau 

badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, 

menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. 

(3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) 

rumpun. 

(4) Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.  
 

BAB V 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 
 

Paragraf 1 

Sekretariat Daerah Provinsi 

 
Pasal 55 

(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 

3 (tiga) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) biro. 

(3) Biro... 
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(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) bagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 56 

(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 

3 (tiga) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) biro. 

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) bagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 
 

 

Pasal 57 

(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 

2 (dua) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) biro. 

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) bagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 58 

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat 

Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah 

yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur 

manajemen. 

 

Paragraf 2... 
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Paragraf 2 

Sekretariat DPRD Provinsi 

Pasal 59 

(1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 

(empat) bagian. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

(3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 

(tiga) bagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 

(tiga) bagian. 

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) subbagian. 
 

Paragraf 3 

Inspektorat Daerah Provinsi 
 

Pasal 60 

(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

3 (tiga) subbagian. 

(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. 

(6) Sekretariat… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 58 - 
 

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

 

Pasal 61 

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang 

melaksanakan fungsi pengawasan. 

 

Paragraf 4 
Dinas Daerah Provinsi 

 

Pasal 62 

(1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 4 (empat) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

3 (tiga) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) seksi.   
 

Pasal 63 

(1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 3 (tiga) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) seksi.   

 
 

Pasal 64 

(1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 2 (dua) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

 

(3) Bidang... 
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(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) seksi. 

          

 

Pasal 65 

(1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada 

dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri 

atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan 

fungsional. 

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada 

dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok 

jabatan fungsional. 

(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis 

yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit. 

 

Pasal 66 

(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata 

usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi. 

(2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata 

usaha. 
 

Paragraf 5 

Badan Daerah Provinsi 
 

Pasal 67 

(1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 4 (empat) bidang.  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

3 (tiga) subbagian.  

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

Pasal 68... 
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Pasal 68 

(1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 3 (tiga) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

 

 

Pasal 69 

(1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan paling banyak 2 (dua) bidang.  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

 

Pasal 70 
 

Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha 

dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.  

 

Pasal 71 
 

(1) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada 

badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling 

banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. 

 

(2) Unit... 
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(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada 

badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 

kelompok jabatan fungsional. 

 

 

Pasal 72 
 

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,  

Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang 

menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari 

ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. 

 

Pasal 73 

(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,  Urusan 

Pemerintahan      bidang     pertanian,    serta   badan   yang 

menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima 

puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh 

lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 

(dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di 

atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi 

dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. 

(2) Dalam hal sudah  dibentuk 2 (dua)  dinas/badan  

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ketentuan 

penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

tidak berlaku. 

 

Bagian... 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Paragraf 1 

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 74 

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 4 (empat) bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 75 

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

 

Pasal 76 

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling 

banyak 2 (dua) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

 

 

Pasal 77... 
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Pasal 77 

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah 

kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah 

yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur 

manajemen tertentu. 

 

Paragraf 2 

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota 

 
Pasal 78 

(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling 

banyak 4 (empat) bagian. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) bagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) bagian. 

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) subbagian. 

 

Paragraf 3 

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 79 

(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

3 (tiga) subbagian. 

(3) Inspektorat... 
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(3) Inspektorat Daerah  kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 

(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur 

pembantu. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe  C terdiri atas 1 

(satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur 

pembantu. 

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

 

Pasal 80 

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang 

melaksanakan fungsi pengawasan. 

 

Paragraf 4 

Dinas Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 81 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  

paling banyak 3 (tiga) seksi. 

 

Pasal 82 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. 

 

(2) Sekretariat... 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) seksi. 

 

Pasal 83 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) seksi. 

 

Pasal 84 

(1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota 

kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 

kelompok jabatan fungsional. 

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota 

kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan 

fungsional. 

(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis 

yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan 

masyarakat, dan rumah sakit. 
 

Paragraf 5 

Badan  Daerah Kabupaten/Kota 
 

Pasal 85 

(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. 

 

(2) Sekretariat… 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

3 (tiga) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

 

Pasal 86 

(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

 

 

Pasal 87 

(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbidang. 

 

Pasal 88 

(1) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota 

kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 

kelompok jabatan fungsional. 

(2) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota 

kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan 

fungsional. 
 

 

Pasal 89… 
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Pasal 89 

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang 

menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari 

ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. 

 

Pasal 90 

(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan 

Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 

(sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 

(sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan 

tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, 

dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus 

tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan 

tipe A. 

(2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku. 

 

Paragraf 6 

Kecamatan 
 

Pasal 91 

(1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling 

banyak 5 (lima) seksi. 

(2) Sekretariat... 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. 

 

Pasal 92 

(1) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling 

banyak 4 (empat) seksi. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. 

 
 

 

Pasal 93 

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 

(tiga) seksi. 

 

 

BAB VI 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 
 

Bagian Kesatu 

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi 

 

Pasal 94 

(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau 

jabatan pimpinan tinggi madya. 

(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten 

sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, 

kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur 

merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama. 

(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan 

eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

 

(4) Sekretaris… 
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(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, 

sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah 

provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala 

bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau 

jabatan administrator. 

(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit 

pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A 

merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator. 

(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah 

provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan 

badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa 

atau jabatan pengawas.  
 

(7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B 

dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan 

badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada 

satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb 

atau jabatan pengawas.  

(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk 

satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk 

rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter 

gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau 

dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.  

 

 

 

Bagian … 
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Bagian Kedua 

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

 
Pasal 95 

(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon 

IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah 

kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, 

kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah 

kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan 

jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur 

pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, 

sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, 

serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau 

jabatan administrator. 

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris 

kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau 

jabatan administrator. 

(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat 

DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, 

kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, 

kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah 

kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta 

kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa 

atau jabatan pengawas. 

 

(6) Kepala… 
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(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah 

kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit 

pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian 

pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada 

kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan 

pengawas. 

(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang 

berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional 

guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang 

berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh 

dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat 

fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas 

tambahan. 

(9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan 

masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan 

yang diberikan tugas tambahan.  
 

 

Pasal 96 

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan 

Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana 

dan jabatan fungsional. 

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  
 

Pasal 97… 
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Pasal 97 

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, 

menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah 

digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di 

lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, 

perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Bagian Ketiga 

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah 
 

Pasal 98 

(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan 

pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi 

persyaratan kompetensi: 
 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki 

jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi 

pemerintahan. 

 

(4) Kompetensi… 
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(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 

teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang 

dibuktikan dengan sertifikasi. 

(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural 

atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 

sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Menteri. 

(9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dibuktikan dengan sertifikasi.  

(10) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan 

oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang 

menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan 

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

 

Pasal 99… 
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Pasal 99 

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 100 

(1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah 

dilaksanakan berdasarkan sistem merit. 

(2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam 

pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VII 

PERANGKAT DAERAH BARU 
 

Pasal 101 

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah 

provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan 

Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

(2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah 

kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah 

mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat. 

 

(3) Ketentuan... 
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(3) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipelogi, 

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan 

Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan 

kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2). 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan 

penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung 

kembali intensitas Urusan Pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 

                                                                           

BAB VIII 

STAF AHLI 
 

Pasal 102 

(1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan 

tugasnya dapat dibantu staf ahli. 

(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 

paling banyak 3 (tiga)  staf ahli. 

(4) Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai 

negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

 

(5) Pengangkatan … 
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(5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh 

gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh bupati/wali kota.  
 

 

Pasal 103 

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 

gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli 

gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 

(satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi 

urusan umum/tata usaha. 

 

BAB IX 

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pemetaan 
          

Pasal 104 

(1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang intensitas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan. 

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan untuk  menentukan susunan dan 

tipe Perangkat Daerah. 

 

 

Bagian… 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pemetaan 
 

Pasal 105 

(1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan 

Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri 

dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

terkait. 

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan 

penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di 

lingkungan wilayah provinsinya. 
 

(3) Gubernur  selaku  wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan 

rencana pemetaan Urusan Pemeritahan bagi kabupaten/kota 

di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah 

provinsi. 

(4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan 

Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kepada Menteri. 

(5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan 

Urusan Pemerintahan. 

(6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi 

kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan 

berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

Pasal 106… 
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Pasal 106 
 

(1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Menteri 

mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan 

Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah. 

(2) Sistem  informasi  pemetaan  Urusan Pemerintahan dan 

penentuan   beban   kerja  Perangkat   Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian dan Pemerintah  Daerah untuk 

pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja 

Perangkat Daerah. 

 

 

Bagian Ketiga 

Hasil Pemetaan 
 

Pasal 107 

(1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan 

hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah 

provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan 

faktor kesulitan geografis. 

(2) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut: 

a. provinsi   dan   kabupaten   di Jawa  dan   Bali  dikalikan     

1 (satu); 

b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan 

Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu 

koma satu); 

 

 

c.provinsi… 
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c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku 

dikalikan 1,2 (satu koma dua); 

d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma 

empat); 

e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan 

dikalikan 1,4 (satu koma empat);  

f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara 

dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan 

g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah 

perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima). 

(3) Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau 

lebih, Daerah dimaksud dapat memilih faktor kesulitan 

geografis terbesar. 

(4) Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan 

Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 

dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan 

Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang 

kearsipan dan persandian, Urusan Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan 

sumber daya mineral. 

(5) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Menteri. 
 

 

 

 

Pasal 108… 
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Pasal 108 

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil 

pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan, 

perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan 

penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian 

menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 107 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah 

secara nasional. 

 

 

 

Bagian Keempat 

Nomenklatur Perangkat Daerah 
 

Pasal 109 

 

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan 

nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan 

Pemerintahan tersebut. 

 

 

 

(2) Kementerian… 
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(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan 

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan 

dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan 

Menteri. 

(3) Menteri  menetapkan  pedoman  nomenklatur dan unit kerja 

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit 

pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan 

unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.  

 

 

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH 

 
Pasal 110 

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah 

provinsi dilakukan oleh Menteri. 

(2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah 

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 
 

 

 

Pasal 111 

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan 

dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat 

Daerah. 

(2) Pembinaan… 
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(2) Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. struktur organisasi; 
 

b. budaya organisasi; dan 

c. inovasi organisasi. 

 

Pasal 112 
 

(1) Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah 

provinsi dan gubernur melakukan penilaian kepada 

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang memiliki inovasi 

dalam penataan dan pengelolaan organisasi. 

(2) Penghargaan terhadap hasil penilaian kepada Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

Menteri pada Hari Otonomi Daerah. 
 

 

 

 

Pasal 113 
 

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 

belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian penataan 

Perangkat  Daerah  kabupaten/kota  dilakukan  oleh   gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah 

yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat 

Daerah.  

          
 

Pasal 114 

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan 

Perangkat Daerah. 

 

 

(2) Dalam... 
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(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

 

 

Pasal 115 

 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 

pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

 

 

BAB XI 

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 

Pasal 116 
 

(1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan 

melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah provinsi. 

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah kabupaten/kota. 

 

(3) Dalam… 
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(3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas 

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat 

Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional 

untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah. 

(4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. sinkronisasi data; 

b. sinkronisasi sasaran dan program; dan 

c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. 
 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 117 

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan 

bencana. 

(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, 

struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang 

menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri. 

(3) Peraturan Menteri  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari 

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 
 
 

 

Pasal 118... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 85 - 
 

 

Pasal 118 

(1) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi 

Daerah yang memiliki status  istimewa   atau   otonomi khusus, 

sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan 

perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. 

(2) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang 

berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan 

Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 

aparatur negara. 

 

Pasal 119 
 

(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah 

Pusat tersebut bekerja pada dinas. 

(2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1),  secara  operasional  berada  di  bawah  dinas  dan secara 

administrasi berada di bawah kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.  

(3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan 

pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan 

biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan 

pada anggaran dinas. 

(4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja 

pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas. 

 

Pasal 120… 
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Pasal 120 

 

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

kualitas  pelayanan kepada masyarakat,  Perangkat  Daerah 

secara   bertahap    menerapkan   sistem informasi   yang 

terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah 

Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara 

berbagi pakai. 

(2) Penerapan sistem  informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang  

komunikasi dan informatika. 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 121 
 

Penyesuaian pengisian jabatan  direktur  rumah sakit 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 94 ayat (9) dan  Pasal  95 

ayat (8) serta pengisian  jabatan kepala pusat kesehatan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9) 

sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) 

tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. 

 
 

 

Pasal 122 
 

(1) Pada saat Peraturan  Pemerintah ini  mulai berlaku, seluruh 

Perangkat Daerah yang  melaksanakan  Urusan 

Pemerintahan di bidang kesatuan  bangsa  dan politik, tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan 

pemerintahan umum diundangkan.  

(2) Anggaran… 
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(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum 

diundangkan.  

 

 

Pasal 123 
 

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya 

perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 124 
 

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk 

pertama kali,  penetapan   pedoman nomenklatur Perangkat 

Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak 

Peraturan Pemerintah ini diundangkan.  

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk 

pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan 

pengisian kepala Perangkat Daerah dan  kepala  unit kerja 

pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) 

bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.  

 

(3) Dalam… 
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(3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum 

ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur 

Perangkat Daerah dengan Perkada. 

(4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 

pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat 

yang sudah memegang  jabatan  setingkat dengan jabatan yang 

akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan 

kualifikasi dan kompetensi jabatan. 

(5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, 

Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan 

Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan  hasil  

pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

  

Pasal 125 
 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

Pasal 126 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 
 

 

Agar… 
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan Pemerintah  ini  dengan 

penempatannya dalam  Lembaran  Negara Republik Indonesia. 

 

  
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 15 Juni 2016 

  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

         
               ttd. 

 

              JOKO WIDODO 
 

 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Juni 2016 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
  

                               ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  18  TAHUN 2016 

TENTANG 

 PERANGKAT DAERAH 
 

 

 
[ 

I. UMUM 
 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat 
Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) 

berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-
masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi 

Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.  
 

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi 
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala 

Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah 
(operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf 

pendukung  (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana 
fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan 
mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada 
Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah 

melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan 
tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan 

fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan fungsi inti (operating core). 
 
 

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai 
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, 
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, 
fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 

dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. 
 

 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah 

yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. 
Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. 

Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 
diwadahi dalam dinas Daerah.  

Unsur... 
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Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus 

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada 

Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah 
yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi 
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan 

intensitas tinggi. 
 
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan 

camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada 
kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah 

dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian 
administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas 
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, 

sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan 
camat atau nama lain kepada kepala Daerah.  

 
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan 
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan 
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar.  
 

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat 
dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat 

Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan 
prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi 

manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan 
pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan 

substansi urusan pemerintahannya.  
 
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas 

wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran 
beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap 
Daerah melalui Perangkat Daerah. 
   

 
 

 
Peraturan… 
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Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) 
tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; 

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan 
sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe 

A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan 
tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan 
kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada 

perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja 
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi 
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan 

belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan 
variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% 

(delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum 
maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala 
nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). 
 

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar 
kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh 
karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas 
utama minimal tipe C. 

 

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan 

Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, 

sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma 
dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang 

pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat 

Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, 
pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja 
sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara 

optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas 

kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, 
dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah 
masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. 
 

 

 
                                                                                            II. PASAL … 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas.  

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk 

untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan 
potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat 
Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan 

suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk 
mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat 
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan 
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna 

dan berdaya guna. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah 

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah 
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada 

lebih dari satu Perangkat Daerah. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan 

jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat 
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja 
bawahan.    

Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada 

Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik 
vertikal maupun horizontal. 

Huruf h… 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah 
memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang 

diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Pasal 7 

Cukup jelas.  

Pasal 8 

Cukup jelas.  

Pasal 9 

Cukup jelas.  

Pasal 10 

Cukup jelas.  

Pasal 11 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas.  

Ayat (4)   

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi seluruh 
Perangkat Daerah. 

Ayat (5)… 
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Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

Pasal 13 

Cukup jelas.  

Pasal 14 

Cukup jelas.  

Pasal 15 

Cukup jelas.  

Pasal 16 

     Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi yang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal” 

adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman 
modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 18… 
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Pasal 18 

Ayat (1)    

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 

1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan 
urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam 

jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan 
standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan 

Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan 
tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat 

ratus)), penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan 
Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan 

Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan tersebut. 

 

Ayat (2)    

 Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan 

Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan 
perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu)  bidang, digabungkan  

dengan  dinas  tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil 
penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu)  

tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan 
dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) 

bidang. 

Ayat (7) 
Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah 
penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan 

Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang 
atau seksi pada dinas dimaksud. 

Ayat (8)    

Cukup jelas. 

Ayat (9)    

Cukup jelas. 

Ayat (10)    

Cukup jelas. 

Pasal 19… 
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Pasal 19 

Ayat (1)    

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah 

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.   
 

Ayat (2)    

Cukup jelas. 
Ayat (3)    

Cukup jelas. 
Ayat (4)    

Cukup jelas. 
 

Ayat (5)    

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 
membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit 

pelaksana teknis dinas. 
 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

Ayat (1)   
Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah 

unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 22… 
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Pasal 22 
Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub 
urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan 
pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.  
 

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya 
diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan 

bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. 

 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 
membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang 
dinas. 
 

Pasal 23 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 
 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan 
yang  menjadi  kewenangan Daerah provinsi”  adalah  satuan  kerja 
Perangkat  Daerah  yang  memberikan  pelayanan  bagi   organisasi 

Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, 
keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan 

dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Ayat (2)… 
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Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

       Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat (1)    

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja 

Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat 
terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya 
manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai 

berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam 
melaksanakan fungsi   penunjang    penyelenggaraan  Urusan 
Pemerintahan tersebut, namun  apabila  beban kerja  sangat kecil 

(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka 
penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, 

digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan 
karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki 
keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan tersebut. 
 

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)… 
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Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

digabung dengan 2 (dua) fungsi, maka tipelogi badan ditentukan 
berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi 
penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 2 

(dua) bidang, tipeloginya adalah tipe C. Apabila jumlah bidang setelah 
penggabungan 3 (tiga) bidang, tipeloginya adalah tipe B, dan apabila 

jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, 
tipeloginya adalah tipe A. 
 

Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil penggabungan” 

adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri sendiri ditambah 
dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri. 
 

Ayat (6) 
Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah 

penggabungan adalah nomenklatur badan utama, sedangkan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam 

tugas dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud. 
   

Pasal 28 

Ayat (1)   
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah 
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.   
 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 29… 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

              Cukup jelas 
 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal” 
adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman 

modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Pasal 40… 
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Pasal 40 

Ayat (1)   

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 

1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan 
urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia 
dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan 

standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan 
Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di 

bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi urusan 
tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan 

karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi 
dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan 
Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan 
perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, 

digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas 
hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 
1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut 

digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas 
tipe A dengan 5 (lima) bidang. 
 

Ayat (7) 

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah 
penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan 
Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi 

bidang atau seksi pada dinas dimaksud. 
 

Ayat (8)    

   Cukup jelas. 

Ayat (9)… 
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Ayat (9)    

   Cukup jelas. 

Ayat (10)    

   Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

Ayat (1)    

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah 

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.   
 

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

    Cukup jelas. 

Ayat (4)    

    Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 
membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit 
pelaksana teknis dinas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43  

Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit 
organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. 
 

Pasal 44  

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48… 
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Pasal 48 

Ayat (1)   

Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada 

prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah 
dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 
secara  optimal  yang  didukung  oleh  sumber daya manusia dalam 

jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan 
standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil 
(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka 

penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut 
digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan 
karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki 

keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil 
penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan” adalah 

sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. Apabila 3 (tiga) 
bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga) 

menjadi tipe A. 
 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah 
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.   

 

 

Ayat (2)… 
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Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Cukup jelas. 
 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas  

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas.         

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas.  

Pasal 61 

Cukup jelas.  

Pasal 62… 
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Pasal 62 

Cukup jelas.  

Pasal 63 

Cukup jelas.  

Pasal 64 

Cukup jelas.  

Pasal 65 

Cukup jelas.  

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas.  

Pasal 68 

Cukup jelas.  

Pasal 69 

Cukup jelas.  

Pasal 70 

Cukup jelas.  

Pasal 71 

Cukup jelas.  

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas.  

Pasal 74 

Cukup jelas.  

Pasal 75 

Cukup jelas.  

Pasal 76 

Cukup jelas.  

 

Pasal 77… 
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Pasal 77 

Cukup jelas.  

Pasal 78 

Cukup jelas.  

Pasal 79 

Cukup jelas.  

Pasal 80 

Cukup jelas.  

Pasal 81 

Cukup jelas.  

Pasal 82 

Cukup jelas.  

Pasal 83 

Cukup jelas.  

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas.  

Pasal 86 

Cukup jelas.  

Pasal 87 

Cukup jelas.  

Pasal 88 

Cukup jelas.  

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas.  

Pasal 91 

Cukup jelas.  

 

Pasal 92… 
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Pasal 92 

Cukup jelas.  

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas 

Ayat (9) 

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” 
adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang 

menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi. 
 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3)… 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” 
adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang 
menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 96 

Cukup jelas.  

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain 
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan 

kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan 
Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan 

Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan. 
 

 

                Ayat (4) …  
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Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 

Ayat (9)   

Cukup jelas. 

Ayat (10)   

Cukup jelas. 

Ayat (11)   

Cukup jelas. 
 

Pasal 99 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil 
negara. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105… 
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Pasal 105 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Yang dimaksud dengan ”Menteri menyampaikan rencana pemetaan 
kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk 
melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan” adalah Menteri 

memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah 
provinsi dan kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari 

kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem 
informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban 

kerja Perangkat Daerah.  
 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 106 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pemetaan Urusan 
Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah” adalah 

sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh 
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah 

Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan 
dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang 
antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, 

interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran 
kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku 
jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan, serta data lain 

yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan 
dan kepegawaian Perangkat Daerah. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 107… 
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Pasal 107 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau terluar 
di Daerah perbatasan” adalah kabupaten/kota yang berlokasi 
di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara.              

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 108 

Cukup jelas. 
 

Pasal 109 

Cukup jelas. 
 

Pasal 110 

Cukup jelas. 
 

Pasal 111 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)… 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan 

kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi. 

Huruf b 

Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk 
meningkatkan etos dan kinerja organisasi.  

Huruf c 

Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong 

organisasi menyediakan seluruh sumber daya dan sistem kerja 
yang efektif dan efisien. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan yang 
ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah 
hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah 
kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

sama. 
Ayat(4)… 
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Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi 
pakai” adalah  infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang 

dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk 
dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat 
Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah 

non kementerian. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas.  

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 
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    LAMPIRAN 
          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

    NOMOR 18  TAHUN 2016 
    TENTANG 

    PERANGKAT DAERAH 
 

 
PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS  

PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

I. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN 
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI 

A. VARIABEL UMUM 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah penduduk (Jiwa)  

 

10 

 

a. ≤ 2.000.000 200 20 

b. 2.000.001– 4.000.000 400 40 

c. 4.000.001– 6.000.000 600 60 

d. 6.000.001– 8.000.000 800 80 

e. >8.000.000     1.000       100 

2 

 

 

 

 

 

Luas wilayah (Km2)  

5 

 

a. ≤ 600 200 10 

b. 601– 1.200 400 20 

c. 1.201– 1.800 600 30 

d. 1.801– 2.400 800 40 

e. > 2.400     1.000 50 

3 

 

 

 

 

 

Jumlah APBD (Rp)  

5 

 

a. ≤ 2.000.000.000.000 200 10 

b. 2.000.000.000.001 – 

4.000.000.000.000 
400 20 

c. 4.000.000.000.001 –

6.000.000.000.000 
600 30 

d. 6.000.000.000.001 –

8.000.000.000.000 
800 40 

e. >8.000.000.000.000     1.000 50 
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B. VARIABEL TEKNIS   

 

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah anak usia pendidikan 

menengah 
 

 

35 

 

a. ≤ 29.000 200 70 

b. 29.001 – 125.000 400       140 

c. 125.001– 250.000 600       210 

d. 250.001–375.000 800       280 

e. >375.000    1.000       350 

2 Jumlah anak usia sekolah 

berkebutuhan khusus 
 

 

15 

 

a. ≤700 200 30 

b. 701– 1.401 400 60 

c. 1.402 – 3.400 600 90 

d. 3.401–5.400 800       120 

e. >5.400    1.000       150 

3 Jumlah kurikulum muatan lokal 

pendidikan menengah dan 

pendidikan khusus 

 

 

 

 

15 

 

a. ≤ 2 200 30 

b. 3  – 5 400 60 

c. 6 – 8 600 90 

d. 9 – 11 800       120 

e. > 11    1.000       150 

4 Jumlah satuan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus 

yang diselenggarakan oleh 

masyarakat 

 
 

 

 

 

15 

 

 

 

 a. ≤95 200 30 

 b. 96 – 191 400 60 

 c. 192 – 375 600 90 

 d. 376–500 800 120 

 e. >500   1.000 150 
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B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah penduduk (Jiwa)  

 

70 

 

a. ≤ 600.000 200 140 

b. 600.001 – 1.200.000 400 280 

c. 1.200.001 – 3.500.000 600 420 

d. 3.500.001–6.000.000 800 560 

e. >6.000.000    1.000       700 

2 Kepadatan penduduk (Jiwa/Km2)  

 

10 

 

a. > 550 200 20 

b. 401 – 550 400 40 

c. 251 – 400 600 60 

d. 51 – 250 800 80 

e. ≤ 50    1.000       100 
 

C.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Panjang drainase yang terhubung 

dengan sungai yang menjadi 

kewenangan provinsi (Km) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

a. ≤ 150 200 10 

b. 151 – 300 400 20 

c. 301 – 450 600 30 

d. 451– 600 800 40 

e. >600 1.000 50 

2 Jumlah permukiman pada kawasan 

strategis Daerah provinsi 

 

 

 

3 

 

a. ≤ 100 200 6 

b. 101 – 200 400 12 

c. 201 – 300 600 18 

d. 301 – 400 800 24 

e. > 400 1.000 30 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Panjang garis pantai pada wilayah 

sungai kewenangan provinsi yang 

berisiko abrasi terhadap sarana dan 

prasarana publik (Km) 

 

 

 

 

 

2 

 

a. ≤ 280 200 4  

b. 281 – 570 400 8 

c. 571 – 860 600 12 

d. 861 – 1.150 800 16 

e. >1.150 1.000 20 

4 Total luas daerah irigasi teknis yang 

luas masing-masing daerah 

irigasinya  antara 1.000 - 3.000 

hektar (Ha) 

 

 

 

 

 

12 

 

a. ≤ 1.300 200 24 

b. 1.301 – 2.700 400 48 

c. 2.701 – 4.100 600 72 

d. 4.101 – 5.500 800 96 

e. >5.500 1.000 120 

5 Jumlah desa rawan air yang dilayani 

dengan sumber air baku dan 

jaringannya lintas kabupaten/kota 

 

 

 

 

 

3 

 

a. ≤ 20 200 6 

b. 21 – 40 400 12 

c. 41 – 60 600 18 

d. 61 – 80 800 24 

e. >80 1.000 30 

6 Jumlah fasilitas pengelolaan air 

limbah pada sistem pengelolaan 

limbah regional (unit) 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 2 200 4  

 b. 3 – 5 400 8 

 c. 6 – 7 600 12 

 d. 8  – 10 800 16 

 e. >10 1.000 20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

7 Luas cakupan layanan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada 

sistem pengelolaan limbah regional 

(Ha) 

 

 

 

 

 

3 

 

a. ≤ 2.200 200 6 

b. 2.201 – 4.400 400 12 

c. 4.401 – 6.600 600 18 

d. 6.601 – 8.800 800 24 

e. >8.800 1.000 30 

8 Jumlah bangunan gedung yang 

ditetapkan berfungsi strategis 

Daerah provinsi (unit) 

  

 

 

 

 

3 

 

 a. ≤ 8 200 6 

 b. 9 – 16 400 12 

 c. 17 – 24 600 18 

 d. 25 – 32 800  24 

 e. >32 1.000  30 

9 Luas kawasan permukiman di 

kawasan strategis Daerah provinsi 

(Ha) 

 

 

 

 a. ≤ 700 200  

 

5 

10 

 b. 701 – 1.400 400 20 

 c. 1.401 – 2.100 600 30 

 d. 2.101 – 2.800 800  40 

 e. >2.800 1.000  50 

10 Panjang jalan yang menjadi 

kewenangan provinsi sesuai 

keputusan gubernur tentang status 

jalan (Km) 

 

 

 

 a. ≤ 500 200  

 

23 

46 

 b. 501 – 1.000 400 92 

 c. 1.001 – 1.500 600 138 

 d. 1.501 – 2.000 800  184 

 e. >2.000 1.000  230 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

11 Panjang sungai lintas kabupaten/ 

kota dalam satu provinsi (Km) 

 
 

 

 a. ≤ 9.700 200  

 

5 

10 

 b. 9.701 – 19.000 400 20 

 c. 19.001 – 29.000 600 30 

 d. 29.001 –38.000 800  40 

 e. > 38.000 1.000  50 

12 Jumlah kapasitas tampungan air 

(waduk, embung, situ, dan 

tampungan air lainnya) yang 

merupakan satu kesatuan sistem 

dengan sungai lintas 

kabupaten/kota (juta m3) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 100 200 4  

b. 101 – 200 400 8 

 c. 201 – 300 600 12 

 d. 301 – 400 800 16 

 e. >400 1.000 20 

13 Jumlah kawasan strategis provinsi 

berdasarkan RTRW provinsi 

 

 

 

5 

 

 a. ≤ 6 200 10 

 b. 7 – 12 400 20 

 c. 13 – 18 600 30 

 d. 19 – 24 800 40 

 e. >24 1.000 50 

14 Jumlah kabupaten/kota dalam 

wilayah provinsi 

 

 

 

5 

 

 a. ≤ 3 200 10 

 b. 4  – 7 400 20 

 c. 8 – 10 600 30 

 d. 11 – 14 800 40 

 e. >14 1.000 50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

15 Prosentase kesesuaian penggunaan 

lahan dengan rencana tata ruang 

berdasarkan neraca penggunaan 

tanah (persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 a. ≤ 20 200 4 

 b. 21 – 40 400 8 

 c. 41– 60 600 12 

 d. 61 –80 800 16 

 e. >80 1.000 20 

 

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 

 PERMUKIMAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah total luas kawasan 

permukiman kumuh dengan luas 10 

(sepuluh) ha sampai dengan 15 (lima 

belas) ha (satuan ha) 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40 a. ≤ 80 200 

b. 81 – 250 400 80 

c. 251 – 500 600 120 

d. 501 – 1.000 800 160 

e. > 1.000 1.000 200 

2 Luas total kawasan permukiman 

(Ha) 

 
 

 

 a. ≤50.000 200  

 

39 

78 

 b. 50.001 – 100.000 400 156 

 c. 100.001 – 500.000 600 234 

 d. 500.001 –1.000.000 800  312 

 e. >1.000.000   1.000  390 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah rata-rata sertifikasi dan 

registrasi bagi perencana 

perumahan dan permukiman 

dengan kemampuan menengah per 

tahun selama lima tahun terakhir 

(orang) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 a. ≤ 160 200 2 

 b. 161 – 330 400 4 

 c. 331 – 490 600 6 

 d. 491 – 660 800 8 

 e. >660    1.000 10 

4 Indeks risiko bencana provinsi  

 

5 

 

 a. ≤ 50 200 10 

 b. 51 –100 400 20 

 c. 101 –  150 600 30 

 d. 151 – 200 800 40 

 e. >200    1.000 50 

5 Jumlah jenis potensi bencana di 

wilayah provinsi 

 

 

 

5 

 

 a. ≤ 5 200 10 

 b. 6– 8 400 20 

 c. 9 – 11 600 30 

 d. 12 –14 800 40 

 e. >14    1.000 50 

6 Jumlah rumah yang terkena relokasi 

program Pemerintah Daerah provinsi 

berdasarkan rencana tata ruang 

(unit) 

 

 

 

 a. ≤ 450 200  

 

10 

20 

 b. 451 – 900 400 40 

 c. 901 – 1.300 600 60 

 d. 1.301 – 1.800 800  80 

 e. >1.800   1.000  100 
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E. URUSAN  PEMERINTAHAN  BIDANG  KETENTERAMAN  DAN   KETERTIBAN  

UMUM  SERTA  PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah wilayah sasaran patroli Pol 

PP provinsi 
 

 

 

 

15 

 

 

 a. ≤  100 200 30 

 b. 101 – 200 400 60 

 c. 201 – 300 600 90 

 d. 301 – 400 800 120 

 e. >400 1.000 150 

2 Jumlah aset statis Pemda provinsi 

yang menjadi penjagaan tetap Pol PP 

provinsi 

 

 

 

 

15 

 

 a. ≤ 10 200 30 

 b. 11 – 30 400 60 

 c. 31 – 50 600 90 

 d. 51 – 70 800 120 

 e. >70 1.000 150 

3 Jumlah rata-rata kegiatan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah 

bersama tamu kategori VIP/VVIP per 

tahun dalam lima tahun terakhir 

  

 

 

 

 

15 

 

 a. ≤ 10 200 30 

 b. 11–  20 400 60 

 c. 21 – 40 600 90 

 d. 41 – 60 800 120 

 e. >60 1.000 150 

4 

 

 

Jumlah seluruh Peraturan Daerah 

provinsi yang mempunyai sanksi 

baik pidana maupun administratif   

yang masih berlaku 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 10 

b. 11 – 30 

c. 31 – 60 

d. 61 – 90 

e. >90 

200 

400 

600 

800 

1.000 

30 

60 

120 

180 

240 

300 

5 Jumlah seluruh Peraturan Gubernur 

yang masih berlaku 

a. ≤ 40 

b. 41 – 80 

c. 81 – 120 

d. 121 –160 

e. >160 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

5 

 

 

10 

20 

30 

40 

50 

 
 

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Indeks risiko kebakaran provinsi  

 

30 

 

a. ≤ 50 200 60 

b. 51 – 100 400 120 

c. 101– 150 600 180 

d. 151 – 200 800 240 

e. >200 1.000  300 

2 Jumlah Rencana Induk Sistem 

Proteksi Kebakaran di kabupaten 

/kota dalam wilayah provinsi 

a. ≤ 15 

 

 

 

200 
 

 

 

30 

 

 

 

60 

b. 16 – 30 400 120 

c. 31 – 45 600 180 

d. 46 – 60 800 240 

e. >60    1.000 300 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah anggota Linmas dalam 

wilayah Provinsi (orang) 

 
 

 

a. ≤ 10.000 200  40 

b. 10.001 – 25.000 400  

20 

80 

c. 25.001 – 50.000 600 120 

d. 50.001 – 75.000 800  160 

e. > 75.000 1.000  200 

 

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) yang di 

rehabilitasi dalam panti baik milik 

Pemerintah Daerah maupun milik 

masyarakat berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum 

(Jiwa) 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

a. ≤ 5.000 200 100 

b. 5.001 –10.000 400 200 

c. 10.001 – 15.000 600 300 

d. 15.001 – 20.000 800 400 

e. >20.000 1.000 500 

2 Jumlah potensi sumber 

kesejahteraan sosial yang wilayah 

kerjanya lintas kabupaten/kota 

dalam satu provinsi 

 

 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 1.000 200 60 

 b. 1.001 – 2.000 400 120 

 c. 2.001 – 5.000 600 180 

 d. 5.001 –10.000 800 240 

 e. >10.000 1.000 300 
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G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah angkatan kerja usia 15 

tahun ke atas dalam Daerah provinsi 

(jiwa) 

 

 

 

 

40 

 

 a. ≤700.000 200 80 

 b. 700.001– 2.000.000 400 160 

 c. 2.000.001 – 5.000.000 600 240 

 d. 5.000.001 – 10.000.000 800 320 

 e. >10.000.000 1.000 400 

2 Jumlah perusahaan mikro/kecil  

20 

 

 a. ≤50.000 200 40 

 b. 50.001 – 150.000 400 80 

 c. 150.001 – 400.000 600 120 

 d. 400.001 – 600.000 800 160 

 e. >600.000 1.000 200 

3 Jumlah perusahaan menengah  

 

10 

 

 a. ≤7.500 200 20 

 b. 7.501 – 15.000 400 40 

 c. 15.001 – 50.000 600 60 

 d. 50.001 – 100.000 800 80 

 e. >100.000 1.000 100 

4 Jumlah perusahaan besar  

 

10 

 

 a. ≤ 40 200 20 

 b. 41 – 100 400 40 

 c. 101 – 150 600 60 

 d. 151 – 200 800 80 

 e. >200 1.000 100 
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H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN ANAK 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Indeks pembangunan gender 

provinsi 

 
 

 

 a. ≤ 57 200  50 

 b. 58 – 65 400  

25 

100 

 c. 66 – 70 600 150 

 d. 71– 75 800  200 

 e. >75 1.000  250 

2 Jumlah organisasi perempuan dan 

anak tingkat Daerah provinsi 

a. ≤ 14 

 

 

200  

 

20 

40 

 b. 15 – 24 

c. 25 –44 

d. 45 –64 

e. >64 

400 

600 

800 

1.000 

80 

120 

160 

200 

 

 

 

3 Jumlah lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak tingkat provinsi 

 

 

 

 

15 

 

 a. ≤ 8 200 30 

 b. 9 – 13 400 60 

 c. 14 – 25 600 90 

 d. 26 –40 800 120 

 e. >40 1.000 150 

4 Rasio perempuan korban kekerasan 

per 100.000 penduduk usia 18 tahun 

ke atas di tingkat Daerah provinsi 

 
 

 

 

 

 

10 

 

 a. ≤1 200 20 

 b. 2 – 3 400 40 

 c. 4 – 5 600 60 

 d. 6 – 7 800 80 

 e. >7 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Rasio anak yang memerlukan 

perlindungan khusus per 100.000 

anak usia 0-18 tahun di tingkat 

Daerah provinsi 

 

 

 

 

 

10 

 

 a. ≤120 200 20 

 b. 121 – 191 400 40 

 c. 192 – 262 600 60 

 d. 263 – 333 800 80 

 e. >333 1.000 100 

 

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah cadangan pangan 

pemerintah provinsi dihitung 

berdasarkan 2x jumlah cadangan 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Pangan pemerintah kabupaten/kota 

yang jumlah penduduknya terbesar 

dalam satu provinsi (ton) 

 

a. ≤ 120  200 80 

b. 121-480 400 160 

c. 481-960 600 240 

d. 961-3.600 800 320 

 e. >3.600  1.000 400 

2 Jumlah kabupaten/kota di provinsi  

 

 

10 

 

a. ≤ 9  200 20 

b. 10-15  400 40 

c. 16-22  600 60 

d. 23-29  800 80 

e. >29 1.000 100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah pelaku usaha pangan segar 

asal tumbuhan (PSAT) 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 50  200 60 

 b. 51-100  400 120 

 c. 101-150  600 180 

 d. 151-200  800 240 

 e. > 200 1.000 300 

 

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata izin lokasi lintas 

kabupaten/kota yang diterbitkan 

pertahun dalam lima tahun terakhir 

yang terdaftar 

  

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

a. ≤ 10 200 80 

b. 11 – 20 400 160 

240 c. 21 – 30 600 

d. 31 – 40 800 320 

 e. >40     1.000 400 

2 Luas lokasi rencana pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum 

berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah provinsi (Ha) 

 

 

 

 a. ≤ 1.000 200  

 

30 

60 

 b. 1.001  –5.000 400 120 

 c. 5.001 – 10.000 600 180 

 d. 10.001 – 15.000 800  240 

 e. >15.000 1.000  300 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah subjek hak ulayat yang 

terletak pada lebih dari satu 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

 
 

 

 

 

10 

 

 a. ≤ 10 200 20 

 b. 11 – 20 400 40 

 c. 21 – 30 600 60 

 d. 31 – 40 800 80 

 e. >40 1.000 100 

 

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Taman Kehati   

 

 

5 

 

 a. ≤ 2 200 10 

 b. 3 – 4 400 20 

 c. 5 – 6 600 30 

 d. 7–8 800 40 

 e. >8 1.000 50 

2 Jumlah perusahaan pengumpul dan 

pengolah Limbah B3 
 

 

15 

 

a. ≤ 10 200 30 

b. 11 – 50 400 60 

c. 51 – 100 600 90 

d. 101 –200 800 120 

e. >200 1.000 150 

3 Jumlah TPA/TPS Regional    

 a. ≤ 3 200  30 

 b. 4 – 7  400  

15 

60 

 c. 8 – 11 600 90 

 d. 12 – 15  800  120 

 e. >15 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah Dokumen Lingkungan yang 

dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) 

bagi usaha yang izinnya dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah provinsi 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 a. ≤ 10 200 50 

 b. 11 – 50 400 100 

 c. 51 – 200 600 150 

 d. 201 –350 800 200 

 e. >350 1.000 250 

5 Jumlah objek yang harus dilakukan 

pemantauan kualitas lingkungan 

sesuai ketentuan yang dampaknya 

lintas kabupaten/kota 

 

 

 

 

 

20 

 

 a. ≤ 3 200 40 

 b. 4 – 50 400 80 

 c. 51 – 75 600 120 

 d. 76 – 100 800 160 

 e. >100 1.000 200 

 

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

 PENCATATAN SIPIL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah kabupaten/kota   

 

 

40 

 

 a. ≤ 10 200 80 

 b. 11 – 20 400 160 

 c. 21 – 25 600 240 

 d. 26 – 35 800 320 

 e. >35 1.000 400 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah Perangkat Daerah/lembaga 

yang memanfaatkan database 

kependudukan dan dokumen 

kependudukan skala provinsi 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 a. ≤ 7 200 30 

 b. 8 – 14 400 60 

 c. 15 – 21 600 90 

 d. 22 –28 800 120 

 e. > 28 1.000 150 

3 Jumlah penyajian database 

kependudukan skala provinsi 

 

 

 

15 

 

 
a. ≤ 2 200 30 

 b. 3 – 5 400 60 

 c. 6 – 9 600 90 

 d. 10 – 12 800 120 

 e. > 12 1.000 150 

4 Jumlah pengelola SIAK pada 

kabupaten/kota yang terintegrasi 

dengan provinsi 

 

 

 

 

10 

 
 

 a. ≤50 200 20 

 b. 51 – 100 400 40 

 c. 101 – 150 600 60 

 d. 151  – 200  800 80 

 e. > 200 1.000 100 
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M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah desa adat dalam provinsi  

 

5 

 

 a. ≤ 90 200 10 

 b. 91 – 180 400 20 

 c. 181 – 270 600 30 

 d. 271 – 360 800 40 

 e. >360 1.000 50 

2 Jumlah kerja sama antardesa dari 

Daerah kabupaten/kota yang berbeda 

dalam satu Daerah provinsi 

 

 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 45 200 60 

 b. 46 – 90 400 120 

 c. 91 – 135 600 180 

 d. 136 – 180 800 240 

 e. >180 1.000 300 

3 Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang bergerak di bidang 

pemberdayaan Desa tingkat provinsi 

 

 

 

 

 

40 

 

 a. ≤ 60 200 80 

 b. 61 – 150 400 160 

 c. 151 – 300 600 240 

 d. 301 –450 800 320 

 e. >450 1.000 400 

4 Jumlah kesatuan masyarakat hukum 

adat yang sama, berada di lintas 

Daerah kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 25 200  10 

 b. 26  – 50 400  

5 

20 

 c. 51 – 75 600 30 

 d. 76  – 100 800  40 

 e. >100 1.000  50 
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N.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
 KELUARGA BERENCANA 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah media yang digunakan untuk 

pelaksanaan advokasi dan KIE 

pengendalian penduduk dan KB 

sesuai dengan kearifan lokal 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  30 

 b. 6 – 15 400  

15 

60 

 c. 16– 20 600 90 

 d. 21 – 25 800  120 

 e. >25 1.000  150 

2 Jumlah keluarga dalam wilayah 

provinsi 

a. ≤ 250.000 

b. 250.001– 750.000 

c. 750.001 – 8.000.000 

d. 8.000.001 – 10.000.000 

e. >10.000.000 

 

 

 

30 

 

 

60 

120 

180 

240 

300 

  

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

 

3 Jumlah organisasi masyarakat yang  

mempunyai perjanjian kerjasama 

dengan pemerintah provinsi yang 

terlibat dalam pengelolaan, 

pelayanaan dan pembinaan kesertaan 

ber-KB 

 
 

 

 

 

 

 

20 

 

a. ≤ 9 200 40 

b. 10 – 15 400 80 

c. 16 – 25 600 120 

d. 26 –40 800 160 

e. >40 1.000 200 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah organisasi kemasyarakatan 

tingkat provinsi  yang mempunyai 

perjanjian kerjasama dengan 

pemerintah provinsi dalam 

pembangunan keluarga melalui 

pembinaan dan kesejahteraan 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 a. ≤ 9 200 30 

 b. 10 – 15 400 60 

 c. 16 – 25 600 90 

 d. 26 –40 800 120 

 e. >40 1.000 150 

 

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 

O.1. PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN   

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah persetujuan dokumen hasil 

analisis dampak lalu lintas untuk 

jalan provinsi 

 

 

 

 

3 

 

a. ≤ 10 200 6 

b. 11 – 20 400 12 

c. 21 – 30 600 18 

d. 31 – 40 800 24 

e. >40 1.000 30 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah trayek pada kawasan 

perkotaan/perdesaan yang 

melampaui batas satu 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 20 200  4 

 b. 21 – 40 400  

2 

8 

 c. 41 – 60 600 12 

 d. 61 – 80 800  16 

 e. >80 1.000  20 

3 Panjang jalan provinsi (Km)    

 a. ≤ 172.000 200  10 

 b. 172.001 – 340.000 400  

5 

20 

 c. 340.001 – 510.000 600 30 

 d. 510.001 – 680.000 800  40 

 e. >680.000 1.000  50 

4 Jumlah terminal tipe B    

 a. ≤ 2 200  6 

 b. 3 – 4 400  

3 

12 

 c. 5 – 6 600 18 

 d. 7 –8 800  24 

 e. > 8 1.000  30 

5 Jumlah rata-rata per tahun dokumen 

hasil audit dan inspeksi keselamatan 

jalan pada jalan provinsi (unit) 

 

 

 

 a. ≤ 170 200  6 

 b. 171 – 340 400  

3 

12 

 c. 341 – 510 600 18 

 d. 511 – 710 800  24 

 e. >710 1.000  30 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

6 Jumlah unit angkutan umum 

orang/barang antarkota dalam 

provinsi (unit) 

 

 

 

 a. ≤ 800 200  10 

 b. 801 – 1.600 400  

5 

20 

 c. 1.601 – 2.400 600 30 

d. 2.401 – 3.200 800  40 

e. >3.200 1.000  50 

7 Jumlah badan usaha angkutan laut, 

dan angkutan penyeberangan, 

angkutan sungai dan danau yang 

beroperasi pada lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

a. ≤ 15 200 20 

b. 16 – 30 400 40 

c. 31 – 45 600 60 

d. 46 – 60 800 80 

 e. > 60 1.000  100 

8 Jumlah armada angkutan laut, dan 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan danau yang beroperasi 

pada lintas kabupaten/kota dalam 

satu provinsi 

 
 

 

 

 

 

15 

 

a. ≤ 15 200 30 

b. 16 – 30 400 60 

c. 31 – 45 600 90 

d. 46 – 60 800 120 

e. > 60 1.000 150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

9 Jumlah trayek angkutan laut, 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan danau pada lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

a. ≤ 3 200     24 

b. 4 – 6 400 48 

c. 7 – 10 600 72 

d. 11 – 15  800 96 

e. >15 1.000 120 

10 Jumlah usaha jasa terkait berupa 

bongkar muat barang, jasa 

pengurusan transportasi, angkutan 

perairan pelabuhan, penyewaan 

peralatan angkutan laut atau 

peralatan jasa terkait dengan 

angkutan laut, tally mandiri, dan depo 

peti kemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

a. ≤ 35 200 4  

b. 36 – 70 400 8 

c. 71 – 110 600 12 

d. 111 –150 800 16 

e. >150 1.000 20 

11 Jumlah pelabuhan sungai dan danau 

yang melayani trayek lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam  satu Daerah 

provinsi baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta 

 

 

 

 

 

 

10 

 

a. ≤ 2 200 20 

b. 3 – 4 400 40 

c. 5 –  6 600 60 

d. 7 – 10 800 80 

e. >10 1.000 100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

12 Jumlah pelabuhan pengumpan 

regional baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta 

 

 

 

 a. ≤ 2 200  

 

5 

10 

 b. 3  – 4 400 20 

 c. 5 – 6 600 30 

 d. 7 – 10 800  40 

 e. >10 1.000  50 

13 Jumlah rambu jalan pada jalan 

provinsi (unit) 

 
 

 

 
a. ≤ 1.700 200  

 

5 

10 

 b. 1.701 – 3.400 400 20 

 c. 3.401 – 5.100 600 30 

 d. 5.101 – 7.100 800  40 

 e. >7.100 1.000  50 

 

 
O.2. SELAIN PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

Jumlah persetujuan dokumen hasil 

analisis dampak lalu lintas untuk 

jalan provinsi 

 

 

 

a. ≤ 10 200  

 

3 

 

6 

b. 11 – 20 

c. 21 – 30  

400 

600 

12 

18 

d. 31 – 40  800 24 

e. >40 1.000  30 

2 Jumlah trayek pada kawasan 

perkotaan/perdesaan yang 

melampaui batas satu 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 20 200  6 

 b. 21 – 40 400  

3 

12 

 c. 41 – 60 600 18 

 d. 61 – 80 800  24 

 e. >80 1.000  30 

3 Panjang jalan provinsi (Km)    

 a. ≤ 172.000 200  40 

 b. 172.001 – 340.000 400  

20 

80 

 c. 340.001 – 510.000 600 120 

 d. 510.001 – 680.000 800  160 

 e. >680.000 1.000  200 

4 Jumlah terminal tipe B    

 a. ≤ 6 200  10 

 b. 7– 12 400  

5 

20 

 c. 13 – 18 600 30 

 d. 19 –24 800  40 

 e. >24 1.000  50 

5 Jumlah rata-rata pertahun dokumen 

hasil audit dan inspeksi keselamatan 

jalan pada jalan provinsi (unit) 

 

 

 

 a. ≤ 170 200  8 

 b. 171 – 340 400  

4 

16 

 c. 341 – 510 600 24 

 d. 511 – 710 800  32 

 e. >710 1.000  40 

6 Jumlah unit angkutan umum 

orang/barang antarkota dalam 

provinsi (unit) 

 

 

 

 a. ≤ 800 200  30 

 b. 801 – 1.600 400  

15 

60 

 c. 1.601 – 2.400 600 90 

 d. 2.401 – 3.200 800  120 

 e. >3.200 1.000  150 

 

 

 

 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 27 - 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

7 Jumlah badan usaha angkutan laut, 

dan angkutan penyeberangan, 

angkutan sungai dan danau yang 

beroperasi pada lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

   

 a. ≤ 15 200  4 

 b. 16 – 30 400  

2 

8 

 c. 31 – 45 600 12 

 d. 46 – 60 800  16 

 e. >60 1.000  20 

8 Jumlah armada angkutan laut, dan 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan danau yang beroperasi 

pada lintas kabupaten/kota dalam 

satu provinsi 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 15 200 4 

 b. 16 – 30 400 8 

 c. 31 – 45 600 12 

 d. 46 – 60 800 16 

 e. > 60 1.000 20 

9 

 

 

 

 

 

 

Jumlah trayek angkutan laut, 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan danau pada lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

 

 

 

 

 

 

a. ≤ 3 200 

400 

2 

4 

8 b. 4 – 6 

c. 7 – 10 600 12 

d. 11 – 15 800 16 

e. >15 1.000 20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

10 Jumlah usaha jasa terkait berupa 

bongkar muat barang, jasa 

pengurusan transportasi, angkutan 

perairan pelabuhan, penyewaan 

peralatan angkutan laut atau 

peralatan jasa terkait dengan 

angkutan laut, tally mandiri, dan depo 

peti kemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 35 200 4  

 b. 36 – 70 400 8 

 c. 71 – 110 600 12 

 d. 111 –150 800 16 

 e. >150 1.000 20 

11 Jumlah pelabuhan sungai dan danau 

yang melayani trayek lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam  satu Daerah 

provinsi baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 2 200 4 

 b. 3 – 4 400 8 

 c. 5 – 6 600 12 

 d. 7 – 10 800 16 

 e. >10 1.000 20 

12 Jumlah pelabuhan pengumpan 

regional baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta 

 

 

 

 a. ≤ 2 200  10 

 b. 3 – 4 400  

5 

20 

 c. 5 – 6 600 30 

 d. 7 – 10 800  40 

 e. >10 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

13 
Jumlah rambu jalan pada jalan 

provinsi (unit) 

 
 

 

 a. ≤ 1.700 200  30 

 b. 1.701 – 3.400 400  

15 

60 

 c. 3.401 – 5.100 600 90 

 d. 5.101 – 7.100 800  120 

 e. >7.100 1.000  150 

 

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah saluran komunikasi/media 

(koran, majalah, tabloid, televisi, 

radio, website, media sosial) milik 

Pemda 

 

 

 

 

 

18 

 

 a. ≤ 18 200 36 

 b. 19 – 51 400 72 

 c. 52 – 99 600 108 

 d. 100 –162 800 144 

 e. >162 1.000 180 

2 Jumlah saluran komunikasi/media 

(koran, majalah, tabloid, televisi, 

radio) non pemerintah yang beredar di 

lintas kabupaten/kota dalam provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 15 200  28 

 b. 16 – 45 400  

14 

56 

 c. 46 – 90 600 84 

 d. 91–150 800  112 

 e. >150 1.000  140 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah Perangkat Daerah & UPT 

pemerintah provinsi (tidak termasuk 

satuan pendidikan)  

 

 

 

 a. ≤ 50 200  46 

 b. 51 – 100 400  

23 

92 

 c. 101 – 200 600 138 

 d. 201 –300 800  184 

 e. >300 1.000  230 

4 Jumlah layanan publik dan 

kepemerintahan di tingkat 

pemerintah provinsi yang 

diselenggarakan dengan Sistem 

Electronic Government 

   

 a. ≤ 20 200  30 

 b. 21 – 30 400  

15 

60 

 c. 31 – 50 600 90 

 d. 51 –100 800  120 

 e. >100 1.000  150 

5 Jumlah aparatur sipil negara di 

lingkungan pemerintah provinsi 

 
 

 

 a. ≤ 10.000 200  20 

 b. 10.001  –15.000 400  

10 

40 

 c. 15.001 – 30.000 600 60 

 d. 30.001 –60.000 800  80 

 e. >60.000 1.000  100 
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Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 

 MENENGAH 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah usaha simpan pinjam untuk 

usaha simpan pinjam dan koperasi 

simpan pinjam dengan wilayah 

keanggotaan lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 a. ≤ 400 200 30 

 b. 401 – 700 400 60 

 c. 701 – 1.000 600 90 

 d. 1.001 – 2.000 800 120 

 e. >2.000     1.000 150 

2 Jumlah kantor cabang, cabang 

pembantu dan kantor kas untuk 

koperasi simpan pinjam dengan 

wilayah keanggotaan lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi 

 
 

 

 

 

 

 

10 

 

 a. ≤ 100 200 20 

 b. 101 – 200 400 40 

 c. 201 – 300 600 60 

 d. 301 – 400 800 80 

 e. >400     1.000 100 

3 Jumlah koperasi yang wilayah 

keanggotaannya lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam  satu Daerah 

provinsi 

   

 a. ≤ 50 200  50 

 b. 51 – 60 400  

25 

100 

 c. 61 – 90 600 150 

 d. 91 –100 800  200 

 e. > 100 1.000  250 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah pelaku usaha kecil    

a. ≤ 10.000 200  40 

b. 10.001 – 25.000 400 

20 

80 

c. 25.001 – 40.000 600 120 

d. 40.001 – 60.000 800 160 

e. > 60.000 1.000  200 

5 Jumlah perangkat organisasi koperasi 

yang wilayah keanggotaannya lintas 

Daerah kabupaten/kota dalam satu 

Daerah provinsi 

   

 a. ≤ 50 200  20 

 b. 51 – 100 400  

10 

40 

 c. 101 – 150 600 60 

 d. 151 –200 800  80 

 e. > 200 1.000  100 

 

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah dokumen perizinan dan non 

perizinan pertahun yang perizinannya 

menjadi kewenangan provinsi  

 
 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 2.000 200 60 

 b. 2.001 – 4.000 400 120 

 c. 4.001 – 6.000 600 180 

 d. 6.001 – 8.000 800 240 

 e. > 8000 1.000 300 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah perusahaan penanam modal 

yang dilakukan pemantauan, 

pembinaan, pengawasan dan fasilitasi 

penanaman modal yang perizinannya 

dikeluarkan oleh pemerintah provinsi 

  

 

 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 30 200 60 

 b. 31 – 80 400 120 

 c. 81 – 100 600 180 

 d. 101 –150 800 240 

 e. > 150 1.000 300 

3 Jumlah potensi usaha yang 

merupakan potensi investasi untuk 

dipromosikan kepada penanam modal 

(dengan potensi yang terukur) 

  

 

 

 

 

20 

 

 a. ≤ 15 200 40 

 b. 16 – 30 400 80 

 c. 31– 75 600 120 

 d. 76 – 100 800 160 

 e. >100 1.000 200 

 

S.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah pemuda kader, pemuda 

pelopor, dan pemuda wirausaha 

dalam tingkat provinsi 

 

 

 

 

a. ≤ 2.000 200  60 

 b. 2.001 – 4.000 400  

30 

120 

 c. 4.001 – 6.000 600 180 

 d. 6.001 – 8.000 800  240 

 e. > 8.000 1.000  300 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah organisasi kepemudaan, 

kepramukaan, dan olah raga tingkat 

provinsi  

 

 

 

 

 a. ≤ 75 200  50 

 b. 76 – 125 400  

25 

100 

 c. 126– 150 600 150 

 d. 151 – 270 800  200 

 e. >270 1.000  250 

3 Jumlah kejuaraan/kompetisi olah 

raga pelajar dan olah raga tetap 

tingkat provinsi  

 

 

 

 a. ≤ 45 200  34 

 b. 46 – 75 400  

17 

68 

 c. 76 – 120 600 102 

 d. 121– 155 800  136 

 e. >155 1.000  170 

4 Jumlah kejuaraan/kompetisi  olah 

raga tetap nasional yang diikuti 

 
 

 

 a. ≤ 13 200  16  

 b. 14 – 26 400  

8 

32 

 c. 27– 39 600 48 

 d. 40 – 52 800  64 

 e. >52 1.000  80 

 

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah survey bidang sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan HAM 

yang mendapatkan rekomendasi BPS 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 10 200  90 

 b. 11 – 20 400 

45 

180 

 c. 21– 30 600 270 

 d. 31 – 35 800 360 

 e. > 35 1.000  450 

2 Jumlah kompilasi produk 

administrasi bidang sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan HAM yang 

mendapatkan rekomendasi BPS 

 

 

 

 a. ≤ 10 200  70 

 b. 11 – 20 400  

35 

140 

 c. 21– 30 600 210 

 d. 31 – 40 800  280 

 e. > 40 1.000  350 

 

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jenis informasi di tingkat 

Provinsi yang wajib diamankan 

dengan persandian sesuai peraturan 

perundang-undangan 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  32 

 b. 6 – 10 400  

16 

64 

 c. 11 – 15 600 96 

 d. 16 – 20 800  128 

 e. >20 1.000  160 

2 Jumlah konten informasi dari setiap 

jenis informasi yang wajib diamankan 

dengan persandian 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 250 200  32 

 b. 251 – 500 400  

16 

64 

 c. 501 – 1.000 600 96 

 d. 1.001 – 1.500 800  128 

 e. >1.500 1.000  160 

3 Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/ 

vital/penting di tingkat provinsi yang 

harus diamankan 

 

 

 

 a. ≤ 200 200  32 

 b. 201 – 300 400  

16 

64 

 c. 301 – 600 600 96 

 d. 601 – 900 800  128 

 e. >900 1.000  160 

4 Jumlah rata-rata kegiatan penting 

yang membutuhkan dukungan 

pengamanan informasi per bulan di 

tingkat provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 100 200  32 

 b. 101 – 200 400  

16 

64 

 c. 201 – 400 600 96 

 d. 401– 500 800  128 

 e. >500 1.000  160 

5 Jumlah Perangkat Daerah di tingkat 

provinsi yang menggunakan 

persandian untuk mengamankan 

setiap jenis informasi yang wajib 

diamankan 

 

 

 

 a. ≤ 50 200  32 

 b. 51 – 55 400  

16 

64 

 c. 56 – 60 600 96 

 d. 61 –65 800  128 

 e. >65 1.000  160 
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V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah tradisi dalam provinsi 

a. ≤ 25 

b. 26 – 50 

c. 51 – 75 

d. 76 – 100 

e. >100 

 

200 

400 

600 

800 

    1.000 

 

50 

 

100 

200 

300 

400 

500 

 

 

 

 

 

2 Jumlah museum yang dikelola 

pemerintah provinsi 

 
 

 

 

 a. ≤ 5 200  20 

 b. 6– 10 400  

10 

40 

 c. 11 – 15 600 60 

 d. 16 – 20 800  80 

 e. >20 1.000  100 

3 Jumlah komunitas adat dalam satu 

provinsi 

 
 

 

 a. ≤ 25 200  40 

 b. 26 – 50 400  

20 

80 

 c. 51 – 75 600 120 

 d. 76 – 100 800  160 

 e. >100 1.000  200 

 

W.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata Pemustaka per 

bulan yang berkunjung ke 

perpustakaan milik provinsi dalam 

satu tahun terakhir 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 7.000 200  60 

 b. 7.001 – 15.000 400  

30 

120 

 c. 15.001 – 50.000 600 180 

 d. 50.001 – 100.000 800  240 

 e. >100.000 1.000  300 

2 Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki 

oleh perpustakaan milik provinsi 

termasuk satuan pendidikan 

menengah yang dimiliki provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. ≤ 15.000 200  50 

 b. 15.001 – 50.000 400  

25 

100 

 c. 50.001 – 150.000 600 150 

 d. 150.001 – 200.000 800  200 

 e. >200.000 1.000  250 

3 Jumlah perpustakaan yang 

pembinaannya menjadi kewenangan 

provinsi (Perpustakaan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan 

Perpustakaan Khusus) 

 

 

 

 a. ≤ 800 200 

 

20 

40 

 b. 801 – 1.600 400 80 

 c. 1.601 – 2.400 600 120 

 d. 2.401 – 3.200 800 160 

 e. >3.200 1.000  200 

4 Jumlah penerimaan Karya Cetak dan 

Karya Rekam (KCKR) yang diterima 

oleh perpustakaan milik provinsi 

(judul/tahun) 

 

 

 

 a. ≤ 1.000 200  4  

 b. 1.001 – 2.000 400  

2 

8 

 c. 2.001 – 3.000 600 12 

 d. 3.001 – 4.000 800  16 

 e. >4.000 1.000  20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Jumlah promosi gemar membaca 

(dalam satu tahun) yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 50 200  6 

 b. 51 – 100 400  

3 

12 

 c. 101 – 150 600 18 

 d. 151 – 200 800  24 

 e. > 200 1.000  30 

 
 

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah provinsi 

dan BUMD provinsi yang dibina 

dalam pengelolaan arsip dinamis 

dalam rangka akuntabilitas publik 

 

 

 

 a. ≤ 60 200  60 

 b. 61 – 80 400  

30 

120 

 c. 81 – 100 600 180 

 d. 101 – 120 800  240 

 e. >120 1.000  300 

2 Jumlah perusahaan swasta dan 

organisasi kemasyarakatan yang 

dibina dalam pengelolaan arsip 

dinamis dalam rangka akuntabilitas 

publik 

 

 

 

 a. ≤ 100 200  20 

 b. 101 – 200 400  

10 

40 

 c. 201 – 300 600 60 

 d. 301 – 400 800  80 

 e. > 400 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah arsip yang harus dikelola per 

tahun berdasarkan jumlah Perangkat 

Daerah dan BUMD (satuan boks) 

 

 

 

 a.  ≤ 500 200  80 

 b.  501 – 750 400 
40 

160 

 c.  751– 1.000 600 240 

 d.  1.001 –1.250 800  320 

 e.  > 1.250 1.000  400 

 

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1. Jumlah unit usaha pengolahan 

produk kelautan dan perikanan (UPI 

dan UPPN) yang terdaftar 

 

 

 

 a. ≤ 1.000 200  20 

 b. 1.001– 2.000 400 10 40 

 c. 2.001 –3.000 600  60 

 d. 3.001 – 4.000 800  80 

 e. >4.000 1.000  100 

2. Jumlah SIUP pembudidaya ikan yang 

usahanya lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi 

   

 

 

 

 a. ≤ 10 200  10 

 b. 11– 20 400  

5 

20 

 c. 21 – 30 600 30 

 d. 31 – 40 800  40 

 e. >40 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3. Jumlah pelabuhan perikanan 

berdasarkan rencana induk 

pembangunan yang sudah ditetapkan 

oleh menteri (unit) 

 

 

 

 a. ≤5 200  30 

 b. 6 – 10 400  

15 

60 

 c. 11 – 15 600 90 

 d. 16 – 20 800  120 

 e. >20 1.000  150 

4. Luas perairan laut sampai dengan 12 

mil (Km2) 

   

 a. ≤ 5.000 200  40 

 b. 5.001 – 20.000 400  

20 

80 

 c. 20.001 – 40.000 600 120 

 d. 40.001 –60.000 800  160 

 e. > 60.000 1.000  200 

5. Luas kawasan konservasi perairan 

dalam wilayah 12 mil laut (Ha) 

 
 

 

 a. ≤ 100 200  8 

 b. 101 – 1.000 400  16 

 c. 1.001 – 5.000 600 4 24 

 d. 5.001 – 10.000 800  32 

 e. >10.000 1.000  40 

6 Jumlah unit sarana pemberdayaan 

masyarakat pesisir dan pulau-pulau 

kecil (kedai pesisir, solar packed 

dealer untuk nelayan, lembaga 

keuangan mikro bidang kelautan dan 

perikanan, dll) (unit) 

 

 

 

 a. ≤ 15 200  6 

 b. 16 – 30 400  

3 

12 

 c. 31 – 45 600 18 

 d. 46 – 60 800  24 

 e. > 60 1.000  30 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

7 Jumlah izin usaha perikanan tangkap 

untuk kapal perikanan berukuran di 

atas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP, 

SIPI/SIKPI) 

 

 

 

 a. ≤ 100 200  

 

5 

10 

 b. 101 – 200 400 20 

 c. 201 – 300 600 30 

 d. 301 – 400 800  40 

 e. >400 1.000  50 

8 Jumlah unit usaha pemasaran 

produk kelautan dan perikanan yang 

terdaftar 

 

 

 

 a. ≤ 1.000 200  10 

 b. 1.001 – 3.000 400  

5 

20 

 c. 3.001 – 6.000 600 30 

 d. 6.001 – 9.000 800  40 

 e. >9.000 1.000  50 

9 Jumlah jenis ikan yang memiliki 

habitat kritis (terancam punah, 

endemik, langka, sebaran terbatas) 

(jenis) 

 

 

 

 a. ≤ 3 200  6 

 b. 4 – 5 400  

3 

12 

 c. 6 – 8 600 18 

 d. 9 – 12 800  24 

 e. > 12 1.000  30 

10 Jumlah pulau-pulau kecil    

 a. ≤ 100 200  20 

 b. 101 – 500 400  

10 

40 

 c. 501 – 1.000 600 60 

 d. 1.001 – 2.000 800  80 

 e. >2.000 1.000  100 
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Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah usaha pariwisata yang 

usahanya lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi yang memiliki TDUP (Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. ≤ 150 200  40 

 b. 151 – 300 400  

20 

80 

 c. 301 – 500 600 120 

 d. 501 – 600 800  160 

 e. > 600 1.000  200 

2 Jumlah insan/ pengusaha/ 

komunitas yang menghasilkan produk 

kreatif yang memiliki sertifikat HKI 

atau bukti pernah dipertunjukan 

pertama kalinya dari seluruh 

kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 50 200  10 

 b. 51 – 100 400  

5 

20 

 c. 101 – 150 600 30 

 d. 151 – 200 800  40 

 e. >200 1.000  50 

3 Jumlah jenis produk ekonomi kreatif 

yang memiliki sertifikat HKI atau 

bukti pernah dipertunjukan pertama 

kalinya dari seluruh kabupaten/kota 

dalam satu Daerah provinsi dan 

memiliki nilai ekonomi 

 

 

 

 a. ≤ 3 200  10 

 b. 4 – 6 400  

5 

20 

 c. 7– 10 600 30 

 d. 11 –15 800  40 

 e. >15 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah daya tarik wisata, kawasan,  

dan destinasi pariwisata yang 

ditetapkan oleh menteri yang 

membidangi pariwisata sebagai 

kewenangan pemerintah provinsi atau 

ditetapkan gubernur sebagai daya 

tarik, destinasi, atau kawasan 

pariwisata 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  100 

 b. 6 – 10 400  

50 

200 

 c. 11 –15 600 300 

 d. 16 – 20 800  400 

 e. >20 1.000  500 

 

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jenis pupuk yang beredar 

(jenis) 

 
 

 

 a. ≤ 5 200  10 

 b. 6-7 400  20 

 c. 8-9 600 5 30 

 d. 10-11 800  40 

 e. >11 1.000  50 

2 Jumlah jenis alsintan yang beredar 

(jenis) 
  

 

 a. ≤ 4 200  10 

 b. 5-8 400  20 

 c. 9-12 600 5 30 

 d. 13-16 800  40 

 e. >16 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah jenis benih tanaman 

(tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan) yang beredar (jenis) 

 
 

 
 

 a. ≤ 4 200  16 

 b. 5-10 400  32 

 c. 11-20 600 8 48 

 d. 21-50 800  64 

 e. >50 1.000  80 

4 Jumlah rumpun/galur ternak dan 

wilayah/calon wilayah sumber bibit 

dalam satu Daerah provinsi 

(rumpun/galur dan lokasi) 

  

 

 a. ≤ 4  200  8 

 b. 5-8 400  16 

 c. 9-12 600 4 24 

 d. 13-16 800  32 

 e. >16 1.000  40 

5 Jumlah unit usaha  benih/bibit 

ternak, pakan, hijauan pakan ternak 

dan obat hewan (unit usaha)   

  

 

a. ≤ 20 200  12 

b. 21-50 400  

6 

24 

c. 51-100 600 36 

d. 101-200 800  48 

e. >200 1.000  60 

6 Jumlah jenis obat hewan yang beredar 

dalam satu Daerah provinsi (jenis) 
  

 

 a. ≤ 10  200  8 

 b. 11-16  400  16 

 c. 17-22  600 4 24 

 d. 23-28  800  32 

 e. >28  1.000  40 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

7 Luas areal tanam hijauan pakan 

ternak lintas Daerah kabupaten/kota 

dalam satu provinsi (Ha) 

  

 

 a. ≤100  200  12 

 b. 101-150  400  24 

 c. 151-200  600 6 36 

 d. 201-250  800  48 

 e. >250  1.000  60 

8 Luas lahan pertanian (tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, 

dan peternakan) yang dialiri air irigasi 

yang menjadi kewenangan provinsi  

(Ha) 

  

 

 a. ≤50.000 200  16 

 b. 51.000– 100.000  400  32 

 c. 100.001 – 200.000  600 8 48 

 d. 200.001 – 500.000  800  64 

 e. >500.000  1.000  80 

9 Populasi hewan (ternak, aneka ternak, 

hewan kesayangan) (ekor) 
  

 

 a. ≤1.500.000  200  16 

 b. 1.500.001-3.000.000  400  32 

 c. 3.000.001- 4.000.000  600 8 48 

 d. 4.000.001-5.000.000  800  64 

 e. >5.000.000  1.000  80 

10 Jumlah keterangan kesehatan hewan 

dan produk hewan, rekomendasi 

pemasukan, pengeluaran hewan dan 

produk hewan lintas Daerah provinsi 

(surat keterangan) 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 400  200  10 

 b. 401-600  400  20 

 c. 601-800  600 5 30 

 d. 801-1.000  800  40 

 e. >1.000  1.000  50 

11 Unit usaha hewan dan produk hewan 

(unit usaha) 
  

 

 a. ≤ 50  200  8 

 b. 51-75 400  16 

 c. 76-100 600 4 24 

 d. 101-125 800  32 

 e. >125 1.000  40 

12 Luas lahan pertanian rakyat (tanaman 

pangan, hortikultura, dan 

perkebunan) (Ha) 

  

 

 a. ≤ 150.000 200  16 

 b. 151.001-200.000 400  32 

 c. 200.001-250.000 600 8 48 

 d. 250.001-300.000 800  64 

 e. >300.000 1.000  80 

13 Jumlah penyakit hewan menular pada 

lebih satu kabupaten/kota dalam satu 

provinsi (jenis penyakit) 

  

 

 a. ≤ 2 200  6 

 b. 3-4  400  12 

 c. 5-6  600 3 18 

 d. 7-8  800  24 

 e. >8  1.000  30 

14 Jumlah izin usaha pertanian 

(tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan)  dalam 5 (lima) tahun 

terakhir dalam satu Daerah provinsi 

(unit usaha)   
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 70 200  12 

 b. 71-80 400  24 

 c. 81-90 600 6 36 

 d. 91-100 800  48 

 e. >100 1.000  60 

 

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 
Luas kawasan hutan Produksi dan 

Hutan Lindung (Ha) 

 
 

 

 a. ≤  600.000 200  60 

 b. 600.001 – 1.200.000 400  

30 

120 

 c. 1.200.001 –  1.800.000 600 180 

 d. 1.800.001 – 2.400.000 800  240 

 e. >2.400.000 1.000  300 

2 Luas lahan kritis (Ha)    

 a. ≤ 125.000 200  30 

 b. 125.001 – 250.000 400  

15 

60 

 c. 250.001 – 375.000 600 90 

 d. 375.001 - 500.000 800  120 

 e. > 500.000 1.000  150 

3 Jumlah Kesatuan Wilayah 

Pengelolaan Hutan (unit) 

 
 

 

 a. ≤ 3 200  30 

 b. 4 – 7 400  

15 

60 

 c. 8 – 11 600 90 

 d. 12 – 15 800  120 

 e. >15 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah kelompok masyarakat/tani 

hutan yang dibina dan diberdayakan 

(LMDH, Gapoktan, Koperasi, dll) 

 

 

 

 a. ≤ 30 200  40 

 b. 31 – 60 400  

20 

80 

 c. 61 – 90 600 120 

 d. 91 – 120 800  160 

 e. >120 1.000  200 

 

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA 
 MINERAL 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Total luas cekungan air tanah (Ha)    

 a. ≤ 200 200  18 

 b. 201 – 400 400  

9 

36 

 c. 401 – 600 600 54 

 d. 601 – 800 800  72 

 e. > 800 1.000  90 

2 Jumlah izin pemanfaatan air tanah    

 a. ≤ 200 200  18 

 b. 201 – 400 400  

9 

36 

 c. 401 – 500 600 54 

 d. 501– 700 800  72 

 e. >700 1.000  90 

3 Prosentase luas wilayah izin usaha 

pertambangan total dibandingkan 

luas wilayah administrasi Daerah 

(persen) 

   

 a. ≤ 5,00 200  16 

 b. 5,01– 10,00 400  

8 

32 

 c. 10,01 – 15,00 600 48 

 d. 15,01– 20,00 800  64 

 e. >20,00 1.000  80 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah izin usaha pertambangan 

mineral logam dan batubara 

 
 

 

 a. ≤ 20 200  14 

 b. 21 – 40 400  

7 

28 

 c. 41 – 50 600 42 

 d. 51 – 70 800  56 

 e. > 70 1.000  70 

5 Jumlah izin usaha pertambangan 

mineral bukan logam dan batuan 

dalam rangka penanaman modal 

dalam negeri 

   

 a. ≤ 40 200  14 

 b. 41 – 80 400  

7 

28 

 c. 81 – 100 600 42 

 d. 101 – 150 800  56 

 e. >150 1.000  70 

6 Jumlah izin pertambangan rakyat 

untuk komoditas mineral logam, 

batubara, mineral bukan logam dan 

batuan dalam wilayah pertambangan 

rakyat 

  

 

 

 

 

 

 a. ≤ 15 200  14 

 b. 16 – 35 400  

7 

28 

 c. 36 – 50 600 42 

 d. 51 – 70 800  56 

 e. >70 1.000  70 

7 Jumlah izin usaha pertambangan 

operasi produksi khusus untuk 

pengolahan dan pemurnian dalam 

rangka penanaman modal dalam 

negeri yang komoditas tambangnya 

berasal dari satu Daerah provinsi yang 

sama 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 10 200  

 

7 

14 

 b. 11 – 20 400 28 

 c. 21 – 25 600 42 

 d. 26 – 35 800  56 

 e. >35 1.000  70 

8 Jumlah izin usaha jasa pertambangan 

dan surat keterangan terdaftar dalam 

rangka penanaman modal dalam 

negeri yang kegiatan usahanya dalam 

satu Daerah provinsi 

   

 a.  ≤ 20 200  

 

7 

14 

 b. 21 – 35 400 28 

 c. 36 – 50 600 42 

 d. 51 – 70 800  56 

 e. >70 1.000  70 

9 Jumlah izin pemanfaatan langsung 

panas bumi lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam satu provinsi 

yang diterbitkan 

   

 a. ≤ 5 200  

 

7 

14 

 b. 6 – 10 400 28 

 c. 11 – 15 600 42 

 d. 16 – 20 800  56 

 e. >20 1.000  70 

10 Jumlah desa belum teraliri listrik    

 a. ≤ 50 200  12 

 b. 51 – 100 400  

6 

24 

 c. 101 – 200 600 36 

 d. 201 – 300 800  48 

 e. >300 1.000  60 

     

     

     

 

 
   

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 52 - 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

11 Jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin 

usaha jasa penunjang tenaga listrik 

bagi badan usaha dalam 

negeri/mayoritas sahamnya dimiliki 

oleh penanam modal dalam negeri 

   

 a. ≤ 15 200  12 

 b. 16 – 20 400  

6 

24 

 c. 21 – 30 600 36 

 d. 31 – 40 800  48 

 e. >40 1.000  60 

 

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah distributor dan pengecer 

pupuk bersubsidi 

 
 

 

 a. ≤ 50 200  12 

 b. 51 – 100 400  

6 

24 

 c. 101 – 149 600 36 

 d. 150 – 199 800  48 

 e. >199 1.000  60 

2 Jumlah komoditi ekspor berdasarkan 

HS 2 Digit yang berasal dari 2 atau 

lebih Daerah kabupaten/kota dalam 

satu provinsi 

 

 

 

 a. ≤ 20 200  

 

10 

20 

 b. 21 – 40 400 40 

 c. 41 – 60 600 60 

 d. 61 – 80 800  80 

 e. > 80 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah importir terdaftar yang 

memiliki API 

 
 

 

 a. ≤ 50 200  10 

 b. 51 – 100 400  

5 

20 

 c. 101– 150 600 30 

 d. 151 – 200 800  40 

 e. > 200 1.000  50 

4 Jumlah jenis barang ber-SNI yang 

diawasi 
   

 a. ≤ 50 200  30 

 b. 51 – 100 400  

15 

60 

 c. 101–150 600 90 

 d. 151 – 200 800  120 

 e. >200 1.000  150 

5 Jumlah pasar tipe A yang menjadi 

lokasi pemantauan harga 
   

 a. ≤ 50       200 

5 

10 

 b. 51 – 100 400 20 

c. 101 – 200 600 30 

d. 201 –250 800 40 

e. > 250     1.000 50 

6 Jumlah eksportir    

 a. ≤ 200 200  10 

 b. 201 – 250 400  

5 

20 

 c. 251 – 400 600 30 

 d. 401 – 500 800  40 

 e. > 500 1.000  50 

7 Jumlah rata-rata per tahun sengketa 

konsumen dalam lima tahun terakhir 
   

 a. ≤ 5.700.000 200  20 

 b. 5.700.001 – 11.500.000 400  

10 

40 

 c. 11.500.001– 17.000.000 600 60 

 d. 17.000.001 – 23.000.000 800  80 

 e. > 23.000.000 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

8 Jumlah pelaku usaha toko bebas bea 

dan distributor minuman beralkohol 

yang beroperasi di wilayah provinsi 

   

 a. ≤ 4 200  8 

 b. 5– 8 400  

4 

16 

 c. 9 – 12 600 24 

 d. 13 – 16 800  32 

 e. >16 1.000  40 

9 Jumlah pengecer terdaftar dan 

distributor bahan berbahaya 
   

 a. ≤ 4 200  10 

 b. 5– 10 400  

5 

20 

 c. 11– 15 600 30 

 d. 16 – 20 800  40 

 e. >20 1.000  50 

10 Jumlah pasar (pasar tradisional dan 

pusat perbelanjaan) yang ada di 

wilayah provinsi sebagai titik 

pelayanan perlindungan konsumen 

   

 a. ≤ 50 200  

 

15 

30 

 b. 51 – 150 400 60 

 c. 151 – 500 600 90 

 d. 501 – 1.000 800  120 

 e. >1.000 1.000  150 
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EE.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah perusahaan industri besar    

 a. ≤ 15 200  100 

 b. 16 – 30 400  

50 

200 

 c. 31 – 60 600 300 

 d. 61 – 100 800  400 

 e. >100 1.000  500 

2 
Jumlah unit produksi dari industri 

besar 
   

 a. ≤ 50 200  60 

 b. 51 – 100 400  

30 

120 

 c. 101 – 200 600 180 

 d. 201 – 400 800  240 

 e. >400 1.000  300 

 

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Luasan pencadangan tanah yang 

sudah ditetapkan untuk kawasan 

transmigrasi yang lokasinya terletak 

di dua kabupaten atau lebih 

berdasarkan RKT (Ha) 

 

 

 

 

 a. ≤ 1.000 200  20 

 b. 1.001 – 5.000 400  

10 

40 

 c. 5.001 – 10.000 600 60 

 d. 10.001 –50.000 800  80 

 e. >50.000 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Luasan pencadangan kawasan dalam 

RKT lintas Daerah kabupaten/kota 

dalam satu Daerah provinsi, tidak 

termasuk kawasan transmigrasi yang 

sudah dibangun (RKT yang belum 

dimanfaatkan) (Ha)  

  

 

 a. ≤1.000 200  40 

 b. 1.001- 5.000 400  

20 

80 

 c. 5.001 –10.000 600 120 

 d. 10.001 – 50.000 800  160 

 e. >50.000 1.000  200 

3 Jumlah kepala keluarga masyarakat 

transmigrasi (transmigran dan 

masyarakat sekitar) yang ditata 

berasal dari lintas Daerah 

kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi berdasarkan RKT (KK) 

 

 

 

 

 a. ≤ 500 200  80 

 b. 501 – 5.000 400  

40 

160 

 c. 5.001 – 10.000 600 240 

 d. 10.001 – 20.000 800  320 

 e. >20.000 1.000  400 

4 Jumlah kepala keluarga masyarakat 

transmigrasi (transmigran dan 

masyarakat sekitar) di satuan 

pemukiman (SP Baru, SP Pugar, dan 

SP Tempatan) pada tahap 

pemantapan (KK) 

   

 a. ≤ 500 200  20 

 b. 501 – 1.000 400  

10 

40 

 c. 1.001 – 5.000 600 60 

 d. 5.001 –10.000 800  80 

 e. >10.000 1.000  100 
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II.  INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN 
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN/KOTA 
 

A. FAKTOR UMUM 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk  (Jiwa)    

a. ≤ 100.000 200  20 

b. 100.001 – 200.000 400  40 

c. 200.001 – 500.000 600 10 60 

d. 500.001 –1.000.000 800  80 

e. > 1.000.000 1.000  100 

2 

 

 

 

 

 

Luas wilayah (Km2)    

a. ≤ 150 200  10 

b. 151 – 300 400  20 

c. 301 – 450 600 5 30 

d. 451 –600 800  40 

e. > 600 1.000  50 

3 Jumlah APBD (Rp)    

 

 

 

 

a. ≤ 250.000.000.000 200  10 

b. 250.000.000.001 – 

500.000.000.000 
400  

20 

c. 500.000.000.001 – 

750.000.000.000 
600 5 

30 

d. 750.000.000.001 – 

1.000.000.000.000 

800 

 
 

40 

e. >1.000.000.000.000 1.000  50 
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B.  FAKTOR TEKNIS   
 

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah satuan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan dasar yang 

diselenggarakan oleh masyarakat 

 

 
 

 

 

 a. ≤ 95 200  40 

 b. 96  – 191 400  80 

 c. 192 – 287 600 20 120 

 d. 288 – 383 800  160 

 e. >383 1.000  200 

2. Jumlah anak usia pendidikan dini 

dan pendidikan dasar 
   

 a. ≤ 10.000 200  90 

 b. 10.001 – 25.001 400  180 

 c. 25.002 – 87.002 600 45 270 

 d. 87.003 – 116.003 800  360 

 e. >116.003 1.000  450 

3. Jumlah kurikulum muatan lokal 

pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan dasar 

   

 a. ≤ 2 200  30 

 b. 3 – 5 400  60 

 c. 6 – 8 600 15 90 

 d. 9 – 11 800  120 

 e. >11 1.000  150 
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B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah penduduk     

 a. ≤ 25.000 200  140 

 b. 25.001– 50.000 400  280 

 c. 50.001 – 250.000 600 70 420 

 d. 250.001 – 1.500.000 800  560 

 e. > 1.500.000 1.000  700 

2 Jumlah kepadatan penduduk     

 a. > 550 200  20 

 b. 401 – 550 400  40 

 c. 251 – 400 600 10 60 

 d. 51 – 250 800  80 

 e. ≤ 50 1.000  100 

 

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah bangunan gedung yang ada di 

wilayah kabupaten/kota 

 
 

 

 a. ≤ 10.000 200  4 

 b. 10.001 – 20.000 400  

2 

8 

 c. 20.001 – 30.000 600 12 

 d. 30.001 – 40.000 800  16 

 e. >40.000 1.000  20 

2 Panjang sungai dalam satu 

kabupaten/kota (Km) 

 
 

 

 a. ≤ 50 200  12 

 b. 51 – 100 400  24 

 c. 101  – 150 600 6 36 

 d. 151  – 200 800  48 

 e. > 200 1.000  60 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah kapasitas tampungan air 

(waduk, embung, situ, dan 

tampungan air lainnya) yang dikelola 

kabupaten/kota (ribu m3) 

 

 

 

 a. ≤ 180 200  4 

 b. 181 – 370 400  8 

 c. 371 – 560 600 2 12 

 d. 561 – 740 800  16 

 e. >740 1.000  20 

4 Panjang garis pantai pada wilayah 

sungai kewenangan kabupaten/kota 

yang berisiko abrasi terhadap sarana 

dan prasarana publik (Km) 

 

 

 

 a. ≤ 270 200  6 

 b. 271 – 550 400  12 

 c. 551 – 830 600 3 18 

 d. 831 –  1.100 800  24 

 e. >1.100 1.000  30 

5 Total luas daerah irigasi teknis yang 

luas masing-masing daerah irigasinya 

kurang dari 1000 hektar (Ha) 

 

 

 

 a. ≤ 2.000 200  4 

 b. 2.001 – 4.000 400  8 

 c. 4.001 – 6.000 600 2 12 

 d. 6.001 –8.000 800  16 

 e. > 8.000 1.000  20 

6 Jumlah desa/kelurahan yang rawan 

air 

 
 

 

 a. ≤ 150 200  10 

 b. 151 – 300 400  20 

 c. 301– 450 600 5 30 

 d. 451 –600 800  40 

 e. >600 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

7 Jumlah fasilitas pengelolaan air 

limbah    

 a. ≤ 100 200  4  

 b. 101 – 200 400  8 

 c. 201 – 300 600 2 12 

 d. 301 – 400 800  16 

 e. >  400 1.000  20 

8 Luas cakupan layanan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 

terpusat dan setempat (Ha) 
   

 a. ≤ 1.000 200  6 

 b. 1.001 – 2.000 400  12 

 c. 2.001 – 3.000 600 3 18 

 d. 3.001 – 4.000 800  24 

 e. > 4.000 1.000  30 

9 Panjang drainase yang terhubung 

dengan sungai yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota (Km) 
   

 a. ≤ 120 200  6 

 b. 121 – 240 400  12 

 c. 241 –  360 600 3 18 

 d. 361 – 480 800  24 

 e. > 480   1.000  30 

10 Jumlah luas kawasan permukiman 

(Ha)    

 a. ≤ 16.000 200  4  

 b. 16.001– 32.000 400  8 

 c. 32.001 – 48.000 600 2 12 

 d. 48.001 – 64.000 800  16 

 e. > 64.000 1.000  20 

11 Panjang jalan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota 

berdasarkan keputusan bupati/ 

walikota tentang fungsi dan status 

jalan (Km) 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 

 a. ≤ 200 200  60 

 b. 201 – 400 400  120 

 c. 401 – 600 600 30 180 

 d. 601 – 800 800  240 

 e. > 800 1.000  300 

12 Jumlah rata-rata izin usaha jasa 

konstruksi pertahun dalam lima 

tahun terakhir 
   

 a. ≤ 590 200  4  

 b. 591 – 1.100 400  8 

 c. 1.101 – 1.700 600 2 12 

 d. 1.701 – 2.300 800  16 

 e. > 2.300 1.000  20 

13 Rata-rata pengajuan IMB pertahun 

dalam lima tahun terakhir    

 a. ≤ 5.000 200  6 

 b. 5.001 – 10.000 400  12 

 c. 10.001 – 15.000 600 3 18 

 d. 15.001 – 20.000 800  24 

 e. > 20.000 1.000  30 

14 Luas ruang terbuka hijau yang 

ditetapkan dalam RTRW yang harus 

disediakan oleh pemerintah 

kabupaten/kota (Ha) 

 

 

 

 

200 

400 

600 

800 

1.000 

 

 

 

 

 

6 

12 

18 

24 

30 

 a. ≤ 900 

b. 901 – 1.800 

c. 1.801 – 2.700 

d. 2.701 –3.600 

e. > 3.600 

 

  

 3 

  

  

15 Jumlah kawasan strategis dan 

kawasan perkotaan dalam RTRW 

kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT  

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 2 200  4  

 b. 3 – 4 400  8 

 c. 5 – 6 600 2 12 

 d. 7 – 8 800  16 

 e. > 8 1.000  20 

16 Luas lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dalam wilayah 

kabupaten/kota (Ha) 

   

 a. ≤ 1.000 200  6 

 b. 1.001 – 2.000 400  12 

 c. 2.001 – 3.000 600 3 18 

 d. 3.001 – 4.000 800  24 

 e. >4.000 1.000  30 

17 Prosentase kesesuaian penggunaan 

lahan dengan rencana tata ruang 

berdasarkan neraca penggunaan 

tanah (persen) 

   

 a. ≤ 20 200  6 

 b. 21 – 40 400  12 

 c. 41 – 60 600 3 18 

 d. 61 – 80 800  24 

 e. > 80 1.000  30 

18 Luas kawasan budidaya di 

kabupaten/kota (Ha) 
   

 a. ≤ 90.000 200  8 

 b. 90.001 – 180.000 400  16 

 c. 180.001 – 300.000 600 4 24 

 d. 300.001 –350.000 800  32 

 e. > 350.000 1.000  40 
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D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata pengajuan izin 

pembangunan dan pengembangan 

perumahan pertahun dalam lima 

tahun terakhir 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  10 

 b. 6 – 10 400  20 

 c. 11 – 15 600 5 30 

 d. 16–20 800  40 

 e. >20 1.000  50 

2 Jumlah unit bangunan gedung yang 

memiliki SKBG    

 a. ≤ 2 200  10 

 b. 3 – 10 400  20 

 c. 11 – 50 600 5 30 

 d. 51 – 100 800  40 

 e. >100 1.000  50 

3 Luas total kawasan permukiman 

kumuh dengan luas masing-masing 

kawasan di bawah 10 Ha (Ha) 
   

 a. ≤ 100 200  20 

 b. 101 – 500 400  40 

 c. 501 – 1.000 600 10 60 

 d. 1.001 –  2.000 800  80 

 e. >2.000 1.000  100 

4 Jumlah total luas perumahan (Ha)    

 a. ≤ 50.000 200  78 

 b. 50.001 – 100.000 400  156 

 c. 100.001 – 150.000 600 39 234 

 d. 150.001 –200.000 800  312 

 e. > 200.000 1.000  390 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

     

5 Jumlah rata-rata sertifikasi dan 

registrasi bagi perencana perumahan 

dan permukiman dengan kemampuan 

kecil dalam satu tahun selama lima 

tahun terakhir 

  

 

 

 

 

 

 a. ≤ 150 200  2 

 b. 151 – 300 400 

1 

4 

 c. 301 – 450 600 6 

 d. 451 – 600 800 8 

 e. > 600 1.000  10 

6 Indeks resiko bencana 

kabupaten/kota    

 a. ≤ 50 200 

5 

10 

b. 51 – 100 400 20 

c. 101 – 150 600 30 

 d. 151 – 200 800 40 

 e. >200 1.000 50 

7 Jumlah rumah yang terkena relokasi 

program Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota berdasarkan rencana 

tata ruang 

   

 a. ≤ 120 200  10 

 b. 121 – 240 400  20 

 c. 241 – 360 600 5 30 

 d. 361 – 480 800  40 

 e. > 480 1.000  50 

8 Jumlah kawasan dengan tingkat 

kepadatan bangunan tinggi     

 a. ≤ 40 200  10 

 b. 41 – 80 400  20 

 c. 81 – 160 600 5 30 

 d. 161 – 240 800  40 

 e. >240 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

9 Jumlah jenis potensi bencana 

kabupaten/kota    

 a. ≤ 5 200  10 

 b. 6 –8 400  20 

 c. 9 –10 600 5 30 

 d. 11 –14 800  40 

 e. >14 1.000  50 

 

E. URUSAN  PEMERINTAHAN  BIDANG  KETENTERAMAN  DAN   KETERTIBAN  

UMUM  SERTA  PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM    

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah seluruh Peraturan Daerah 

kabupaten/kota yang mempunyai 

sanksi baik pidana maupun 

administratif yang masih berlaku 

   

 a. ≤ 10 200  60 

 b. 11 – 30 400  120 

 c. 31 – 60 600 30 180 

 d. 61 – 90 800  240 

 e. > 90 1.000  300 

2 Jumlah seluruh Peraturan 

Bupati/Walikota yang masih berlaku 
  

 

 a. ≤ 40 200  10 

 b. 41 – 80 400  20 

 c. 81 – 120 600 5 30 

 d. 121 – 160 800  40 

 e. >160 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP 

berdasarkan jadwal patroli rutin Pol 

PP kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 17.946 200  30 

 b. 17.947– 35.892 400  60 

 c. 35.893– 53.839 600 15 90 

 d. 53.840 –71.785 800  120 

 e. > 71.785 1.000  150 

4 Jumlah aset statis pemerintah 

kabupaten/kota yang menjadi 

sasaran pengamanan 

  

 

 a. ≤ 10 200  30 

 b. 11 – 30 400  60 

 c. 31 – 50 600 15 90 

 d. 51 – 70 800  120 

 e. >70 1.000  150 

5 Jumlah rata-rata per tahun kegiatan 

kepala daerah dan wakil kepala 

daerah bersama tamu-tamu penting 

kedinasan lain dalam kategori 

VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir 

  

 

 a. ≤ 5 200  30 

 b. 6 – 10 400  60 

 c. 11 – 15 600 15 90 

 d. 16 – 20 800  120 

 e. > 20 1.000  150 

 

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah petugas pemadam kebakaran, 

berdasarkan rasio petugas dengan 

jumlah penduduk 1:5000 
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 a. ≤ 50 200  60 

 b. 51 – 100 400  120 

 c. 101 – 150 600 30 180 

 
d. 151 –250 800  240 

e. >250 1.000  300 

2 Jumlah wilayah manajemen 

kebakaran dalam kabupaten/kota 
  

 

 a. ≤ 3 200  60 

 b. 4 – 6  400  

30 

120 

 c. 7 – 9  600 180 

 d. 10 – 12  800  240 

 e. >12 1.000  300 

3 Jumlah anggota Linmas dalam 

wilayah kabupaten/kota 
  

 

 a. ≤ 2.500 200  40 

 b. 2.501 – 5.000 400  80 

 c. 5.001– 10.000 600 20 120 

 d. 10.001 –25.000 800  160 

 e. >25.000 1.000  200 

 

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah PMKS, termasuk anak yang 

berhadapan dengan hukum yang 

menerima layanan rehabilitasi sosial 

di luar panti 

 

 

 

 a. ≤ 6.000 200  100 

 b. 6.001 – 12.000 400  200 

 c. 12.001– 18.000 600 50 300 

 d. 18.001 –24.000 800  400 

 e. >24.000 1.000  500 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah fakir miskin dalam 

kabupaten/kota    

 a. ≤ 10.000 200  30 

 b. 10.001 –50.000 400  60 

 c. 50.001 – 450.000 600 15 90 

 d. 450.001 – 600.000 800  120 

 e. > 600.000 1.000  150 

3 Jumlah jiwa dalam komunitas adat 

terpencil    

 a. ≤ 100 200  6 

 b. 101 – 200 400  12 

 c. 201 – 300 600 3 18 

 d. 301–400 800  24 

 e. > 400 1.000  30 

4 Jumlah potensi sumber kesejahteraan 

sosial kabupaten/kota    

 a. ≤ 500 200  24 

 b. 501 – 1.000 400  48 

 c. 1.001 – 1.500 600 12 72 

 d. 1.501 – 2.000 800  96 

 e. > 2.000 1.000  120 

 

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun 

ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa) 
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NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 50.000 200  100 

 b. 50.001 -150.000 400  200 

 c. 150.001 – 500.000 600 50 300 

 d. 500.001 – 1.000.000 800  400 

 e. >1.000.000 1.000  500 

2 Jumlah perusahaan mikro/kecil    

 a. ≤ 10.000 200  60 

 b. 10.001 – 30.000 400  120 

 c. 30.001 – 50.000 600 30 180 

 d. 50.001 – 70.000 800  240 

 e. >70.000 1.000  300 

 

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

 PELINDUNGAN ANAK 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Indeks pembangunan gender 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤57 200  50 

 b. 58 – 65 400  100 

 c. 66 –70 600 25 150 

 d. 71 – 75 800  200 

 e. >75 1.000  250 

2 Jumlah organisasi perempuan dan 

anak di tingkat Daerah 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 9 200  40 

 b. 10 – 20 400  80 

 c. 21 – 40 600 20 120 

 d. 41– 80 800  160 

 e. >80 1.000  200 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di tingkat Daerah 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 3 200  30 

 b. 4 – 6 400  60 

 c. 7 – 15 600 15 90 

 d. 16 –30 800  120 

 e. >30 1.000  150 

4 Rasio perempuan korban kekerasan 

per 10.000 penduduk perempuan usia 

18 tahun keatas di tingkat Daerah 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤1 200  20 

 b. 2  – 3 400  40 

 c. 4 – 5 600 10 60 

 d. 6 – 7 800  80 

 e. >7 1.000  100 

5 Rasio anak yang memerlukan 

perlindungan khusus per 1.000 anak 

usia 0-18 tahun di tingkat Daerah 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 2 200  20 

 b. 3 – 4 400  40 

 c. 5 –6 600 10 60 

 d. 7– 8 800  80 

 e. > 8  1.000  100 
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I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah   cadangan pangan 

pemerintah kabupaten /kota dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk 

kabupaten/kota  x 0,62 kg/kapita/ 

tahun (ton) 

 

 

 

 a. ≤ 60  200  80 

 b. 61-240  400  160 

 c. 241-480  600 40 240 

 d. 481-1.800  800  320 

 e. > 1.800  1.000  400 

2 Jumlah desa/kelurahan     

 a. ≤75  200  20 

 b. 76-150  400  40 

 c. 151-225  600 10 60 

 d. 226-300  800  80 

 e. >300  1.000  100 

3 Persentase penduduk rawan pangan 

kabupaten/kota 

 
 

 

 a. ≤ 5%  200  60 

 b. 6%-9%  400  120 

 c. 10%-12%  600 30 180 

 d. 13%-15%  800  240 

 e. >15%  1.000  300 

 

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 

NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata izin lokasi yang 

diterbitkan per tahun dalam lima 

tahun terakhir yang terdaftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 73 - 
 

NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 50 200  70 

 b. 51 – 100 400  140 

 c. 101 – 150 600 35 210 

 d. 151 – 200 800  280 

 e. > 200 1.000  350 

2 Luas lokasi rencana pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum 

berdasarkan rencana tata ruang 

kabupaten/kota (Ha) 

 

 

 

 a. ≤ 75 200  50 

 b. 76 – 150 400  100 

 c. 151 – 220 600 25 150 

 d. 221 – 300 800  200 

 e. >300 1.000  250 

3 
Jumlah subjek hak ulayat dalam satu 

kabupaten/kota 
   

 a. ≤ 80 200  40 

 b. 81 – 160 400  80 

 c. 161 – 240 600 20 120 

 d. 241 – 320 800  160 

 e. > 320 1.000  200 

 

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah usaha/kegiatan penghasil 

limbah B3 

 
 

 

 a. ≤ 10 200  30 

 b. 11 – 50 400  60 

 c. 51 – 120 600 15 90 

 d. 121 –200 800  120 

 e. >200 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah TPS    

 a. ≤ 30 200  30 

 b. 31 – 60 400  60 

 c. 61– 90 600 15 90 

 d. 91 – 120 800  120 

 e. >120 1.000  150 

3 Jumlah bank sampah    

 a. ≤ 15 200  30 

 b. 16 – 30 400  60 

 c. 31 – 45 600 15 90 

 d. 46 – 60 800  120 

 e. >60 1.000  150 

4 Jumlah Dokumen Lingkungan yang 

dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) 

yang izinnya dikeluarkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 10 200  40 

 b. 11 – 30 400  80 

 c. 31 – 50 600 20 120 

 d. 51 –100 800  160 

 e. >100 1.000  200 

5 Jumlah objek yang harus dilakukan 

pemantauan kualitas lingkungan 

sesuai ketentuan yang berdampak 

dalam satu kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  30 

 
b. 6 – 15 400 

15 

60 

c. 16 – 20 600 90 

 d. 21 –25 800 120 

 e. >25 1.000  150 
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L.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN   

PENCATATAN SIPIL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah penduduk (jiwa)    

 a. ≤ 50.000 200  70 

 b. 50.001– 75.000 400  140 

 c. 75.001 – 200.000 600 35 210 

 d. 200.001 – 700.000 800  280 

 e. >700.000 1.000  350 

2 Jumlah kecamatan atau nama lain    

 a. ≤ 4 200  10 

 b. 5 –  9 400  20 

 c. 10 – 15 600 5 30 

 d. 16 – 25 800  40 

 e. >25 1.000  50 

3 Jumlah kelurahan/desa atau nama 

lain 

   

 a. ≤ 10 200  20 

 b. 11 – 20 400  40 

 c. 21 –  50 600 10 60 

 d. 51 –100 800  80 

 e. >100 1.000  100 

4 Jumlah rata-rata mobiltas penduduk 

per tahun dalam tiga tahun terakhir 
  

 

 a. ≤500 200  30 

 b. 501 – 1.000 400  60 

 c. 1001– 5.000 600 15 90 

 d. 5001 – 10.000 800  120 

 e. > 10.000 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Tingkat kepadatan penduduk 

(jiwa/Km2) 
  

 

 a. >15.000 200  30 

 b. 5.001–15.000 400  60 

 c. 701 – 5.000 600 15 90 

 d. 201 –700 800  120 

 e. ≤ 200 1.000  150 

 

M.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah desa    

 a. ≤ 75 200  100 

 b. 76 – 150 400  200 

 c. 151 – 225 600 50 300 

 d. 226 – 300 800  400 

 e. >300 1.000  500 

2 
Jumlah Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) 

   

 a. ≤60 200  10 

 b. 61 – 120 400  20 

 c. 121 – 180 600 5 30 

 d. 181 – 240 800  40 

 e. >240 1.000  50 

3 Jumlah kelompok pemanfaat 

teknologi tepat guna yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

perdesaan 

   

 a. ≤ 70 200  4 

 b. 71 – 140 400  8 

 c. 141– 210 600 2 12 

 d. 211 –290 800  16 

 e. > 290 1.000  20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah kerjasama antardesa dalam 

satu kabupaten/kota    

 a. ≤ 80 200  6 

 b. 81 – 150 400  12 

 c. 151 – 250 600 3 18 

 d. 251 – 300 800  24 

 e. > 300 1.000  30 

5 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adat tingkat kabupaten/kota 

yang terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat desa 

   

 a. ≤ 200 200  40 

 b. 201 – 400 400  80 

 c. 401 – 600 600 20 120 

 d. 601 – 800 800  160 

 e. > 800 1.000  200 

 

N.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

 KELUARGA BERENCANA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah pasangan usia subur    

 a. ≤  10.000 200  30 

 b. 10.001  – 25.000 400  60 

 c. 25.001–  500.000 600 15 90 

 d. 500.001 –700.000 800  120 

 e. >700.000 1.000  150 

2 Jumlah PKB dan PLKB minimal 

berdasarkan jumlah desa/kelurahan 

(1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 

PKB/PLKB : 1 kelurahan) 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 50 200  24 

 b. 51 – 150 400  48 

 c. 151 – 300 600 12 72 

 d. 301 – 400 800  96 

 e. >400 1.000  120 

3 Jumlah organisasi kemasyarakatan 

yang memiliki perjanjian kerjasama 

dengan pemerintah kabupaten/kota 

dalam pengelolaan, pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  24 

 b. 6 – 15 400  48 

 c. 16 – 25 600 12 72 

 d. 26 – 30 800  96 

 e. > 30 1.000  120 

4 Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan 

UPPKS 

 
 

 

 a. ≤ 204 200  20 

 b. 205 – 404 400  40 

 c. 405 – 604 600 10 60 

 d. 605 – 804 800  80 

 e. >804 1.000  100 

5 Jumlah pusat informasi dan konseling 

remaja/mahasiswa    

 a. ≤ 16 200  20 

 b. 17 – 32 400  40 

 c. 33 – 48 600 10 60 

 d. 49 – 64 800  80 

 e. >64 1.000  100 

6 Jumlah organisasi kemasyarakatan 

tingkat kabupaten/kota yang memiliki 

perjanjian kerjasama dengan 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga 

   

 a. ≤ 5 200  18 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 b. 6 – 15 400  36 

 c. 16 – 25 600 9 54 

 d. 26 – 30 800  72 

 e. >30 1.000  90 

7 Jumlah keluarga    

 a. ≤ 25.000 200  24 

 b. 25.001 – 308.222  400  48 

 c. 308.223  -  406.979  600 12 72 

 d. 406.980 – 613.737 800  96 

 e. >613.737 1.000  120 

 

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 

KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata pertahun dokumen 

hasil analisis dampak lalu lintas 

untuk jalan kabupaten/kota dalam 

lima tahun terakhir 

 

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 20 200 4 

 b. 21 – 40 400 8 

 c. 41 – 60 600 12 

 d. 61 – 80 800 16 

 e. > 80 1.000 20 

2 Panjang jalan kabupaten/kota (Km)    

 a. ≤ 460 

b. 461 – 920 

200 

400 

 

 

5 

10 

20 

c. 921 – 1.300 600 30 

d. 1.301 – 1.800 800  40 

e. > 1.800 1.000  50 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah terminal C    

 a. ≤ 3 200  4 

 b. 4 – 6 400  

2 

8 

 c. 7 – 9 600 12 

 d. 10 – 12 800  16 

 e. > 12 1.000  20 

4 Jumlah lokasi perparkiran baik yang 

dikelola Pemda maupun pihak swasta 

(unit) 

 

 

 

 a. ≤ 30 200  4 

 b. 31– 60 400  

2 

8 

 c. 61 – 90 600 12 

 d. 91 – 120 800  16 

 e. > 120 1.000  20 

5 Jumlah kendaraan bermotor di 

kabupaten/kota yang wajib uji 

berkala 

 

 

 

 a. ≤ 2.000 200  4 

 b. 2.001 – 4.000 400  

2 

8 

 c. 4.001 – 6.000 600 12 

 d. 6.001 – 8.000 800  16 

 e. > 8.000 1.000  20 

6 Jumlah unit angkutan umum dalam 

kabupaten/kota (unit) 

 
 

 

 a. ≤ 300 200  4 

 b. 301 – 600 400  

2 

8 

 c. 601 – 900 600 12 

 d. 901 –1.200 800  16 

 e. >1.200 1.000  20 

7 Jumlah trayek angkutan umum 

dalam satu Daerah kabupaten/kota 

 

 

  

 

 a. ≤ 15 200  4 

 b. 16 – 30  400  

2 

8 

 c. 31 – 45  600 12 

 d. 46 – 60  800  16 

 e. > 60 1.000  20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 81 - 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

8 Jumlah armada angkutan laut, 

pelayaran rakyat, angkutan 

penyeberangan, dan angkutan sungai 

dan danau yang berdomisili dalam 

kabupaten/kota yang beroperasi pada 

pelabuhan lintas dalam 

kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 250 200  

 

15 

30 

 b. 251 – 500 400 60 

 c. 501 – 750 600 90 

 d. 751 – 1.000 800  120 

 e. > 1.000 1.000  150 

9 Jumlah usaha jasa terkait dengan 

perawatan dan perbaikan kapal 

 
 

 

 a. ≤ 4 200  

 

2 

4 

 b. 5 – 8  400 8 

 c. 9 – 12 600 12 

 d. 13 – 15 800  16 

 e. >15 1.000  20 

10 Jumlah badan usaha angkutan laut, 

pelayaran rakyat dan angkutan 

penyeberangan, angkutan sungai dan 

danau yang berdomisili dalam 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 2 200  

 

2 

4 

 b. 3 – 4 400 8 

 c. 5 – 8 600 12 

 d. 9 – 12 800  16 

 e. > 12 1.000  20 

11 Jumlah trayek angkutan laut, 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan angkutan danau pada 

lintas pelayaran dalam satu 

kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 8 200  30 

 b. 9 – 16 400  

15 

60 

 c. 17 – 24 600 90 

 d. 25 – 32 800  120 

 e. > 32 1.000  150 

12 Jumlah pelabuhan pengumpan lokal 

dan pelabuhan sungai dan danau 

yang dimiliki Pemda kabupaten/kota 

atau pihak swasta 

 

 

 

 a. ≤ 7 200  10 

 b. 8 – 15 400  

5 

20 

 c. 16 - 24 600 30 

 d. 25- 32 800  40 

 e. > 32 1.000  50 

13 Panjang alur pelayaran angkutan 

sungai, penyeberangan dan laut 

dalam satu kabupaten/kota (mil laut) 

 

 

 

 a. ≤ 40 200  30 

 b. 41 – 80 400  

15 

60 

 c. 81 – 120 600 90 

 d. 121 – 160 800  120 

 e. > 160 1.000  150 

14 Jumlah rambu jalan (unit)    

 a. ≤ 560 200  8 

 b. 561 – 1.200 400  

4 

16 

 c. 1.201 – 1.700 600 24 

 d. 1.701 – 2.200 800  32 

 e. > 2.200 1.000  40 

15 Panjang trotoar jalan dalam 

kabupaten/kota (m) 
  

 

 a. ≤ 4.800 200  10 

 b. 4.801 – 9.700 400  

5 

20 

 c. 9.701 – 14.500 600 30 

 d. 14.501 – 19.500 800  40 

 e. > 19.500 1.000  50 
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SELAIN KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah rata-rata pertahun dokumen 

hasil analisis dampak lalu lintas 

untuk jalan kabupaten/kota dalam 

lima tahun terakhir 

   

 a. ≤ 5 200  2 

 b. 6 – 10  400  4 

 c. 11 – 15 600 5 6 

 d. 16 – 20  800  8 

 e. >20 1.000  10 

2 Panjang jalan kabupaten/kota (Km)    

 a. ≤ 460 200  20 

 b. 461 – 920  400  40 

 c. 921 – 1.300 600 10 60 

 d. 1.301 – 1.800 800  80 

 e. >1.800 1.000  100 

3 Jumlah terminal C    

 a. ≤ 3 200  10 

 b. 4 – 6 400  20 

 c. 7 – 9 600 5 30 

 d. 10 – 12 800  40 

 e. >12 1.000  50 

4 Jumlah lokasi perparkiran baik yang 

dikelola pemda maupun pihak swasta 

(unit) 
   

 a. ≤ 30 200  8 

 b. 31 – 60 400  16 

 c. 61 – 90 600 4 24 

 d. 91 – 120 800  32 

 e. > 120 1.000  40 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Jumlah kendaraan bermotor di 

kabupaten/kota yang wajib uji 

berkala 
   

 a. ≤ 2.000 200  20 

 b. 2.001 – 4.000 400  40 

 c. 4.001 – 6.000 600 10 60 

 d. 6.001 – 8.000 800  80 

 e. > 8.000 1.000  100 

6 Jumlah unit angkutan umum dalam 

kabupaten/kota (unit)    

 a. ≤ 300 200  20 

 b. 301 – 600 400  40 

 c. 601 – 900 600 10 60 

 d. 901 – 1.200 800  80 

 e. > 1.200 1.000  100 

7 Jumlah trayek angkutan umum 

dalam satu Daerah kabupaten/ kota    

 a. ≤ 15 200  10 

 b. 16  – 30 400  20 

 c. 31 – 45 600 5 30 

 d. 46 – 60 800  40 

 e. > 60 1.000  50 

8 Jumlah armada angkutan laut, 

pelayaran rakyat, angkutan 

penyeberangan, dan angkutan sungai 

dan danau yang berdomisili dalam 

kabupaten/kota yang beroperasi pada 

pelabuhan lintas dalam 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 250 200  4 

 b. 251 – 500 400  8 

 c. 501 – 750 600 2 12 

 d. 751 – 1.000 800  16 

 e. > 1.000 1.000  20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

9 Jumlah usaha jasa terkait dengan 

perawatan dan perbaikan kapal 
   

 a. ≤ 4 200  4 

 b. 5 – 8 400  8 

 c. 9 – 12 600 2 12 

 d. 13 – 15 800  16 

 e. > 15 1.000  20 

10 Jumlah badan usaha angkutan laut, 

pelayaran rakyat dan angkutan 

penyeberangan, angkutan sungai dan 

danau yang berdomisili dalam 

kabupaten/kota 

 

 
  

 a. ≤ 2 200  2 

 b. 3 – 4 400  4 

 c. 5 – 8 600 1 6 

 d. 9 – 12 800  8 

 e. > 12 1.000  10 

11 Jumlah trayek angkutan laut, 

angkutan penyeberangan, angkutan 

sungai dan angkutan danau pada 

lintas pelayaran dalam satu 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 8 200  4 

 b. 9 – 16 400  8 

 c. 17 – 24 600 2 12 

 d. 25 –32 800  16 

 e. > 32 1.000  20 

12 Jumlah pelabuhan pengumpan lokal 

dan pelabuhan sungai dan danau 

yang dimiliki Pemda kabupaten/kota 

atau pihak swasta 

   

 a. ≤ 7 200  4 

 b. 8 – 15 400  8 

 c. 16 – 24 600 2 12 

 d. 25 – 32 800  16 

 e. > 32 1.000  20 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

13 Panjang alur pelayaran angkutan 

sungai, penyeberangan dan laut 

dalam satu kabupaten/kota (mil laut) 
   

 a. ≤ 40 200  4 

 b. 41 – 80 400  8 

 c. 81 – 120 600 2 12 

 d. 121 – 160 800  16 

 e. > 160 1.000  20 

14 Jumlah rambu jalan (unit)    

 a. ≤ 560 200  30 

 b. 561 – 1.200 400  60 

 c. 1.201 – 1.700 600 15 90 

 d. 1.701 – 2.200 800  120 

 e. > 2.200 1.000  150 

15 Panjang trotoar jalan dalam 

kabupaten/kota (m)    

 a. ≤4.800 200  10 

 b. 4.801 – 9.700 400  20 

 c. 9.701 – 14.500 600 5 30 

 d. 14.501 – 19.500 800  40 

 e. > 19.500 1.000  50 

 

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan 

kelurahan/desa 

   

 a. ≤ 30 200  46 

 b. 31 – 100 400  92 

 c. 101 – 200 600 23 138 

 d. 201 –300 800  184 

 e. > 300 1.000  230 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah saluran komunikasi/media 

(koran, majalah, tabloid, televisi, 

radio, website, media sosial) milik 

Pemda 

   

 a. ≤ 15 200  36 

 b. 16 – 45 400  72 

 c. 46 – 90 600 18 108 

 d. 91 –150 800  144 

 e. > 150 1.000  180 

3 Jumlah aparatur negara di 

lingkungan pemerintah kabupaten/ 

kota 

   

 a. ≤  2.000 200  20 

 b. 2.001 –  3.000 400  40 

 c. 3.001 –  4.000 600 10 60 

 d. 4.001 – 9.000 800  80 

 e. > 9.000 1.000  100 

4 Jumlah saluran komunikasi/media 

(koran, majalah, tabloid, televisi, 

radio) non pemerintah yang beredar di 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 12 200  28 

 b. 13 – 39 400  56 

 c. 40– 81 600 14 84 

 d. 82 –138 800  112 

 e. > 138 1.000  140 

5 Jumlah layanan publik dan 

kepemerintahan di tingkat Pemerintah 

kabupaten/kota yang 

diselenggarakan dengan Sistem 

Electronic Government 

   

 a. ≤ 20 200  30 

 b. 21 – 30 400  60 

 c. 31 – 50 600 15 90 

 d. 51 –100 800  120 

 e. > 100 1.000  150 
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Q.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 

 MENENGAH 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah kantor cabang, cabang 

pembantu dan kantor kas untuk 

koperasi simpan pinjam dengan 

wilayah keanggotaan dalam Daerah 

kabupaten/kota  

 

 
 

 

 

 a. ≤90 200  20 

 b. 91 – 180 400  40 

 c. 181 – 270 600 10 60 

 d. 271 – 360 800  80 

 e. >360 1.000  100 

2 Jumlah perangkat organisasi koperasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam 

satu kabupaten/kota  

   

 a. ≤ 1.000 200  20 

 b. 1.001 – 2.000 400  40 

 c. 2.001 – 3.000 600 10 60 

 d. 3.001 – 4.000 800  80 

 e. >4.000 1.000  100 

3 Jumlah pelaku usaha mikro    

 a. ≤ 14.000 200  40 

 b. 14.001 – 28.000 400  80 

 c. 28.001 – 42.000 600 20 120 

 d. 42.001 – 56.000 800  160 

 e. >56.000 1.000  200 

4 Jumlah usaha simpan pinjam untuk 

usaha simpan pinjam dan koperasi 

simpan pinjam dengan wilayah 

keanggotaan dalam satu 

kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 150 200  40 

 b. 151 – 300 400  80 

 c. 301 – 450 600 20 120 

 d. 451 – 600  800  160 

 e. > 600 1.000  200 

5 Jumlah koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam satu 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 300 200  40 

 b. 301 – 600 400  80 

 c. 601 – 1.000 600 20 120 

 d. 1.001 – 1.500 800  160 

 e. > 1.500 1.000  200 

 

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah potensi usaha yang 

merupakan potensi investasi dalam 

Daerah kabupaten/kota untuk 

dipromosikan kepada penanam modal 

(dengan potensi yang terukur) 

   

 a. ≤ 20 200  

 

10 

20 

 b. 21 – 40 400 40 

 c. 41 – 80 600 60 

 d. 81 – 100 800  80 

 e. > 100 1.000  100 

2 Jumlah dokumen perizinan dan non 

perizinan pertahun yang perizinannya 

menjadi kewenangan kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 2.000 200  

 

30 

60 

 b. 2.001 – 4.000 400 120 

 c. 4.001 – 6.000 600 180 

 d. 6.001 –8.000 800  240 

 e. > 8.000 1.000  300 

3 Jumlah perusahaan penanaman 

modal yang dilakukan pemantauan, 

pembinaan, pengawasan dan fasilitasi 

penanaman modal yang perizinannya 

dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 20 200  

 

40 

80 

 b. 21 – 40 400 160 

 c. 41– 80 600 240 

 d. 81– 100 800  320 

 e. >100 1.000  400 

 

S.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah pemuda pelopor, pemuda 

wirausaha, dan pemuda kader 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤400 200  70 

 b. 401 – 700 400  140 

 c. 701 – 950 600 35 210 

 d. 951 –1.250 800  280 

 e. >1.250 1.000  350 

2 Jumlah organisasi kepemudaan, olah 

raga, dan kepramukaan tingkat 

kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤120 200  40 

 b. 121 – 180 400  80 

 c. 181 – 300 600 20 120 

 d. 301 –370 800  160 

 e. >370 1.000  200 

3 Jumlah kejuaraan/kompetisi olah 

raga yang diikuti kabupaten/kota 

   

 a. ≤50 200  20 

 b. 51 – 100 400  40 

 c. 101 – 150 600 10 60 

 d. 151 –300 800  80 

 e. > 300 1.000  100 

4 Jumlah kejuaraan olah raga pelajar 

dan olah raga tetap tingkat 

kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 20 200  30 

 b. 21 – 40 400  60 

 c. 41 – 60 600 15 90 

 d. 61 – 75 800  120 

 e. >75 1.000  150 

 

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah survey bidang sosial, 

ekonomi, politik, hukum, dan HAM 

yang mendapatkan rekomendasi BPS 

   

 a. ≤ 40 200  90 

 b. 41 – 80 400  180 

 c. 81 – 120 600 45 270 

 d. 121 –160 800  360 

 e. > 160 1.000  450 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah kompilasi produk 

administrasi bidang sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan HAM yang 

mendapatkan rekomendasi BPS 

  

 

 a. ≤ 20 200  70 

 b. 21 – 30 400  140 

 c. 31 – 50 600 35 210 

 d. 51 –70 800  280 

 e. > 70 1.000  350 

 

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jenis informasi di tingkat 

kabupaten/kota yang wajib 

diamankan dengan persandian sesuai 

peraturan perundang-undangan 

 

 

 

 a. ≤ 5 200  32 

 b. 6 – 10 400  64 

 c. 11 – 15 600 16 96 

 d. 16 –20 800  128 

 e. >20 1.000  160 

2 Jumlah konten informasi dari setiap 

jenis informasi yang wajib diamankan 

dengan persandian 

 

 

 

 a. ≤ 250 200  32 

 b. 251 – 500 400  64 

 c. 501 – 1.000 600 16 96 

 d. 1.001 –1.500 800  128 

 e. >1.500 1.000  160 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah aset/fasilitas/instalasi 

kritis/vital/penting di tingkat 

kabupaten/kota yang harus 

diamankan 

 

 

 

 a. ≤ 200 200  32 

 b. 201 – 300 400  64 

 c. 301 – 600 600 16 96 

 d. 601 –900 800  128 

 e. >900 1.000  160 

4 Jumlah rata-rata kegiatan penting 

yang membutuhkan dukungan 

pengamanan informasi per bulan di 

tingkat kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 100 200  32 

b. 101 – 200 400  64 

c. 201 – 400 600 16 96 

d. 401 –500 800  128 

e. >500 1.000  160 

5 Jumlah Perangkat Daerah di tingkat 

kabupaten/kota yang menggunakan 

persandian untuk mengamankan 

setiap jenis informasi yang wajib 

diamankan 

   

 a. ≤ 50 200  32 

 b. 51 – 80 400  64 

 c. 81 – 110 600 16 96 

 d. 111 –140 800  128 

 e. > 140 1.000  160 
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V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah suku bangsa yang terdapat 

dalam satu kabupaten/kota 
  

 

 a. ≤ 5 200  20 

 b. 6 – 10 400  

10 

40 

 c. 11 – 15 600 60 

 d. 16 – 20 800  80 

 e. > 20 1.000  100 

2 Jumlah kesenian yang terdapat dalam 

satu kabupaten/kota 

 
 

 

 a. ≤ 25 200  60 

 b. 26 – 50 400  

30 

120 

 c. 51 – 75 600 180 

 d. 76 – 100 800  240 

 e. >100 1.000  300 

3 Jumlah museum yang dikelola oleh 

pemerintah kabupaten/kota dan 

masyarakat 

 

 

 

 a. ≤ 1 200  20 

 b. 2 – 3 400  

10 

40 

 c. 4 – 5 600 60 

 d. 6 – 7 800  80 

 e. >7 1.000  100 

4 Jumlah yang diduga cagar budaya 

dan cagar budaya peringkat 

kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 50 200  60 

 b. 51 – 100 400  

30 

120 

 c. 101 – 150 600 180 

 d. 151 – 200 800  240 

 e. >200 1.000  300 
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W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah pemustaka per bulan yang 

berkunjung ke perpustakaan milik 

kabupaten/kota 

 

 

 

  

 

 

 a. ≤ 7.000 200       60 

 b. 7.001 – 10.000 400  

30 

120 

 c. 10.001 – 40.000 600 180 

 d. 40.001 – 60.000 800  240 

 e. >60.000 1.000  300 

2 Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki 

oleh perpustakaan milik 

kabupaten/kota (termasuk satuan 

pendidikan yang oleh 

kabupaten/kota) 

 

 

 

 a. ≤ 15.000 200  50 

 b. 15.001 – 50.000 400  

25 

100 

 c. 50.001 – 150.000 600 150 

 d. 150.001 – 200.000 800  200 

 e. >200.000 1.000  250 

3 Jumlah Perpustakaan yang 

seharusnya dibina (Perpustakaan 

SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan 

Masyarakat, Perpustakaan 

Desa/Kelurahan, Perpustakaan 

Kecamatan, dan Perpustakaan 

Khusus) 

 

 

 

 

a. ≤ 1.000 200  46 

b. 1.001 – 2.000 400  

23 

92 

c. 2.001 – 3.000 600 138 

 d. 3.001 – 4.000 800  184 

 e. >4.000 1.000  230 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah promosi gemar membaca 

(dalam satu tahun) yang 

diselenggarakan oleh kabupaten/kota 

 

 

 

 a. ≤ 50 200  4  

 b. 51 – 100 400  

2 

8 

 c. 101 – 150 600 12 

 d. 151 – 200 800  16 

 e. >200 1.000  20 

 

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah 

kabupaten/kota (termasuk 

kecamatan) dan BUMD 

kabupaten/kota yang dibina dalam 

pengelolaan arsip dinamis dalam 

rangka akuntabilitas publik 

   

 a. ≤ 60 200  50 

 b. 61 – 80 400  100 

 c. 81 – 100 600 25 150 

 d. 101 – 120 800  200 

 e. > 120 1.000  250 

2 Jumlah desa/kelurahan yang dibina 

dalam pengelolaan arsip dinamis 

dalam rangka akuntabilitas publik  

  

 

 a. ≤ 100 200  30 

 b. 101 – 250 400  60 

 c. 251 – 400 600 15 90 

 d. 401 – 550 800  120 

 e. > 550 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah arsip yang harus dikelola 

berdasarkan jumlah Perangkat 

Daerah kabupaten/kota, BUMD 

kabupaten/kota, dan 

Desa/Kelurahan dalam rangka 

penyelamatan dan pelestarian memori 

kolektif bangsa (dalam satuan boks 

per tahun) 

 

  

 a. ≤ 550 200  80 

 b. 551 – 850 400  160 

 c. 851 – 1.150 600 40 240 

 d. 1.151 – 1.450 800  320 

 e. > 1.450 1.000  400 

 

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah nelayan kecil dalam wilayah 

kabupaten/kota (jiwa) 

 

 

  

 

 a. ≤ 5.000 200  40 

 b. 5.001 – 10.000 400  80 

 c. 10.001 – 15.000 600 20 120 

 d. 15.001 – 20.000 800  160 

 e. >20.000 1.000  200 

2 Jumlah tempat pelelangan ikan    

 a. ≤ 10 200  30 

 b. 11 – 20 400  60 

 c. 21 – 30 600 15 90 

 d. 31 – 40 800  120 

 e. >40 1.000  150 

3 Jumlah SIUP dibidang 

pembudidayaan ikan yang usahanya 

dalam satu Daerah kabupaten/kota 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 20 200  10 

 b. 21 – 40 400  20 

 c. 41 – 60 600 5 30 

 d. 61 – 80 800  40 

 e. >80 1.000  50 

4 Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha)    

 a. ≤ 2.000 200  40 

 b. 2.001 – 5.000 400  80 

 c. 5.001 – 8.000 600 20 120 

 d. 8.001 – 11.000 800  160 

 e. >11.000 1.000  200 

5 Jumlah rumah tangga pembudidaya 

ikan (rumah tangga pembudidaya) 

  

 

 a. ≤ 200 200  30 

 b. 201 – 500 400  60 

 c. 501 – 700 600 15 90 

 d. 701 – 1.000 800  120 

 e. >1.000 1.000  150 

6 Jumlah kapal sampai dengan 5 GT    

 a. ≤ 50 200  10 

 b. 51 – 100 400  20 

 c. 101 – 150 600 5 30 

 d. 151 – 200 800  40 

 e. >200 1.000  50 
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Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah usaha pariwisata di 

kabupaten/kota yang memiliki Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 

  

 

 a. ≤ 20 200  40 

 b. 21 – 40 400  80 

 c. 41 – 50 600 20 120 

 d. 51 – 70 800  160 

 e. > 70 1.000  200 

2 Jumlah zona kreatif sebagai ruang 

berekspresi, berpromosi dan 

berinteraksi bagi insan kreatif di 

Daerah kabupaten/kota yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

masing-masing 

  

 

 a. ≤ 10 200  20 

 b. 11 – 30 400  40 

 c. 31 – 40 600 10 60 

 d. 41 – 60 800  80 

 e. > 60 1.000  100 

3 Jumlah lokasi daya tarik, kawasan 

strategis, dan destinasi pariwisata 

yang ditetapkan oleh menteri yang 

membidangi pariwisata sebagai 

kewenangan kabupaten/kota atau 

ditetapkan kepala daerah sebagai 

destinasi, daya tarik, atau kawasan 

pariwisata 

  

 

 a. ≤ 5 200  100 

 b. 6 – 10 400  200 

 c. 11 – 20 600 50 300 

 d. 21 –40 800  400 

 e. >40 1.000  500 
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AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah pengecer/kios sarana 

pertanian (unit) 

   

 a. ≤ 25 200  16 

 b. 26-50 400  

8 

32 

 c. 51- 100 600 48 

 d. 101- 200 800  64 

 e. >200 1.000  80 

2 Jumlah jenis rumpun/galur ternak 

asli/lokal Indonesia dalam satu 

kabupaten/kota (rumpun/galur) 

   

 a. ≤ 2 200  6 

 b. 3-4 400  12 

 c. 5-6 600 3 18 

 d. 7-8 800  24 

 e. > 8 1.000  30 

3 Jumlah pakan yang beredar dalam 1 

(satu) kabupaten/kota (ton) 

   

 a. ≤ 1.500 200  8 

 b. 1.501- 2.000 400  16 

 c. 2.001- 2.500 600 4 24 

 d. 2.501-3.000 800  32 

 e. > 3.000 1.000  40 

4 Jenis sediaan obat hewan yang 

beredar dalam satu kabupaten/kota 

(jenis sediaan) 

  

 

 a. ≤ 7 200  6 

 b. 8-10 400  12 

 c. 11-13 600 3 18 

 d. 14-16 800  24 

 e. >16 1.000  30 

5 Jumlah jenis benih/bibit hijauan 

pakan ternak yang sumbernya dari 

dalam satu kabupaten/kota (jenis) 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 a. ≤ 2 200  6 

 b. 3 - 4 400  12 

 c. 5 – 6 600 3 28 

 d. 7 - 8 800  24 

 e. >8 1.000  30 

6 Luas lahan pengembangan pertanian 

yang dialiri irigasi yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota 

(tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan) di 

kabupaten/kota  (Ha) 

  

 

 a. ≤ 5.000 200  24 

 b. 5.001-7.500 400  48 

 c. 7.501-10.000 600 12 72 

 d. 10.001- 15.000 800  96 

 e. >15.000  1.000  120 

7 Populasi hewan (ternak, aneka ternak, 

hewan kesayangan) (ekor)  

   

 a.   ≤ 500.000 200  16 

 b.  500.001-1.000.000 400  32 

 c.  1.000.001- 3.000.000 600 8 48 

 d.  3.000.001- 6.000.000 800  64 

 e.  >6.000.000 1.000  80 

 8 Jumlah rata-rata per bulan 

keterangan kesehatan hewan dan 

produk hewan, rekomendasi 

pemasukan, pengeluaran hewan dan 

produk hewan dari Daerah 

kabupaten/kota 

 

  

 

 a. ≤ 10  200  6 

 b. 11-15 400  12 

 c. 16-25 600 3 18 

 d. 26-35 800  24 

 e. >35  1.000  30 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

9 Jumlah rata-rata per bulan 

pemasukan dan pengeluaran hewan 

dan produk hewan di kabupaten/kota 

(ton) 

 

 

 

 

 

 

a. ≤50 200  6 

b. 51-100 400  12 

c. 101-150 600 3 18 

d. 151- 200 800  24 

e. > 200  1.000  30 

10 Jumlah jenis pelayanan jasa 

laboratorium dan pelayanan jasa 

medik veteriner dalam Daerah 

kabupaten/kota (jenis layanan) 

  

 

 a. ≤5  200  6 

 b. 6-8 400  12 

 c. 9-15  600 3 18 

 d. 16-25 800  24 

 e. >25  1.000  30 

11 Jumlah jenis usaha produk hewan 

(unit usaha) dalam kabupaten/kota 
  

 

 a.  ≤ 50  200  6 

 b.  51-70  400  12 

 c.  71-100 600 3 18 

 d.  101-150 800  24 

 e.  >150  1.000  30 

12 Jumlah peternak     

 a. ≤ 350  200  12 

 b. 351 – 1.000 400  24 

 c. 1.001 – 5.000  600 6 36 

 d. 5.001 – 7.500  800  48 

 e. >7.500 1.000  60 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

13 Luas lahan pertanian di 

kabupaten/kota (Ha) 
   

 a. ≤ 10.000  200  16 

 b. 10.001-20.000  400  32 

 c. 20.001-30.000  600 8 48 

 d. 30.001- 40.000  800  64 

 e. >40.000  1.000  80 

14 Jumlah jenis penyakit hewan menular 

di kabupaten/kota  
   

 a. ≤ 2  200  4 

 b. 3-4  400  8 

 c. 5-6  600 2 12 

 d. 7-8  800  16 

 e. > 8  1.000  20 

15 Jumlah izin usaha tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan dalam 

lima tahun terakhir di 

kabupaten/kota  

   

 a. ≤ 20  200  16 

 b. 21-40 400  32 

 c. 41 -100  600 8 48 

 d. 101-200 800  64 

 e. > 200 1.000  80 

16. Jumlah izin usaha bidang peternakan 

dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) 

tahun terakhir di kabupaten/kota  

   

 a. ≤ 20  200  6 

 b. 21-40 400  12 

 c. 41-100 600 3 18 

 d. 101-200 800  24 

 e. >200 1.000  30 
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BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Luas Tahura dalam kabupaten/kota     

 a. ≤ 600.000 200  60 

 b. 600.001– 1.200.000 400  120 

 c. 1.200.001 – 1.800.000 600 30 180 

 d. 1.800.001 – 2.400.000 800  240 

 e. >2.400.000 1.000  300 

2 Jumlah jenis tanaman dan satwa 

koleksi pada Tahura di 

kabupaten/kota  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 a. ≤ 75 200 50 

100 b. 76 – 150 400 

c. 151 – 225 600     150 

d. 226 – 300 800  200 

 e. > 300 1.000  250 

3 Jumlah kelompok masyarakat yang 

dibina dan diberdayakan (LMDH, 

Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa 

yang berbatasan dengan kawasan 

Tahura kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 25 200  50 

 b. 26 – 50 400  100 

 c. 51 – 75 600 25 150 

 d. 76 – 100 800  200 

 e. > 100 1.000  250 
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CC.  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA 
 MINERAL 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jenis usaha pemanfaatan 

panas bumi langsung (wisata, 

agrobisnis, industri, dan lainnya) 

   

 a. ≤ 10 200  

 

40 

80 

 b. 11 – 20 400 160 

 c. 21 – 30 600 240 

 d. 31 – 40 800  320 

 e. >40 1.000  400 

2 Jumlah usaha pemanfaatan panas 

bumi langsung 

  

 

 a. ≤ 100 200  

 

40 

80 

 b. 101 – 200 400 160 

 c. 201 – 300 600 240 

 d. 301 – 400 800  320 

 e. >400 1.000  400 

 
DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah pelaku usaha yang memiliki 

izin yang masih berlaku bagi pedagang 

pasar rakyat, PKL, pengusaha toko 

dan pasar swalayan, dan pusat 

perbelanjaan 

   

 a. ≤ 1.000 200  20 

 b. 1.001 – 2.500 400  40 

 c. 2.501 – 10.000 600 10 60 

 d. 10.001 – 20.000 800  80 

 e. >20.000 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah distributor dan pengecer 

pupuk yang bersubsidi 

  

 

 a. ≤ 100 200  10 

 b. 101 – 200 400  20 

 c. 201 – 300 600 5 30 

 d. 301 – 400 800  40 

 e. > 400 1.000  50 

3 Jumlah tanda daftar gudang yang 

diterbitkan 

  

 

 a. ≤ 100 200  10 

 b. 101 – 200 400  20 

 c. 201 – 300 600 5 30 

 d. 301 – 400 800  40 

 e. > 400 1.000  50 

4 Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, 

Timbangan dan Perlengkapannya) 

  

 

 a. ≤ 1.000 200  40 

 b. 1.001 – 5.000 400  80 

 c. 5.001 – 10.000 600 20 120 

 d. 10.001 – 15.000 800  160 

e. >15.000 1.000  200 

5 Jumlah komoditi ekspor berdasarkan 

HS 2 digit yang produknya hanya ada 

di satu kabupaten/kota 

   

 a. ≤ 10 200  20 

 b. 11 – 30 400  40 

 c. 31 – 40 600 10 60 

 d. 41 – 50 800  80 

 e. > 50 1.000  100 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

6 Jumlah sarana distribusi (pasar) 

perdagangan yang ada di 

kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 20 200  50 

 b. 21 – 40 400  100 

 c. 41 – 70 600 25 150 

 d. 71 – 100 800  200 

 e. >100 1.000  250 

7 Jumlah pengecer minuman 

beralkohol 
  

 

 a. ≤ 3 200  10 

 b. 4 – 6 400  20 

 c. 7 – 10 600 5 30 

 d. 11 – 13 800  40 

 e. >13 1.000  50 

 

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah perusahaan industri kecil dan 

menengah 

   

 a. ≤ 3.000 200  120 

 b. 3.001 –5.500 400  240 

 c. 5.501 – 8.000 600 60 360 

 d. 8.001 –11.000 800  480 

 e. > 11.000 1.000  600 

2 Jumlah unit produksi dari industri 

kecil dan menengah 

  

 

 a. ≤ 8.000 200  40 

 b. 8.001 – 16.000 400  80 

 c. 16.001 – 25.000 600 20 120 

 d. 25.001 – 60.000 800  160 

 e. > 60.000 1.000  200 
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FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Luasan pencadangan tanah kawasan 

transmigrasi yang lokasinya dalam 

satu kabupaten (Ha)  

   

 a. ≤ 500 200  50 

 b. 501 – 2.500 400  100 

 c. 2.501 – 5.000 600 25 150 

 d. 5.001 – 7.500 800  200 

 e. > 7.500 1.000  250 

2 Luasan pencadangan kawasan dalam 

RKT yang lokasi kawasannya dalam 

satu kabupaten/kota, tidak termasuk 

kawasan transmigrasi yang sudah 

dibangun (RKT yang belum 

dimanfaatkan) (Ha)  

  

 

 a. ≤ 500 200  50 

 b. 501 – 2.500 400  100 

 c. 2.501 – 5.000 600 25 150 

 d. 5.001 –25.000 800  200 

 e. >25.000 1.000  250 

3 Jumlah kepala keluarga transmigran 

yang ditata berasal dari dalam satu 

kabupaten berdasarkan RKT (daerah 

asal) 

  

 

 a. ≤ 500 200  50 

 b. 501 – 1.000 400  100 

 c. 1.001 – 2.000 600 25 150 

 d. 2.001 –5.000 800  200 

 e. > 5.000 1.000  250 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

4 Jumlah kepala keluarga transmigran 

dan penduduk setempat dalam satuan 

permukiman yang akan ditempatkan 

berdasarkan RKT (daerah tujuan)  

  

 

 a. ≤ 500 200  4 

 b. 501 – 1.000 400  8 

 c. 1.001 – 2.000 600 2 12 

 d. 2.001 –5.000 800  16 

 e. > 5.000 1.000  20 

5 Jumlah kepala keluarga masyarakat 

transmigrasi (transmigran dan 

masyarakat sekitar) di satuan 

permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan 

SP tempatan) pada tahapan 

kemandirian 

  

 

 a. ≤ 500 200  6 

 b. 501 – 1.000 400  12 

 c. 1.001 – 2.000 600 3 18 

 d. 2.001 –5.000 800  24 

 e. > 5.000 1.000  30 
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III.  INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI 
PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 
A.    FAKTOR UMUM 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk provinsi (Jiwa)  

  

10 

 

a. ≤ 2.000.000 200 20 

b. 2.000.001– 4.000.000 400 40 

c. 4.000.001– 6.000.000 600 60 

d. 6.000.001– 8.000.000 800 80 

e. >8.000.000 1.000 100 

2 

 

 

 

 

 

Luas wilayah provinsi (Km2)  

 

5 

 

a. ≤ 600 200 10 

b. 601– 1.200 400 20 

c. 1.201– 1.800 600 30 

d. 1.801– 2.400 800 40 

e. > 2.400 1.000 50 

3 

 

 

 

 

 

Jumlah APBD provinsi (Rp)  

 

5 

 

a. ≤ 2.000.000.000.000 200 10 

b. 2.000.000.000.001 – 

4.000.000.000.000 
400 20 

c. 4.000.000.000.001 –

6.000.000.000.000 
600 30 

d. 6.000.000.000.001 –

8.000.000.000.000 
800 40 

e. >8.000.000.000.000 1.000 50 
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B.  FAKTOR TEKNIS 
 

A. SEKRETARIAT DAERAH 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah kebijakan Daerah provinsi 

(Peraturan Daerah, Peraturan 

Gubernur dan peraturan bersama 

gubernur) 

   

 a. ≤ 40 200  30 

 b. 41 – 80 400  

15 

60 

 c. 81 – 120 600 90 

 d. 121 – 160 800  120 

 e. >160 1.000  150 

2 Jumlah penduduk (jiwa)    

 a. ≤ 500.000 200  40 

 b. 500.001 – 1.000.000 400  80 

 c. 1.000.001 – 3.000.000 600 20 120 

 d. 3.000.001 – 5.000.000 800  160 

 e. >5.000.000 1.000  200 

3 Luas wilayah (Km2)    

 a. ≤ 2.000 200  20 

 b. 2.001– 6.000 400  

10 

40 

 c. 6.001– 10.000 600 60 

 d. 10.001– 15.000 800  80 

 e. >15.000 1.000  100 

4 Jumlah APBD provinsi (Rp)    

 a. ≤ 2.000.000.000.000 200  40 

 
b. 2.000.000.000.001–

4.000.000.000.000 
400  80 

 
c. 4.000.000.000.001– 

7.000.000.000.000 
600 20 120 

 
d. 7.000.000.000.001– 

11.000.000.000.000 
800  160 

 e. >11.000.000.000.000 1.000  200 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Jumlah Perangkat Daerah provinsi    

 a. ≤ 30 200  30 

 b. 31 – 34 400  60 

 c. 35 – 39 600 15 90 

 d. 40 – 42 800  120 

 e. >42 1.000  150 

 

B. SEKRETARIAT DPRD 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah anggota DPRD   

 

 

40 

 

 a. ≤ 50 200 80 

 b. 51 – 60 400 160 

 c. 61 – 70 600 240 

 d. 71 – 80 800 320 

 e. >80 1.000 400 

2 Jumlah fraksi DPRD    

 a. ≤ 2 200  80 

 b. 3 – 4 400  160 

 c. 5 – 6 600 40 240 

 d. 7 – 8 800  320 

 e. >8 1.000  400 
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C. INSPEKTORAT 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah APBD provinsi (Rp)    

 a. ≤ 2.000.000.000.000 200  80 

 b. 2.000.000.000.001–

4.000.000.000.000 
400  160 

 c. 4.000.000.000.001– 

7.000.000.000.000 
600 40 240 

 d. 7.000.000.000.001– 

11.000.000.000.000 
800  320 

 e. > 11.000.000.000.000 1.000  400 

2 Jumlah Perangkat Daerah provinsi    

 a. ≤ 30 200  50 

 b. 31 – 34 400  100 

 c. 35– 39 600 25 150 

 d. 40 –42 800  200 

 e. >42 1.000  250 

3 Jumlah pegawai ASN pada instansi 

Daerah provinsi 
   

 a. ≤ 4.000 200  30 

 b. 4.001 – 7.000 400  60 

 c. 7.001– 10.000 600 15 90 

 d. 10.001 –13.000 800  120 

 e. >13.000 1.000  150 

 

 

D. PERENCANAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah provinsi    

 a. ≤ 30 200  150 

 b. 31 – 34 400  

75 

300 

 c. 35– 39 600 450 

 d. 40 –42 800  600 

 e. >42 1.000  750 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah komisi DPRD  

 

2 

 

 a. ≤ 2 200 4 

 b. 3 – 4 400 8 

 c. 5 – 6  600 12 

 d. 7 –8 800 16 

 e. > 8 1.000 20 

3 Jumlah kabupaten/kota    

 

 

3 

 

 a. ≤ 9 200 6 

 b. 10 – 15 400 12 

 c. 16 – 22  600 18 

 d. 23 –29 800 24 

 e. > 29 1.000 30 

 

E.  KEUANGAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah barang inventaris milik 

Daerah 

  

 

 

 

5 

 

 a. ≤ 20.000 200 10 

 b. 20.001 – 40.000 400 20 

 c. 40.001 – 60.000 600 30 

 d. 60.001 –80.000 800 40 

 e. > 80.000 1.000 50 

2 Jumlah objek pajak provinsi    

 a. ≤ 10.000 200 
 

70 

b. 10.001 – 250.000 400 140 

 c. 250.001 – 500.000 600 35 210 

 d. 500.001 – 750.000 800  280 

 e. >750.000 1.000  350 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah APBD provinsi (Rp)  

 

35 

 

 a. ≤ 2.000.000.000.000 200 70 

 b. 2.000.000.000.001– 

4.000.000.000.000 
400 140 

 c. 4.000.000.000.001–  

7.000.000.000.000 
600 210 

 d. 7.000.000.000.001–  

11.000.000.000.000 
800 280 

 e. > 11.000.000.000.000 1.000 350 

4 Jumlah pengguna anggaran    

 a. ≤ 25 200  10 

 b. 26 – 36 400  

5 

20 

 c. 37– 40 600 30 

 d. 41 – 45 800  40 

 e. > 45 1.000  50 

 

F. KEPEGAWAIAN 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada 

intansi pemerintah provinsi 
 

 

 

10 

 

 a. ≤ 30 200 20 

 b. 31 – 40 400 40 

 c. 41 – 55 600 60 

 d. 56 – 70 800 80 

 e. >70 1.000 100 

2 Jumlah jabatan administrasi pada 

intansi pemerintah provinsi 
 

 

 

40 

 

 a. ≤ 2.000 200 80 

 b. 2.001 – 5.000 400 160 

 c. 5.001 – 7.000 600 240 

 d. 7.001 –9.000 800 320 

 e. >9.000 1.000 400 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah pemangku jabatan fungsional 

tertentu pada intansi pemerintah 

provinsi (termasuk SMA/SMK)  

 
 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 5.000 200 60 

 b. 5.001 – 8.000 400 120 

 c. 8.001 – 15.000 600 180 

 d. 15.001 –20.000 800 240 

 e. >20.000 1.000 300 

 
G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada 

instansi pemerintah provinsi 
 

 

 

10 

 

 a. ≤ 30 200 20 

 b. 31 – 40 400 40 

 c. 41 – 55 600 60 

 d. 56 – 70 800 80 

 e. >70 1.000 100 

2 Jumlah jabatan administrasi pada 

instansi pemerintah provinsi 

(administrator, pengawas dan 

pelaksana) 

 
 

 

 

 

40 

 

 a. ≤ 2.000 200 80 

 b. 2.001 – 4.000 400 160 

 c. 4.001 – 6.000 600 240 

 d. 6.001 – 8.000 800 320 

 e. >8.000 1.000 400 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

3 Jumlah pemangku jabatan fungsional 

tertentu pada instansi pemerintah 

provinsi (termasuk SMA/SMK)  

 
 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 5.000 200 60 

 b. 5.001 – 8.000 400 120 

 c. 8.001 – 15.000 600 180 

 d. 15.001 –20.000 800 240 

 e. >20.000 1.000 300 

 
H. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah organisasi Perangkat Daerah 

provinsi 

 

 

  

 

 a. ≤ 30 200       50 

 b. 31 – 34 400  100 

 c. 35 – 39 600 25 150 

 d. 40 – 42 800  1200 

 e. >42 1.000  250 

2 Luas wilayah provinsi (Km2)    

 a. ≤ 600 200  20 

 b. 601 – 10.000 400  40 

 c. 10.001 – 20.000 600 10 60 

 d. 20.001 – 50.000 800  80 

 e. >50.000 1.000  100 

3 Jumlah kebijakan Daerah provinsi 

(Perda provinsi dan Peraturan 

Gubernur) yang masih berlaku 

  

 

 a. ≤ 100 200  90 

 b. 101 – 400 400  180 

 c. 401 – 600 600 45 270 

 d. 601 –1.200 800  360 

 e. >1.200 1.000  450 
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IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI 
PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA  
 

A.      FAKTOR UMUM 
 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk  (Jiwa)  

  

10 

 

a. ≤ 100.000 200 20 

b. 100.001 – 200.000 400 40 

c. 200.001 – 500.000 600 60 

d. 500.001 –1.000.000 800 80 

e. > 1.000.000 1.000     100 

2 

 

 

 

 

 

Luas wilayah (Km2)  

 

5 

 

a. ≤ 150 200 10 

b. 151 – 300 400 20 

c. 301 – 450 600 30 

d. 451 –600 800 40 

e. > 600 1.000 50 

3 

 

 

 

 

 

Jumlah APBD (Rp)  

 

5 

 

a. ≤ 250.000.000.000 200 10 

b. 250.000.000.001 - 

500.000.000.000 
400 20 

c. 500.000.000.001 – 

750.000.000.000 
600 30 

d. 750.000.000.001 – 

1.000.000.000.000 
800 40 

e. >  1.000.000.000.000 1.000 50 
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B.  FAKTOR TEKNIS   
 

A. SEKRETARIAT DAERAH 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah kecamatan    

 a. ≤ 5 200  30 

 b. 6 – 10 400  60 

 c. 11 – 15 600 15 90 

 d. 16 – 20 800  120 

 e. >20 1.000  150 

2 Jumlah desa/kelurahan    

 a. ≤ 50 200  10 

 b. 51 – 100 400  20 

 c. 101 – 200 600 5 30 

 d. 201 – 300 800  40 

 e. > 300 1.000  50 

3 Jumlah Perangkat Daerah (selain 

kecamatan) 

 

 

 

 

 a. ≤ 25 200  40 

 b. 26 – 29 400  80 

 c. 30 – 33 600 20 120 

 d. 34 – 37 800 
 

160 

 e. > 37 1.000 120 

4 Jumlah kebijakan Daerah (peraturan 

kabupaten/kota, peraturan 

bupati/walikota dan peraturan 

bersama kepala daerah) yang masih 

berlaku 

  

 

 a. ≤ 50 200  30 

 b. 51 – 100 400  60 

 c. 101 – 150 600 15 90 

 d. 151 – 200 800  120 

 e. > 200 1.000  150 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

5 Jumlah pegawai aparatur sipil negara 

pada instansi pemerintah 

kabupaten/kota 

  

 

 a. ≤ 2.000 200  20 

 b. 2.001 – 3.000 400  40 

 c. 3.001 – 4.000 600 10 60 

 d. 4.001 – 9.000 800  80 

 e. > 9.000 1.000  100 

6 Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)    

 a. ≤ 250.000.000.000 200  30 

 
b. 250.000.000.001 – 

500.000.000.000 
400  60 

 
c. 500.000.000.001 – 

750.000.000.000 
600 15 90 

 
d. 750.000.000.001 

1.000.000.000.000 
800  120 

 e. >  1.000.000.000.000 1.000  150 

 

B. SEKRETARIAT DPRD 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah anggota DPRD   

 

 

40 

 

 a. ≤ 25 200 80 

 b. 26 – 30 400 160 

 c. 31 – 35 600 240 

 d. 36 – 40 800 320 

 e. >40 1.000 400 

2 Jumlah fraksi DPRD    

 a. ≤ 2 200  80 

 b. 3 – 4 400  160 

 c. 5– 6 600 40 240 

 d. 7 –8 800  320 

 e. > 8 1.000  400 
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C. INSPEKTORAT 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)    

 a. ≤ 250.000.000.000 200  60 

 
b. 250.000.000.001 – 

500.000.000.000 
400  120 

 
c. 500.000.000.001 – 

750.000.000.000 
600 30 180 

 
d. 750.000.000.001 

1.000.000.000.000 
800  240 

 e. >  1.000.000.000.000 1.000  300 

2 Jumlah kecamatan    

 a. ≤ 5 200  30 

 b. 6 – 10 400  60 

 c. 11 – 15 600 15 90 

 d. 16 – 20 800  120 

 e. >20 1.000  150 

3 Jumlah desa/kelurahan    

 a. ≤ 50 200  20 

 b. 51 – 100 400  40 

 c. 101 – 200 600 10 60 

 d. 201 – 300 800  80 

 e. > 300 1.000  100 

4 Jumlah Perangkat Daerah selain 

kecamatan 
  

 

 a. ≤ 25 200  30 

 b. 26 – 29 400  60 

 c. 30 – 33 600 15 90 

 d. 34 – 37 800  120 

 e. >37 1.000  150 

5 Jumlah pegawai aparatur sipil negara 

pada instansi Daerah kabupaten/kota  
  

 

 a. ≤ 2.000 200  20 

 b. 2.001 – 3.000 400  40 

 c. 3.001 – 4.000 600 10 60 

 d. 4.001 – 9.000 800  80 

 e. > 9.000 1.000  100 
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D. PERENCANAAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah 

kabupaten/kota (tidak termasuk 

kecamatan) 

   

 a. ≤ 25 200  140 

 b. 26– 29 400  280 

 c. 30– 33 600 70 420 

 d. 34 –37 800  560 

 e. > 37 1.000  700 

2  Jumlah komisi DPRD kabupaten/ 

kota 

  

 

 

 

2 

 

 a. ≤ 3 200 4 

 b. 4 – 5 400 8 

 c. 6 – 7 600 12 

 d. 8 –9 800 16 

 e. > 9 1.000 20 

3 Jumlah kecamatan   

 

 

3 

 

 a. ≤ 5 200 6 

 b. 6 – 10 400 14 

 c. 11 – 15 600 18 

 d. 16 – 20 800 24 

 e. >20 1.000 30 

4 
Jumlah kelurahan/desa atau nama 

lain 
  

 

 a. ≤ 50 200  10 

 b. 51 – 100 400  20 

 c. 101 – 200 600 5 30 

 d. 201 – 300 800  40 

 e. > 300 1.000  50 
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E.  KEUANGAN 

 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)  

 

25 

 

 a. ≤ 250.000.000.000 200 50 

 
b. 250.000.000.001 – 

500.000.000.000 
400 

100 

 
c. 500.000.000.001 – 

750.000.000.000 
600 

150 

 

d. 750.000.000.001 

1.000.000.000.000 
800 

200 

e. >  1.000.000.000.000 1.000 250 

2 Jumlah pengguna anggaran    

 a. ≤ 25  200  10 

 b. 26 – 30  400  20 

 c. 31 – 35  600 5 30 

 d. 36 – 40   800  40 

 e. >  40 1.000  50 

3 Jumlah barang inventaris milik 

Daerah 

  

 

 a. ≤ 20.000  200   30 

 b. 20.001 –40.000  400   60 

 c. 40.001 –60.000  600 15  90 

 d. 60.001 –80.000   800  120 

 e. >80.000 1.000  150 

4 Jumlah objek pajak kabupaten/kota   

 

 

 

20 

 

 a. ≤ 10.000  200  40 

 b. 10.001 – 20.000   400  80 

 c. 20.001 – 50.000   600 120 

 d. 50.001 – 100.000   800 160 

 e. > 100.000 1.000 200 

5 Luas wilayah kabupaten/kota (Km2)    

 a. ≤ 25   200  30 

 b. 26 – 100   400   60 

 c. 101  – 500   600 15  90 

 d. 501  – 1.500   800  120 

 e. > 1.500 1.000  150 
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F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada 

instansi pemerintah kabupaten/kota 

 

 

 

200 

400 

  

 
a. ≤ 30 

b. 31 – 34 

c. 35 – 39 

d. 40 –42 

e. > 42 

 20 

 
 

 40 

 600 10  60 

 800   80 

 1.000  100 

2 Jumlah jabatan administrasi pada 

instansi pemerintah kabupaten/kota 
 

 

 

 

40 

 

 a. ≤ 1.000 200 80 

 b. 1.001 – 2.000 400 160 

 c. 2.001 – 3.000 600 240 

 d. 3.001 – 4.000 800 320 

 e. > 4.000 1.000 400 

3 Jumlah pemangku jabatan fungsional 

pada    instansi     pemerintah 

kabupaten/kota 

 

 

 

 

30 

 

 a. ≤ 1.000 200 60 

 b. 1.001 – 4.000 400 120 

 c. 4.001 – 6.000 600 180 

 d. 6.001 –8.000 800 240 

 e. > 8.000 1.000 300 
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G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Perangkat Daerah 

kabupaten/kota (termasuk 

kecamatan) 

   

 a. ≤ 35 200  50 

 b. 35 – 40 400  100 

 c. 41 – 50 600 25 150 

 d. 51 – 60 800  200 

 e. >60 1.000  250 

2 Luas wilayah kabupaten/kota (Km2)    

 a. ≤ 150 200  20 

 b. 151 – 2.000 400  40 

 c. 2.001  – 3.000 600 10 60 

 d. 3.001  – 4.000 800  80 

 e. > 4.000 1.000  100 

3 Jumlah kebijakan Daerah 

kabupaten/kota (Perda dan peraturan 

bupati/walikota) 

  

 

 a. ≤  100 200  90 

 b. 101 – 700 400  180 

 c. 701 – 1.200 600 45 270 

 d. 1.201 – 1.500 800  360 

 e. >1.500 1.000  450 

 

H. KECAMATAN   

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Luas wilayah kecamatan (Km2)    

 a. ≤ 5 200  40 

 b. 6 – 10 400  80 

 c. 11 – 50 600 20 120 

 d. 51 –100 800  160 

 e. > 100 1.000  200 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA 

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

2 Jumlah kelurahan/desa atau nama 

lain 
 

 

 

35 

 

a. ≤ 5 200 70 

b. 6 – 10  400 140 

c. 11 – 15  600 210 

d. 16 – 20  800 280 

e. > 20 1.000 350 

3 Jumlah penduduk kecamatan  

 

25 

 

 a. ≤ 2.500 200 50 

 b. 2.501 – 5.000 400 100 

 c. 5.001 – 10.000 600 150 

 d. 10.001 – 15.000 800 200 

 e. > 15.000 1.000 250 

 

 
V.  TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS 

PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH 

 
Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan 

besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
 

1. Langkah 1: 
 Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis 

dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan 
sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.  

 

Contoh: 

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan 
interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut: 
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NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL 
SKALA  

NILAI 

BOBOT 

(%) 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah kelurahan/desa atau nama 

lain  
   

 a. ≤ 10 200  20 

 b. 11 – 25 400  40  

 c. 26 – 50  600 10 60 

 d. 51 –300 800  80 

 e. > 300 1.000  100 

 

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 kelurahan/desa 
atau nama lain. Berdasarkan tabel di atas, skala nilai untuk indikator jumlah 

kelurahan/desa atau nama lain di Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada interval 4 
(51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian, perhitungan nilai 

indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain untuk Kabupaten Aceh Barat Daya 
adalah sebagai berikut:  

 
800  x 10 % = 80 

 

2. Langkah 2: 

 Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel 
teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut. 

 
3. Langkah 3: 

 Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan 
variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai 

berikut: 
a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu); 

b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di 
seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu); 

c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma 
dua); 

d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat); 
e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma 

empat);  
f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); 

dan 
g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu 

koma lima). 
 

 Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut 
dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar. 
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4. Langkah 4: 
  

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah 

berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil 

dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang; 
b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil 

dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang; 
c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi 

dalam Perangkat Daerah tipe C; 
d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan 

diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B; 
e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam 

Perangkat Daerah tipe A. 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

        ttd. 

             JOKO WIDODO 

 
 

 

 
 

 













 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang:  

 

a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan 

lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan 
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu 

mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap 

dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai 
dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara; 

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga 

perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum 
masyarakat sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

 Mengingat: . . . 
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Mengingat: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, 

Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A,  

Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, 
Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), 

Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3),    

Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4)  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:

  

UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN 

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH. 

  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya 
disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 3.Dewan . . . 
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3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota 

yang selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai penyelenggara pemilihan umum. 

6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat 

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

9. Hari adalah hari kerja. 

 
BAB II 

MPR 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

Pasal 2 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 
melalui pemilihan umum. 

 

 

 

Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. 

 

Bagian Kedua 

Wewenang dan Tugas 

Paragraf 1 
Wewenang 

Pasal 4 

MPR berwenang: 

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil 

pemilihan umum;  

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah 

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan 

oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 

Presiden dalam masa jabatannya; dan 

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang pasangan calon presiden 

dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 

berakhir masa jabatannya. 

 
Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Tugas 

Pasal 5 

MPR bertugas: 

a. memasyarakatkan ketetapan MPR; 

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

pelaksanaannya; dan 

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki 

kemandirian dalam menyusun anggaran yang 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan 
kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan MPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi 

kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya 

khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk 
dibahas bersama. 

(3) Anggaran MPR dikelola  oleh Sekretariat Jenderal MPR 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 
 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Keanggotaan 

Pasal 7 

(1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan 

Presiden. 

(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan 

berakhir pada saat anggota MPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. 

 

Pasal 8 

(1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang 

paripurna MPR. 

(2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan 
sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji 

yang dipandu oleh pimpinan MPR. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 9 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai 

berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai 

anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

bahwa . . . 
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bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan 

demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan 
daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional 

demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 

memperjuangkan aspirasi rakyat drah yangya wakili untuk 

Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Anggota 

Paragraf 1 

Hak Anggota 

Pasal 10 

Anggota MPR berhak: 

a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan 
keputusan; 

c. memilih dan dipilih; 

d. membela diri; 

e. imunitas; 

f. protokoler; dan 

g. keuangan dan administratif. 

 

Paragraf 2 
Kewajiban Anggota 

Pasal 11 

Anggota MPR berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan 
perundang-undangan;  

 

 

c. memasyarakatkan . . . 
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c. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 

d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 

dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

e. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan golongan; dan  

f. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil 

daerah. 

 

 

Bagian Kelima 
Fraksi dan Kelompok Anggota MPR 

Paragraf 1 

Fraksi 

Pasal 12 

(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang 

mencerminkan konfigurasi partai politik. 

(2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang 

memenuhi ambang batas perolehan suara dalam 

penentuan perolehan kursi DPR. 

(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR 

harus menjadi anggota salah satu fraksi. 

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR 
dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

wakil rakyat. 

(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan 

fraksi masing-masing. 

(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi. 

 

 

 
 

 

 
 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Kelompok Anggota 

Pasal 13 

(1) Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota 

MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD.  

(2) Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan 
optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. 

(3) Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya 
menjadi urusan kelompok anggota. 

(4) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas 

kelompok anggota. 

 

 
Bagian Keenam 

Alat Kelengkapan 

 
Pasal 14 

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: 

a. pimpinan; dan 

b. panitia ad hoc MPR. 

 

Paragraf 1 

Pimpinan 

Pasal 15 

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan         

4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 

anggota MPR. 

(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket 

yang bersifat tetap. 

 

 

 

(3) Bakal . . . 
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(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau 

kelompok anggota disampaikan di dalam sidang 

paripurna. 

(4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon pimpinan MPR. 

(5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan 

ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. 

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR 

dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh 
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR 

dalam rapat paripurna MPR. 

(7) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali 
untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara MPR. 

(8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua dan 

termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang 

berbeda. 

(9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang 
tata tertib. 

 

Pasal 16 

(1)  Pimpinan MPR bertugas:  

a. memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil 
sidang untuk diambil keputusan;  

b. menyusun rencana kerja dan mengadakan 

pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; 

c. menjadi juru bicara MPR; 

d. melaksanakan putusan MPR; 

 

 

e. mengoordinasikan . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 11 - 

 

 

e. mengoordinasikan anggota MPR untuk 

memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

f. mewakili MPR di pengadilan;  

g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran 

MPR; dan 

h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam 
sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas 

pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

Pasal 16 

Pasal 17 

(1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c apabila:  

a. diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota 

DPD; atau 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

pimpinan MPR. 

(3) Dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dari fraksi 
atau kelompok anggota asal pimpinan MPR yang 

bersangkutan menggantikannya paling lambat 30 (tiga 

puluh) Hari sejak pimpinan berhenti dari jabatannya. 

(4) Penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR 
berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada 

anggota. 

PPPPPasal 1 

A 

Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih 

berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya 
mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana 

tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 

(2) Dalam hal pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR 

yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. 

(3) Dalam hal pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan MPR yang 

bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai 

pimpinan MPR. 

 
 

Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian 
dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan 

MPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Panitia Ad Hoc MPR 

Pasal 20 

(1) Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling 

sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang 

susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD 

secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok 
anggota MPR. 

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 

oleh unsur DPR dan unsur DPD dari setiap fraksi dan 
kelompok anggota MPR. 

 

 

 

Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

(1) Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 20 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan 
oleh MPR. 

(2) Setelah terbentuk, panitia ad hoc MPR segera 

menyelenggarakan rapat untuk membahas dan 
memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.  

 

Pasal 22 

(1) Panitia ad hoc MPR bertugas: 

a.  mempersiapkan bahan sidang MPR; dan 

b.  menyusun rancangan putusan MPR.  

(2)  Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang 

paripurna MPR. 

(3) Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai. 

 

Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dalam 
peraturan MPR tentang tata tertib. 

 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas  

Paragraf 1 

Perubahan Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 24 

(1)  MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(2)  Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan 
pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Pasal 25 . . . 
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Pasal 25 

(1) Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh paling 
sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota MPR.  

(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan 

menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah 
beserta alasannya. 

 

Pasal 26 

(1)  Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada 

pimpinan MPR. 

(2)  Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR memeriksa 
kelengkapan persyaratannya yang meliputi: 

a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 25 ayat (1); dan 

b.  pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak usul 

pengubahan diterima. 

 

Pasal 27 

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (3), pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan 
fraksi dan pimpinan kelompok anggota MPR untuk 

membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2). 

 

 

 

 

 

Pasal 28 . . . 
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Pasal 28 

(1)  Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi 

kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2), pimpinan MPR memberitahukan 

penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada 

pihak pengusul beserta alasannya. 

(2)  Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan 

MPR memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pimpinan MPR wajib 
menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lama 

60 (enam puluh) Hari. 

(3)  Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang 
telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 

14 (empat belas) Hari sebelum dilaksanakan sidang 

paripurna MPR.  

 

Pasal 29 

Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2) dilakukan  kegiatan sebagai berikut:  

a. pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta 

alasannya; 

b. fraksi dan kelompok anggota MPR memberikan 
pemandangan umum terhadap usul pengubahan; dan 

c. membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul 

pengubahan dari pihak pengusul. 

 

Pasal 30 

(1) Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia ad hoc 

melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf c. 

(2) Fraksi dan kelompok anggota MPR menyampaikan 

pemandangan umum terhadap hasil kajian panitia            
ad hoc. 

 

 

 

Pasal 31 . . . 
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Pasal 31 

(1) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2) dihadiri oleh paling sedikit 2/3              
(dua per tiga) dari jumlah anggota MPR. 

(2) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.     

 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 

keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam 
peraturan MPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2  

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden  
Hasil Pemilihan Umum  

Pasal 33 

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan 
umum dalam sidang paripurna MPR. 

 

Pasal 34 

(1)  Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk 
menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka 

pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan 

umum.  

(2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon presiden 
dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna 

MPR.  

 

 

 

 

(3) Dalam . . . 
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(3)  Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33, pimpinan MPR membacakan 

keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden.  

(4)  Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 
dengan bersumpah menurut agama atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna 

MPR. 

(5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan 

Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat 

paripurna DPR.  

(6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan 
Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 

pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan 
Mahkamah Agung.  

(7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 

ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta 
pimpinan MPR. 

(8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan 

Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal 
masa jabatan.  

 

Pasal 35 

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden 

Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya 

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan 

bangsa.” 

 

 

Janji . . . 
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Janji Presiden (Wakil Presiden):  

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 

menjalankan segala undang-undang dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan 

bangsa.” 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden  

dalam Masa Jabatannya 
 

Pasal 36 

(1)  MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

(2)  Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh 

DPR. 

 

Pasal  37 

(1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR 
untuk memutuskan usul DPR mengenai 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada 

masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (2). 

(2)  Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam                           

Pasal 36 ayat (2) harus dilengkapi putusan Mahkamah 
Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela; 

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. 

 

 

Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

(1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil 

Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang 
berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam 

sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (1). 

(2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir 

untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap 

mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).  

(3) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diambil dalam sidang 

paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4            

(tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 

yang hadir. 

Pasal 39 

(1) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, 

Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari 
jabatannya.  

(2) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, 
Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa 

jabatannya. 

(3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR. 

 

Pasal 40 

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden 

mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sidang 
paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

tidak dilanjutkan. 

 

 

Paragraf 4 . . . 
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Paragraf 4 

Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden  

Pasal 41 

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia 
digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa 

jabatannya. 

Pasal 42 

(1)  Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera 

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk 
melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden 
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden 
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan 

disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 43 

Sumpah/janji Presiden sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 42 sebagai berikut: 

Sumpah Presiden: 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang 

dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 

kepada nusa dan bangsa.” 

Janji Presiden: 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta 
berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 
Pasal 44 . . . 
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Pasal 44 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 

ditetapkan dengan ketetapan MPR.  

 

Pasal 45 

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden 

menyampaikan pidato pelantikan.  

 

Paragraf 5 

Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden  

Pasal 46 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR 

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu 

paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil 

Presiden.  

(2)  Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden 

beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan 

MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum 
penyelenggaraan sidang paripurna MPR.  

(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon 
wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. 

(4) Dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 
pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang 

paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan. 

(5) Calon wakil presiden yang memperoleh suara 

terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR 
ditetapkan sebagai Wakil Presiden. 

(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama 

banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi. 

(7)  Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di 

antara calon wakil presiden.  

 

 

Pasal 47 . . . 
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Pasal 47 

(1) MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang 
paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 

sidang paripurna MPR.  

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang 

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji 
dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna 

DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat 
paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR 

dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 48 

Sumpah/janji Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 sebagai berikut: 

Sumpah Wakil Presiden: 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta 
berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

Janji Wakil Presiden: 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala 

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 

 

 

Pasal 49 . . . 
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Pasal 49 

Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ditetapkan dengan ketetapan MPR. 

 

 

Paragraf 6 
Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden  

Pasal 50 

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana 

tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-

sama. 

 

Pasal 51 

(1) Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara ber-
samaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, MPR 

menyelenggarakan sidang paripurna paling lama            

30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 

secara bersamaan. 

(2) Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam 

sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik 

atau gabungan partai politik yang pasangan calon 
presiden dan wakil presidennya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon 
presiden dan wakil presiden. 

 

 

 

(3) Paling . . . 
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(3)  Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat 

pemberitahuan dari pimpinan MPR, partai politik atau 

gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menyampaikan calon presiden dan wakil 

presidennya kepada pimpinan MPR. 

(4) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang meraih suara terbanyak pertama dan 

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan 

kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik 

kembali.  

(5) Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang mengenai pemilihan umum presiden 
dan wakil presiden. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap 

kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi 
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

diajukan diatur dalam peraturan MPR tentang tata 

tertib.  

 

Pasal 52 

(1) Pemilihan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil 
presiden dalam sidang paripurna MPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan 

pemungutan suara. 

(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
memperoleh suara terbanyak dalam sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

(3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan 

calon presiden dan wakil presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan 
suara diulang 1 (satu) kali lagi. 

 

 
 

 
 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, 

MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua 
pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada 

partai politik atau gabungan partai politik pengusul 

untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR. 
 

(5) Dalam hal MPR memutuskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5)  

dan ayat (6). 
 

Pasal 53 

(1) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dalam 

sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut 

agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan sidang paripurna MPR.  

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan 

Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat 

paripurna DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan 

Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 
pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan 

Mahkamah Agung. 
 

Pasal 54 

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala 

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 Janji . . . 
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Janji Presiden (Wakil Presiden): 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik 
Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 

Pasal 55 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan dengan ketetapan 

MPR. 
[ 

Pasal 56 

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden 

menyampaikan pidato pelantikan.  

 

Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Hak Anggota  

Paragraf 1 

Hak Imunitas 

Pasal 57 

(1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas.  

(2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan 

pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau 
pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR 

ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang 
berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. 

(3)  Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 
dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat 

MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang 

berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. 

 

 

(4) Ketentuan . . . 
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(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam 
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

 
Paragraf 2 

Hak Protokoler 

Pasal 58 

(1)  Pimpinan dan anggota MPR  mempunyai hak 

protokoler. 

(2)  Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak 

protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Paragraf 3 
Hak Keuangan dan Administratif 

Pasal 59 

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak 
keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan 

anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
hak anggota MPR diatur dalam peraturan MPR tentang 

tata tertib.  

 

 
 

 

 

Bagian Kesembilan . . . 
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Bagian Kesembilan 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Paragraf 1  
Persidangan  

Pasal 61 

(1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun 

di ibu kota negara. 

(2) Persidangan MPR diselenggarakan untuk 
melaksanakan wewenang dan tugas MPR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

 

Pasal 62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan 

diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Pengambilan Keputusan 

Pasal 63 

Sidang MPR dapat mengambil keputusan apabila: 

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% 
(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dari 

seluruh anggota MPR untuk mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 

anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk 
memutuskan usul DPR tentang pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

c. dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah anggota MPR ditambah 1 (satu) anggota MPR 

dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota 
MPR yang hadir untuk  sidang  selain sebagaimana  

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b. 

 

 

Pasal 64 . . . 
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Pasal 64 

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 terlebih dahulu diupayakan 
dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan 
diambil melalui pemungutan suara.  

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, 
dilakukan pemungutan suara ulang. 

(4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hasilnya masih belum 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), berlaku ketentuan:  

a. pengambilan keputusan ditangguhkan sampai 

sidang berikutnya; atau 

b. usul yang bersangkutan ditolak. 

 

Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 

keputusan sidang MPR diatur dalam peraturan MPR 

tentang tata tertib. 

 

Bagian Kesepuluh 

Penggantian Antarwaktu  

Pasal 66 

(1) Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan 

apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR 

atau anggota DPD. 

(2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat 
penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan 

dengan keputusan Presiden. 

 

 

 

 

BAB III . . . 
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BAB III 

DPR 

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan 

Pasal 67 

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.  

 

Pasal 68 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. 

 

Bagian Kedua 
Fungsi 

Pasal 69 

(1)  DPR mempunyai fungsi: 

a.  legislasi; 

b.  anggaran; dan 

c.  pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk 

mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan 
politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Pasal 70 

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan 

DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk 
undang-undang.  

 

 

 

 

(2) Fungsi . . . 
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(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk 

membahas dan memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan terhadap rancangan 

undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 

Presiden.  

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan 
APBN.  

 

Bagian Ketiga 

Wewenang dan Tugas 

Paragraf 1 

Wewenang 

Pasal 71 

DPR berwenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan 
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;   

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan terhadap peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden untuk menjadi undang-undang;   

c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan 

oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD 

sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR 
dan Presiden;   

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan 

undang-undang tentang APBN dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama; 

 

 

 

e. membahas . . . 
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e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas 

rancangan undang-undang tentang APBN yang 
diajukan oleh Presiden; 

f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan 

yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;    

g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 
menyatakan perang dan membuat perdamaian 

dengan negara lain;  

h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional 

tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan 
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara dan/atau mengharuskan 

perubahan atau pembentukan undang-undang;   

i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 

pemberian amnesti dan abolisi;  

j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengangkat duta besar dan menerima penempatan 

duta besar negara lain;  

k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD;    

l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas 

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi 

Yudisial;  

m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang 

diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai 

hakim agung oleh Presiden; dan   

n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan 

mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan 

dengan keputusan Presiden.  

 

 

 

 
 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Wewenang 

Tugas 

Pasal 72 

DPR bertugas: 

a. menyusun, membahas, menetapkan, dan 
menyebarluaskan program legislasi nasional; 

b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan 

rancangan undang-undang; 

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan 

oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah;   

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;  

e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

yang disampaikan oleh BPK;  

f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan 
aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar  
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 

keuangan negara;  

g. menyerap, menghimpun, menampung, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan  

h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-

undang.  

 

 

 

 

 

Pasal 73 . . . 
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Pasal 73 

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, 

berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, 
badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis 

untuk hadir dalam rapat DPR.  

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 
hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi 

panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) 

kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat 
menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak 

menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat 

menggunakan hak mengajukan pertanyaan. 

(4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 

setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa 

alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan 
paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, 

yang bersangkutan dapat disandera paling lama              

30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 74 

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, 

berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat 
negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga 

negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, 

rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, 
rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim 

pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR 

demi kepentingan bangsa dan negara. 

 

 

 

(2) Setiap . . . 
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(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, warga negara, atau penduduk wajib 

menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang 

mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat 
menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR 

mengajukan pertanyaan.  

(4) Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah 

mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi 

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat 
menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat atau hak anggota DPR 

mengajukan pertanyaan. 

(5) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan 
sanksi administratif kepada pejabat negara atau 

pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau 

mengabaikan rekomendasi DPR. 

(6) Dalam hal badan hukum atau warga negara 

mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi 

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  DPR dapat 
meminta kepada instansi yang berwenang untuk 

dikenai sanksi.  

 

Pasal 75 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, 

DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran 

yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan 
disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama 

DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi 

kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya 
khusus dan mengajukannya kepada Presiden untuk 

dibahas bersama. 

 (3) Anggaran . . . 
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(3) Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Bagian Keempat 
Keanggotaan 

Pasal 76 

(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) 
orang. 

 

(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan 
Presiden. 

 

(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik 
Indonesia. 

 

(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan 
berakhir pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. 
 

(5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan 

DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. 
 

(6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat 

kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai 
anggota Badan Musyawarah. 

 

Pasal 77 

(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat 

paripurna DPR. 

(2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji 

yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 

 (3) Ketentuan . . . 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 78 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai 

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan 

demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Bagian Kelima 
Hak DPR 

Pasal 79 

(1) DPR mempunyai hak: 

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan 

kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah 

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

 

(3) Hak . . . 
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(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         

huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau 
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal 

penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

(4) Hak  menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk 
menyatakan pendapat atas: 

a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar 

biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia 
internasional; 

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak 

angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau 

c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

melakukan pelanggaran hukum baik berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun 

perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota  

Paragraf 1 

Hak Anggota 

Pasal 80 

Anggota DPR berhak: 

a. mengajukan usul rancangan undang-undang; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

 

 

 

 

f. imunitas . . . 
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f. imunitas; 

g. protokoler;  

h. keuangan dan administratif; 

i. pengawasan;  

j. mengusulkan dan memperjuangkan program 

pembangunan daerah pemilihan; dan 

k. melakukan sosialiasi undang-undang. 

 

 

Paragraf 2 
Kewajiban Anggota  

Pasal 81 

Anggota DPR berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara; 

g. menaati tata tertib dan kode etik; 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja 
dengan lembaga lain; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 
pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 

politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Bagian Ketujuh . . . 
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Bagian Ketujuh 

Fraksi 

Pasal 82 

(1) Fraksi merupakan pengelompokkan anggota 

berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil 

pemilihan umum. 

(2) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi. 

(3) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi 

ambang batas perolehan suara dalam penentuan 
perolehan kursi DPR. 

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

fungsi, wewenang,  tugas  DPR, serta hak dan kewajiban 
anggota DPR. 

(5) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli. 

(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, 

anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan 
tugas fraksi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli 

fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam 
peraturan DPR. 

 

Bagian Kedelapan 
Alat Kelengkapan  

Pasal 83 

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Badan Musyawarah; 

c. komisi; 

d. Badan Legislasi; 

e. Badan Anggaran; 

f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; 

g. Mahkamah Kehormatan Dewan; 

h. Badan Urusan Rumah Tangga; 

 

 

 

 

i. Panitia . . . 
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i. panitia khusus; dan 

j. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 

oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR 
dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur 

dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

(3) Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. tenaga administrasi; dan 

b. tenaga ahli. 

(4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan 
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 1  
Pimpinan 

Pasal 84 

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan        
4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 

anggota DPR. 

(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang 
bersifat tetap. 

(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan 

disampaikan  dalam rapat paripurna DPR. 

(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR. 

(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan 

ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR 

dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh 

suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR 

dalam rapat paripurna DPR. 

 

 

(7) Selama . . . 
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(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan 
sementara DPR. 

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan 
termuda dari fraksi yang berbeda.  

(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 
pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib. 

 

Pasal 85 

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji 

yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 

 

Pasal 86 

(1) Pimpinan DPR bertugas:  

a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil 
sidang untuk diambil keputusan;  

b. menyusun rencana kerja pimpinan;  

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan 
pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat 

kelengkapan DPR; 

d. menjadi juru bicara DPR;  

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan 

DPR; 

f.   mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga 

negara lainnya; 

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan 

pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan 

keputusan DPR; 

 

 

 

 

h. mewakili . . . 
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h. mewakili DPR di pengadilan;  

i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan 
penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan 

Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya 

dilakukan dalam rapat paripurna; dan 

k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat 
paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas 
pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 

Pasal 87 

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) berhenti dari jabatannya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan.  

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR 

berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah 

dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan 
DPR; 

 

 

 

 

 

c. dinyatakan . . . 
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c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;  

e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh 

partai politiknya;  

f.  melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini; atau  

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari 

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di 

antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan 

yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan 
yang definitif. 

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari 

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penggantinya berasal dari partai politik yang sama. 

(5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya 

apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih. 

(6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak 
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang 

bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai 
pimpinan DPR.  

 

 

 

 

 

Pasal 88 . . . 
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Pasal 88 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian 

dan penggantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR 
tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Badan Musyawarah 

Pasal 89 

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 

Pasal 90 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan 

Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR 
dan permulaan tahun sidang.  

(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 

1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR 
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 

fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 

 

Pasal 91 

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan 

Badan Musyawarah. 

 

Pasal 92 

(1) Badan Musyawarah bertugas: 

a.  menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun 

sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian 

dari suatu masa sidang, perkiraan waktu 
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu 

penyelesaian rancangan undang-undang, dengan 

tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna 
untuk mengubahnya; 

 

 

b. memberikan . . . 
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b.   memberikan pendapat kepada pimpinan DPR 

dalam menentukan garis kebijakan yang 

menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR; 

c.   meminta dan/atau memberikan kesempatan 
kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk 

memberikan keterangan/penjelasan mengenai 

pelaksanaan tugas masing-masing;  

d.   mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah 

dalam hal undang-undang mengharuskan 
Pemerintah atau pihak lainnya melakukan 

konsultasi dan koordinasi dengan DPR;  

e.   menentukan penanganan suatu rancangan 

undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lain 

yang diatur dalam undang-undang oleh alat 

kelengkapan DPR; 

f.   mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai 

jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan 
mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam 

konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan  

g.   melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh 

rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. 

(2) Badan Musyawarah menyusun rencana kerja dan 
anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada 

Badan Urusan Rumah Tangga. 

 

Pasal 93 

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas 
suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas 

DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a. 

 

Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan 

Musyawarah diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 

 

Paragraf 3 . . . 
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Paragraf 3 

Komisi 

Pasal 95 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 

DPR yang bersifat tetap. 

 

Pasal 96 

(1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat 
paripurna menurut perimbangan dan pemerataan 

jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa 

keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada 

setiap masa sidang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah komisi dan 

jumlah anggota komisi diatur dalam peraturan DPR 

tentang Tata Tertib. 

 

Pasal 97 

(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 

paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang 
bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah untuk mufakat.  

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan 
komisi. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 

 

 

(5) Pemilihan . . . 
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(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang 

dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan 
susunan dan keanggotaan komisi. 

(6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang 

tata tertib. 

 

Pasal 98 

(1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang 

adalah mengadakan persiapan, penyusunan, 

pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-
undang. 

(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah: 

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai 
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup 

tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;  

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul 

penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang termasuk dalam ruang 

lingkup tugasnya bersama-sama dengan 

Pemerintah; 

c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran 

untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga 

yang menjadi mitra kerja komisi;  

d. mengadakan pembahasan laporan keuangan 

negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil 
pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang 

lingkup tugasnya; 

e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil 

pembahasan sebagaimana dimaksud dalam            
huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan 

Anggaran untuk sinkronisasi; 

 

 
f. membahas . . . 
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f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran 

untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga 

yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan          
hasil sinkronisasi alokasi anggaran 

kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran; 

g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran 

hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; 
dan 

h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per 
program yang bersifat tahunan dan tahun jamak 

yang menjadi mitra komisi bersangkutan.  

(3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi: 

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan 

pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang 

lingkup tugasnya; 

b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 

c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal 
rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan 

pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan 

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 

d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

Pemerintah; dan 

e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 

(4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat 

mengadakan: 

a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh 
menteri/pimpinan lembaga; 

b. konsultasi dengan DPD; 

c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah 
yang mewakili instansinya; 

 

 

 

 

d. rapat . . . 
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d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan 

komisi maupun atas permintaan pihak lain; 

e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar 
pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili 

instansinya yang tidak termasuk dalam ruang 

lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau 

f. kunjungan kerja. 

(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan 

tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4). 

(6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi 

atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat 
antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan 

oleh Pemerintah. 

(7) Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak 

interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau 

hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi 

administratif kepada pejabat negara dan pejabat 
pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(9) Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) DPR dapat meminta kepada instansi yang 

berwenang untuk dikenai sanksi.  

(10) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa 
keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang 

belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai 

bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 

(11) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk 

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 
Tangga. 

 

 

 

Pasal 99 . . . 
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Pasal 99 

Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, 

gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi 
diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat 

diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. 

 

Pasal 100 

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi 

ditetapkan dengan keputusan DPR. 

 

Pasal 101 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, tugas dan mekanisme kerja komisi diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 4 
Badan Legislasi 

Pasal 102 

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.  

 

Pasal 103 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan 
Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, 

permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. 

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) 

kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi 
dan komisi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Badan 

legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 

 

Pasal 104 . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 52 - 

 

 

Pasal 104 

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2)  Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang 
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam 

satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan 
fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk 

mufakat.  

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan 

Legislasi. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan 

Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 

penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi. 

(6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 
pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR 

tentang tata tertib. 

 

Pasal 105 

(1) Badan Legislasi bertugas: 

a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang 
memuat daftar urutan rancangan undang-undang 

beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas 

tahunan di lingkungan DPR; 

b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi 

nasional yang memuat daftar urutan rancangan 
undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) 

tahun dan prioritas tahunan antara DPR, 

Pemerintah, dan DPD; 

 

 
c. melakukan . . . 
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c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsep rancangan undang-undang yang 

diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi 
sebelum rancangan undang-undang tersebut 

disampaikan kepada Pimpinan DPR; 

d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan 

undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, 

komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas  
rancangan undang-undang atau di luar rancangan 

undang-undang yang terdaftar dalam program 

legislasi nasional;  

e. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau 

penyempurnaan rancangan undang-undang yang 
secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah; 

f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap 

undang-undang; 

g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan 

peraturan DPR; 

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi 

terhadap pembahasan materi muatan rancangan 
undang-undang melalui koordinasi dengan komisi 

dan/atau panitia khusus; 

i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan 

j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah 
di bidang perundang-undangan pada akhir masa 

keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh 

Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. 

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran 
untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, 

yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan 

Rumah Tangga. 

 

Pasal 106 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, tugas, dan mekanisme Badan Legislasi diatur 
dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 

 

Paragraf 5 . . . 
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Paragraf 5 

Badan Anggaran 

Pasal 107 

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 

Pasal 108 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan 

Anggaran berdasarkan representasi anggota dari setiap 

provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan 
jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh fraksi 

yang bersangkutan pada setiap masa sidang. 

(3) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota 
dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan 

memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan 

usulan fraksi.  

 

Pasal 109 

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam 
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 

sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.  

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan 
Anggaran. 

 

 

 

 

 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan 

Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 

penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran. 

(6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan 
pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 
pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR 

tentang tata tertib. 

 

Pasal 110 

(1) Badan Anggaran bertugas: 

a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh 

menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan 

fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk 
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga 

dalam menyusun usulan anggaran; 

b. menetapkan pendapatan negara bersama 

Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi 

yang berkaitan; 

c. membahas rancangan undang-undang tentang 

APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh 
menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi 

dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer 

daerah dengan mengacu pada keputusan rapat 
kerja komisi dan Pemerintah; 

d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi 
dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai 

rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 

e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program 

pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan 

komisi; 

f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi 
yang berkaitan dengan APBN; dan 

g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan 
undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN. 

(2) Badan . . . 
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(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran 
yang sudah diputuskan oleh komisi. 

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) harus mengupayakan 

alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan 

menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada komisi melalui rapat 

komisi. 
 

Pasal 111 

Badan Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran 

untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 
 

Pasal 112 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, tugas, dan mekanisme kerja Badan Anggaran 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 6 

Badan  Kerja  Sama Antar-Parlemen 

Pasal 113 

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya 

disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 

Pasal 114 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada 

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 
sidang. 
 

(2) Keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan penggantian oleh fraksi yang 
bersangkutan pada setiap masa sidang. 

 

 

(3) Jumlah . . . 
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(3) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat 

paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan 

jumlah anggota setiap fraksi. 

 

Pasal 115 

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 

paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat 
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat.  

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin 
oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan BKSAP. 

(6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan 
pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang 
tata tertib. 

 

Pasal 116 

(1) BKSAP bertugas: 

a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan 
hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR 

dan parlemen negara lain, baik secara bilateral 

maupun multilateral, termasuk organisasi 
internasional yang menghimpun parlemen dan/atau 

anggota parlemen negara lain; 

 b. menerima . . . 
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b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain 

yang menjadi tamu DPR; 

c.  mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan 
DPR ke luar negeri; dan 

d.  memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR 

tentang masalah kerja sama  antarparlemen. 

(2) BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa 

keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh 
BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.  

 

Pasal 117 

BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk 

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 

 

Pasal 118 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 

susunan, tugas, dan mekanisme kerja BKSAP diatur dalam 
peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 
Paragraf 7 

Mahkamah Kehormatan Dewan 

Pasal 119 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan 

merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 

lembaga perwakilan rakyat.  

 

 

 

 

Pasal 120 . . . 
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Pasal 120 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah 

Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi 
dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan 

jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah            

17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat 

paripurna.  

 

Pasal 121 

(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan 

satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 

(satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang 

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang 

bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan 

Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, 
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin 
oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPR. 

 

 

 

(7) Ketentuan . . . 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 122 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan 

penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan  terhadap 
anggota karena: 

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 81; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 

tanpa keterangan yang sah; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR 

sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon 

anggota DPR yang diatur dalam undang–undang 
mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; dan/atau 

d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan 
penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.  

(3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil 

pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama 
dengan lembaga lain. 

 

Pasal 123 

Mahkamah Kehormatan Dewan menyusun rencana kerja 
dan anggaran  setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 

 

 

 

Pasal 124 . . . 
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Pasal 124 

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa: 

a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi 

kewajibannya; 

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 

c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

telah memperoleh putusan yang berkekuatan 
hukum tetap.  

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan 

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan:  

a. hasil verifikasi; dan   

b. usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan 
tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan 
pemberitahuan kepada pimpinan DPR atas keputusan 

tindak lanjut penanganan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).  

 

Pasal 125 

(1) Aduan yang diajukan kepada Mahkamah Kehormatan 

Dewan paling sedikit memuat: 

a. identitas pengadu;  

b. identitas teradu; dan 

c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.  

(2) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit 

meliputi:  

a. nama lengkap;  

b. tempat tanggal lahir/umur;  

 

 

c. jenis . . . 
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c. jenis kelamin;  

d. pekerjaan;  

e. kewarganegaraan; dan 

f. alamat lengkap/domisili.  

(3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, 

identitas pengadu dilengkapi akta notaris, struktur 
organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah 

tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat 

dihubungi.  

(4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b paling sedikit meliputi:  

a. nama lengkap;  

b. nomor anggota;  

c. daerah pemilihan; dan 

d. fraksi/partai politik.  

(5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat 

fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan 

kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti 
awal.  

(6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani 
atau diberi cap jempol pengadu. 

 

Pasal 126 

(1) Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan 

dapat disampaikan oleh: 

a. pimpinan DPR atas aduan anggota DPR terhadap 

anggota DPR; 

b. anggota DPR terhadap pimpinan DPR atau 

pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya; dan 

c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok 

terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau 

pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. 

 
(2) Pengaduan . . . 
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(2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol 

oleh pengadu. 
 

Pasal 127 

Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat 

diproses apabila teradu:  

a. meninggal dunia;  

b. telah mengundurkan diri; atau  

c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.  

 

Pasal 128 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan 
alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna 
mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat 

bukti yang didapatkan dalam sidang Mahkamah 

Kehormatan Dewan.  

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat  

bukti, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta 

bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi 
pelanggaran yang diadukan. 

 

Pasal 129 

Mahkamah Kehormatan Dewan wajib merahasiakan materi 

aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.  

 

Pasal 130 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk 

menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan 

berdasarkan kelengkapan alat bukti. 

 

 
(2) Selain . . . 
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(2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan 

berdasarkan kelengkapan alat bukti, Mahkamah 

Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti atau              
tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak 

memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 124  ayat (1).  

(3) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan 

untuk menindaklanjuti pengaduan, materi aduan 

disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu 
secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah 

Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk 

menindaklanjuti pengaduan.  

 

Pasal 131 

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan meliputi:  

a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan 

oleh pengadu;  

b. mendengarkan keterangan teradu;  

c. memeriksa alat bukti; dan  

d. mendengarkan pembelaan teradu.  

(2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan 

pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124  

ayat (1) sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dilakukan 
tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.  

 

Pasal 132 

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup.  

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga 
kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan.  

 

 

 

 

 

 

Pasal 133 . . . 
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Pasal 133 

(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan 

Hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok 
permasalahan yang diadukan oleh pengadu paling lama 

14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan 

diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang 
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 130 ayat (3). 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menanggung 
segala biaya yang muncul berkaitan dengan pengaduan.  

 

Pasal 134 

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari 

sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling 
lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengadu 

didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan 

Dewan. 

 

Pasal 135 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan surat 

panggilan sidang kepada teradu dengan tembusan 
kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh) 

Hari sebelum sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan 

sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau 

rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter.  

(3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan 

melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan 
surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan 

pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.  

 

 

 

 

Pasal 136 . . . 
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Pasal 136 

(1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat 

menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat 
didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap 

sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang 
dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3), sidang 

ditunda.  

(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak 

panggilan pertama. 

(4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali 

dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan 

sebelumnya. 

(5) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Mahkamah 
Kehormatan Dewan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan 

yang sah, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan 

sidang untuk mengambil putusan dengan tanpa dihadiri 
teradu. 

 

Pasal 137 

(1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan 

kebenaran pengaduannya.  

(2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap 
pengaduan yang diajukan oleh pengadu.  

(3) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta alat 

bukti lain kepada pihak ketiga.  

 

Pasal 138 

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Mahkamah 

Kehormatan Dewan meliputi:  

a. keterangan saksi;  

b. keterangan ahli;  

 

 

 

c. surat . . . 
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c. surat; 

d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa 

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang 

terekam secara elektronik atau optik yang berupa 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, 

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, 
keterangan pengadu dan teradu; dan 

e. petunjuk lain.  

 

Pasal 139 

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam           

Pasal 138 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang 

diajukan: 

a. pengadu;  

b. teradu; dan/atau  

c. Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil 

oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan 

keterangan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima 

oleh saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan.  

 

Pasal 140 

(1) Pemeriksaan saksi meliputi:  

a. identitas saksi; dan  

b. pengetahuan saksi tentang materi aduan yang 

sedang diverifikasi.  

 

 

 

 

(2) Identitas . . . 
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(2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi:  

a. nama lengkap;  

b. tempat tanggal lahir/umur;  

c. jenis kelamin;  

d. pekerjaan; dan  

e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu 

tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.  

(3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan 

dialami sendiri.  

(4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan 
keterangannya.  

 

Pasal 141 

(1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam       

Pasal 138 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang 
diajukan:  

a. pengadu;  

b. teradu; dan/atau  

c. Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh 

Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan 
keterangan dalam sidang Mahkamah Kehormatan 

Dewan.  

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima 

oleh ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(4) Ahli wajib disumpah sebelum didengarkan 
keterangannya.  

 

 

 

 

Pasal 142 . . . 
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Pasal 142 

(1) Pemeriksaan ahli meliputi:  

a. identitas ahli; dan  

b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi aduan 

yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan 
data informasi sebagaimana dimaksud dalam            

Pasal 138 huruf c dan huruf d.  

(2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:  

a. nama lengkap;  

b. tempat, tanggal lahir/umur;  

c. jenis kelamin;  

d. pekerjaan;  

e. alamat/domisili; dan  

f. keahlian.  

(3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan 

pengalamannya.  
 

Pasal 143 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan menilai alat bukti yang 

diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan 
persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti 

yang lain.  

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan menentukan sah-
tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 138.  

Pasal 144 

(1) Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota 

Mahkamah Kehormatan Dewan dan pengaduan 
dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam 

sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah 

Kehormatan Dewan memberitahukan kepada pimpinan 

DPR dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses 
lebih lanjut.  

 (2) Setelah . . . 
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(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR menonaktifkan 

sementara waktu pimpinan dan/atau anggota 
Mahkamah Kehormatan Dewan yang diadukan.  

(3) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutus 

teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran 
sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai 

pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan 

Dewan diaktifkan kembali oleh pimpinan DPR.  

 

Pasal 145 

(1) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan 

atas:  

a. asas kepatutan, moral, dan etika;  

b. fakta dalam hasil sidang Mahkamah Kehormatan 

Dewan;  

c. fakta dalam pembuktian;  

d. fakta dalam pembelaan; dan  

e. Tata Tertib dan Kode Etik. 

(2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR 
dilarang melakukan upaya intervensi terhadap 

putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(3) Upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah 
Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada          

ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik dan akan 

diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. 

 

Pasal 146 

(1) Putusan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan 

diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.  

(2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 

 

 

(3) Setiap . . . 
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(3) Setiap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus 

memuat:  

a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI 

KEHORMATAN DPR”;  

b. identitas teradu;  

c. ringkasan aduan;  

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari 

keterangan pengadu dan teradu;  

e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 

pembuktian;  

f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 
pembelaan;  

g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar 

putusan; 

h. amar putusan;  

i. hari dan tanggal putusan; dan  

j. nama dan tanda tangan paling sedikit 1 (satu) 

orang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.  

 

Pasal 147 

(1) Putusan  Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final 

dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian 
tetap anggota. 

(2) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai 

pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat  

paripurna.  

(3) Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan 

mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal 

mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 

 

 

 

 

(4) Amar . . . 
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(4) Amar putusan berbunyi:  

a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau  

b. menyatakan teradu terbukti melanggar.  

(5) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a, putusan disertai 

rehabilitasi kepada teradu. 

(6) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan putusan 

rehabilitasi kepada pimpinan DPR dengan tembusan  

kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan 
paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku. 

(7) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada             

ayat (6) diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang 
pertama sejak diterimanya putusan Mahkamah 

Kehormatan Dewan oleh pimpinan DPR dan dibagikan 

kepada semua  anggota DPR.  

(8) Dalam hal teradu terbukti melanggar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b, putusan disertai dengan 

sanksi kepada teradu berupa:  

a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran 
tertulis;  

b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada 

alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari 
jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat 

kelengkapan DPR; atau 

c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap 

sebagai anggota DPR.  

 

Pasal 148 

(1) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani 

kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan 

berdampak pada sanksi pemberhentian, Mahkamah 
Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang 

pelanggaran kode etik anggota DPR. 

 

 
(2) Panel . . . 
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(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas         

3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan 

dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.  

(3) Putusan panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat 

persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. 

 

Pasal 149 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 
Mahkamah Kehormatan Dewan, tata cara pengenaan sanksi, 

tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang 

pelanggaran kode etik DPR diatur dalam peraturan DPR. 

 

 

Paragraf 8 

Badan Urusan Rumah Tangga 

Pasal 150 

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat 

BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. 

 

Pasal 151 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada 
permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 

sidang.  

(2) Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) 
orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan 

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap 

fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna 

DPR. 

 

 

 

 

 

Pasal 152 . . . 
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Pasal 152 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 

paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat 
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat.  

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh 
pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan BURT. 

(6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan 
DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang 
tata tertib. 

 

Pasal 153 

BURT bertugas: 

a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan 

anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan 

diserahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk 
dilaksanakan; 

b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara 

mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan 
setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan 

DPR dan fraksi; 

 

 

 

c. dalam . . . 
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c. dalam menyusun program dan kegiatan DPR 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT dapat 

menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya 
kepada pemerintah untuk dibahas bersama; 

d. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal 

DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan 
DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk 

pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; 

e. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD 
dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan 

kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi 

oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan 
Musyawarah; 

f. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan 

umum anggaran tahunan DPR sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk 
mendapatkan persetujuan;  

g. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna 

DPR yang khusus diadakan untuk itu. 

 

Pasal 154 

BURT menyusun rencana kerja dan anggaran untuk 

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 155 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 
susunan, tugas dan mekanisme kerja BURT diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf  9 
Panitia Khusus 

Pasal 156 

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 
kelengkapan DPR yang bersifat sementara. 

 

 

 

Pasal 157 . . . 
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Pasal 157 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia 

khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

(2)  Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 30 (tiga 

puluh) orang yang ditetapkan dalam rapat paripurna 
DPR.  

 

Pasal 158 

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang 
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus 

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat panitia 

khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 

penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus. 

 

Pasal 159 

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu 

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam 
rapat paripurna DPR. 

(2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. 

(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka 
waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya 

selesai. 

(4) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja 

panitia khusus. 

  

 

 

 

 

 

Pasal 160 . . . 
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Pasal 160 

Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan 

tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang  diajukan kepada 
pimpinan DPR.  

 

Pasal 161 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, 
susunan, tugas, dan mekanisme kerja panitia khusus diatur 

dengan peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Bagian Kesembilan 
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas 

Paragraf 1 

Pembentukan Undang-Undang 

Pasal 162 

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

(2) Pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai 

dengan undang-undang mengenai pembentukan 
peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan 

lain oleh Undang-Undang ini. 

 

Pasal 163 

(1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, 

Presiden, atau DPD. 

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, 
Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, 

kecuali rancangan undang–undang mengenai: 

a. APBN; 

b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang–
undang menjadi undang–undang; atau 

c. pencabutan undang-undang atau pencabutan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 

 

 
Pasal 164 . . . 
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Pasal 164 

(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 

anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi. 

(2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara 

tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau 

pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai 
daftar nama dan tanda tangan pengusul. 

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat 
paripurna, berupa: 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; atau  

c. penolakan. 

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR 

menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus 

untuk menyempurnakan rancangan undang-undang 
tersebut. 

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh 

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada 
Presiden. 

 

Pasal 165 

(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden 
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. 

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan 
pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan 

DPD. 

 

 

 

 

Pasal 166 . . . 
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Pasal 166 

(1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan 
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan 

DPR. 

(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 
menerima rancangan undang-undang dari DPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat 

kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang  

ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan 
rancangan undang-undang bersama DPR dengan 

mengikutsertakan DPD. 

(4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-
undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk 

alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut 
serta dalam pembahasan rancangan undang-undang 

oleh DPR bersama Presiden. 

(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-
undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat 

pimpinan DPR diterima Presiden. 

 

Pasal 167 

Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 168 . . . 
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 Pasal 168 

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang 

berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 
(dua) tingkat pembicaraan.  

 

Pasal 169 

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 168 terdiri atas: 

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat 

gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan 
Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan 

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. 

 

Pasal 170 

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan 
sebagai berikut: 

a. pengantar musyawarah; 

b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan 

c. penyampaian pendapat mini. 

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a: 

a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden 

menyampaikan pandangan jika rancangan undang-

undang berasal dari DPR; 

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD 

menyampaikan pandangan jika rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c 
berasal dari DPR; 

 

 

 

 

 

c. DPD . . . 
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c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 

menyampaikan pandangan apabila rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan 
DPD berasal dari DPD; 

d. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi 

memberikan pandangan jika rancangan undang-
undang berasal dari Presiden; atau 

e. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan 

DPD menyampaikan pandangan jika rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan 

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c 

berasal dari Presiden. 

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal 

dari DPR; 

b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari 

Presiden; 

c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang 
berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan 

kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 huruf c; 

d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang 

berasal dari DPD sepanjang terkait dengan 

kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 huruf c; atau 

e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang 

berasal dari DPR sepanjang terkait dengan 

kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 huruf c. 

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir 
pembicaraan tingkat I oleh: 

a. fraksi; 

 

 

 

b. DPD . . . 
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b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan 

dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 huruf c; dan 

c. Presiden. 

(5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan             
huruf e dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. 

(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan 

lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan 

undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau 
lembaga lain. 

 

Pasal 171 

(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan 

keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat 
paripurna DPR dengan kegiatan: 

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat 

mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil 
pembicaraan tingkat I; 

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-

tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang 
diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan 

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh 

menteri yang ditugasi. 

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b secara musyawarah untuk mufakat tidak 

dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan suara terbanyak.  

(3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak 

mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan 

Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh 
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 

 

 

 

Pasal 172 . . . 
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Pasal 172 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan diatur 

dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 173 

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-

undang, termasuk pembahasan rancangan undang-
undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR 

melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR 
lainnya.  

(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan 

atau membahas rancangan undang-undang dapat 

melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari 
masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan 

masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat 
dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-

undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Penerimaan Pertimbangan DPD  

terhadap Rancangan Undang-Undang  

Pasal 174 

(1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan 

tertulis mengenai rancangan undang-undang tentang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan 
oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara 

DPR dan Presiden. 

(2) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan 

DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan 

surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan 
pertimbangannya. 

 

 
(3) Apabila . . . 
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(3) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPR, pimpinan DPR 

menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD 
memberikan pertimbangannya.  

(4) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui 
pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 

diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan 

undang-undang tentang APBN disampaikan paling 
lambat 14 (empat belas) Hari sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.  

(5) Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR 
memberitahukan kepada anggota DPR perihal 

diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk 
diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan 

membahasnya.  

 

Paragraf 3 
Kuasa DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi 

Pasal 175 

(1) Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah 
Konstitusi, yang menjadi kuasa DPR untuk memberikan 

keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi 

adalah alat kelengkapan DPR yang membahas 
rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi 

yang membidangi hukum dan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas 

rancangan undang-undang sudah tidak ada pada saat 
undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang 

membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi 
kuasa DPR. 

 

 

 

 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal tertentu DPR dapat memanggil setiap orang  

yang terlibat dalam penyusunan atau pembahasan 

rancangan undang-undang yang diuji untuk 
memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli. 

 

Paragraf 4  

Penetapan APBN 

Pasal 176 

(1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada 

rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan 
tercapainya tujuan bernegara. 

(2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh 

Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama 

dengan DPR. 

(3)  Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan 

disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan 
rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi 

satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja 

Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan 
Presiden.  

 

Pasal 177 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, DPR menyelenggarakan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank 

Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN; 

b. pembahasan dan penetapan APBN yang didahului 

dengan penyampaian rancangan undang-undang 

tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden; 

c. pembahasan: 

1. laporan  realisasi semester pertama dan 6 (enam) 

bulan berikutnya;    

 

 
2. penyesuaian . . . 
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2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau 

perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan 

perubahan atas APBN tahun anggaran yang 
bersangkutan, apabila terjadi: 

a)  perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai 

dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; 

b)  perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 

c)  keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya 

pergeseran anggaran antar-unit organisasi; 
dan/atau 

d)  keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 

lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk  
pembiayaan anggaran tahun berjalan;  

d. pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang 

tentang perubahan  atas undang-undang tentang  APBN; 

dan 

e. pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.  

 

Pasal 178 

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan 

rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah 

menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan 
pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan 

Mei, yang meliputi: 

a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok 
kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya; 

b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk 

dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga 

dalam penyusunan usulan anggaran; dan 

c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program. 

 

 

 

 

 

(2) Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro 

dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada 

tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari 
sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari 

libur. 

(3) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat 
kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas 

rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga 

tersebut. 

(4) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran  

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Badan Anggaran. 
 

Pasal  179 

Kegiatan dalam tahap pembicaraan pendahuluan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 meliputi: 

a. rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan 

Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran menurut 

fungsi dan program kementerian/lembaga; dan 

b. rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan 
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian 

akhir kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok 

kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pemandangan 
umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat 

Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi 

dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut 
fungsi dan program kementerian/lembaga. 

 

Pasal  180 

(1) Presiden mengajukan rancangan undang-undang 

tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen 

pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun 
sebelumnya. 

 

 

 

 

(2) Rancangan . . . 
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(2) Rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota 

keuangan dan dokumen pendukungnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat 
paripurna DPR. 

(3) Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN 

dilakukan sesuai dengan tingkat pembicaraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, 

Pasal 170, dan Pasal 171.  

(4) DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan 
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam 

rancangan undang-undang tentang APBN. 

(5) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan 
undang-undang tentang APBN dilakukan paling            

lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang 

bersangkutan dilaksanakan. 

(6) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan 
unit organisasi, fungsi, dan program. 

(7) Dalam hal DPR tidak menyetujui rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi 

sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 

 

Pasal 181 

Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan 

Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap 

tahun anggaran tentang laporan realisasi semester pertama 
APBN dan perkiraan realisasi untuk 6 (enam) bulan 

berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada DPR paling 

lambat pada akhir bulan Juli  tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 182 

(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro 

dan/atau perubahan postur APBN yang sangat 

signifikan, Pemerintah  mengajukan rancangan undang-
undang tentang perubahan APBN tahun anggaran 

berjalan. 

 

 

(2) Perubahan . . . 
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(2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat 

signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% 
(satu persen) di bawah asumsi yang telah 

ditetapkan; dan/atau 

b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 
10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah 

ditetapkan. 

(3) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 

10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah 
ditetapkan; 

b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau 

lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 

pagu yang telah ditetapkan; 

c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan 

belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau 

d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) 
dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik 

bruto yang telah ditetapkan. 

(4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang 
tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan 

Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling 
lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah 

rancangan undang-undang tentang perubahan APBN 

diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. 

(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi 
makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat 

signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  

ayat (3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam 
rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya 

disampaikan dalam laporan  keuangan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

Pasal 183 . . . 
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Pasal 183 

Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

Pemerintah oleh BPK ke DPR. 

 

 

Pasal 184 

(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada 

DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi realisasi APBN, neraca,              

laporan arus kas, dan catatan atas laporan              
keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan 

kementerian/lembaga. 

 

 
Paragraf 5 

Pengajuan dan Pemberian Persetujuan atau  

Pertimbangan atas Calon untuk Pengisian Jabatan 

Pasal 185 

(1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

melalui rapat paripurna DPR. 

(2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas 

calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan melalui 
rapat paripurna DPR. 

 

 

 

 

 

(3) Rapat  . . . 
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(3) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada         

ayat (1) dan ayat (2) menugasi Badan Musyawarah 

untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya 
kepada alat kelengkapan DPR terkait. 

(4) Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 186 

DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengangkat duta besar untuk negara lain dan menerima 

penempatan duta besar dari negara lain.  

 

Pasal 187 

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari 
Presiden mengenai penempatan calon duta besar          

untuk negara lain, pimpinan DPR menyampaikan 

pemberitahuan tersebut  dalam rapat paripurna DPR. 

(2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) menugasi alat kelengkapan DPR terkait untuk 

membahasnya secara rahasia. 

 

Pasal 188 

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari 
Presiden mengenai penempatan calon duta besar negara 

lain untuk Republik Indonesia, pimpinan DPR 

menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat 

paripurna DPR tanpa menyebut nama calon duta besar. 

(2) Dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon 

duta besar negara lain untuk Republik Indonesia 

disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut 
dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan 

DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi. 

 

 

 

Pasal 189 . . . 
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Pasal 189 

Pertimbangan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara 
rahasia. 

 

Pasal 190 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan 

pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk 

pengisian jabatan diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib. 

 

Paragraf 6 
Pemilihan Anggota BPK 

Pasal 191 

DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

 

Pasal 192 

(1) Pimpinan DPR memberitahukan kepada pimpinan DPD 
mengenai rencana pemilihan anggota BPK disertai 

dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK 

sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan 
atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan 

pemilihan anggota BPK.  

(2) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan 

DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan 

pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan 
kepada alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan. 

 

 

 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak disampaikan, pemilihan anggota 

BPK tetap dilaksanakan.  

(4) Nama calon terpilih anggota BPK disampaikan oleh DPR 

kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 

sebelum masa jabatan anggota BPK berakhir. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

anggota BPK dan penerimaan pertimbangan dari DPD 

diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 193 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan            

Pasal 72 diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.  

 

Bagian Kesepuluh 

Pelaksanaan Hak DPR 

Paragraf 1 
Hak Interpelasi 

Pasal 194 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua 

puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi. 

(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling 

sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan 

b. alasan permintaan keterangan.  

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 
interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari 

rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil 
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

 Pasal 195 . . . 
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Pasal 195 

(1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 194 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan 
DPR. 

(2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat 
paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota. 

(3) Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna 

DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada 

pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul 

interpelasinya secara ringkas. 

(4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna 

DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan 

menarik usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh 

semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan 
DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan 

kepada semua anggota. 

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi 
kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 194 ayat (1), harus diadakan penambahan 

penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan 

usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat 

paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda 
tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 194 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan pengunduran diri tersebut dan            
acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda 

dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan 

mencukupi. 

 

 

 

 

 

(8) Apabila . . . 
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(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna 

DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai 

pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda 
tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna 

DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna 

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat 
dilanjutkan. 

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 
tersebut menjadi gugur. 

 

Pasal 196 

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) menyetujui usul 
interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau 

pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan 

penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam 
rapat paripurna DPR berikutnya.  

(2) Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan 

penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada         
ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait 

untuk mewakilinya. 

 

Pasal 197 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan 

Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 196. 

(2) Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau 
pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan 

materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan 
kembali. 

(3) Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau 

pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.  

 

 

 

(4) Keputusan . . . 
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(4) Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan 

Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan 
dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 

(satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per 
dua) jumlah anggota DPR yang hadir. 

 

Pasal 198 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 
interpelasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 

Hak Angket 

Pasal 199 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua 

puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) 
fraksi. 

(2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan  dokumen yang memuat paling 
sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-

undang yang akan diselidiki; dan 

b. alasan penyelidikan. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat 

paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per 
dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil 

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 200 . . . 
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Pasal 200 

(1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam           

Pasal 199 disampaikan oleh pengusul kepada 
pimpinan DPR. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 

oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan 
dibagikan kepada semua anggota. 

(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan 

rapat paripurna DPR atas usul hak angket 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat 

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk 

memberikan penjelasan atas usul hak angket secara 
ringkas. 

(4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, 

pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik 
usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh 
semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan 

DPR secara tertulis dan pimpinan DPR 

membagikannya kepada semua anggota. 

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket 

yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi 

kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan 

penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan 

usul hak angket sebelum dan pada saat rapat 
paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda 

tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna 

mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara 

rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau 
dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan 

mencukupi. 

 

 

 

(8) Apabila . . . 
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(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna 

DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai 

pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan 
pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat 
dilanjutkan. 

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 
tersebut menjadi gugur. 

 

Pasal 201 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak 

angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199           
ayat (1). 

(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk 
panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang 

keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. 

(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat 

diajukan kembali.  

 

Pasal 202 

(1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan 

diumumkan dalam Berita Negara. 

(2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup juga penentuan biaya panitia angket. 

(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Presiden.  

(4) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi 
panitia angket sebagaimana dimaksud dalam         

Pasal 201 ayat (2). 

 

 

 

 

Pasal 203 . . . 
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Pasal 203 

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201    

ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), selain meminta 

keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari 

saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait 
lainnya. 

 

Pasal 204 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat 
memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk 

dimintai keterangan. 

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 

panggilan panitia angket.   

(3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang 
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket 
dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas 

permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

(5) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dibebankan pada anggaran DPR. 

 

Pasal 205 

(1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus 

berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, 

badan hukum, atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan. 

 

 

 

(2) Panitia . . . 
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(2) Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, 

pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga 

masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka 
waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud 

permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya. 

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir 
untuk memberikan keterangan, termasuk 

menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen 

yang diperlukan kepada panitia khusus. 

(4) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat 

akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah. 

(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, 

panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran 

yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan. 

(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua 

tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang 
bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia 

khusus. 

(7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, 

yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 
(lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 206 

(1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya 
kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam 

puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.  

(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap 
laporan panita angket. 

 

 

 

 

Pasal 207 . . . 
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Pasal 207 

(1) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket 

menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan 
selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua 

anggota. 

(2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 

laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi. 

 

Pasal 208 

(1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa 

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat 
menggunakan hak  menyatakan pendapat.  

(2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa 
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak 

angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut 
tidak dapat diajukan kembali. 

(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat 

paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per 
dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPR yang hadir. 

 

 

 

 

 

(4) Keputusan . . . 
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(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling 

lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat 
paripurna DPR.  

(5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 209 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 
angket diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 3 

Hak Menyatakan Pendapat 

Pasal 210 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling 

sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. 

(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang 

memuat paling sedikit: 

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79      

ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul 

pernyataan pendapat; 

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak 

angket  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79    

ayat (4) huruf b; atau 

c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79   

ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas 

dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c. 

 

 

 

(3) Usul . . . 
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(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan 

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri 
paling sedikit  2/3  (dua per tiga) dari jumlah anggota 

DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang 
hadir. 

 

Pasal 211 

(1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 210 disampaikan oleh pengusul kepada 

pimpinan DPR. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 

oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan 
dibagikan kepada semua anggota DPR. 

(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat 

paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat 

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk 

memberikan penjelasaan atas usul menyatakan 
pendapatnya secara ringkas. 

(4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat 
paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan 

dan menarik usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua 

pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara 

tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR. 

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan 
pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 

menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

 

 

 

 

(7) Dalam . . . 
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(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul 

hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat 

paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 
Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan 

tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam          

Pasal 210 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR 
mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara 

rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau 

dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. 

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna 

DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai 

pengusul hak menyatakan pendapat dengan 
membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, 

ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut 

dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) tetap dapat dilanjutkan. 

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur. 

 

 

Pasal 212 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak 
menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 211 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan 
pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR 

membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. 

(3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut 

tidak dapat diajukan kembali. 

 

 

 

 

 

Pasal 213 . . . 
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Pasal 213 

(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 

ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat 
paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak 

dibentuknya panitia khusus.  

(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap 
laporan panitia khusus.  

 

Pasal 214 

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan 

panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR 

menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah. 

(2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan 

panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan 

keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. 

(3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia 

khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut 

dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali. 

(4)   Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang 
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 
DPR yang hadir. 

(5) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Presiden. 

 

 

Pasal 215 . . . 
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Pasal 215 

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 
ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 

ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. 

 

Pasal 216 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPR tentang 
tata tertib. 

Bagian Kesebelas 

Pelaksanaan Hak Anggota 

Paragraf 1 

Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang 

Pasal 217 

(1) Anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul 

rancangan undang-undang.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul 
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib.  

 

Paragraf 2 

Hak Mengajukan Pertanyaan 

Pasal 218 

(1) Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan.  

(2) Dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut 
disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta 

disampaikan kepada pimpinan DPR.  

 

 

(3) Apabila . . . 
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(3) Apabila diperlukan, pimpinan DPR dapat meminta 

penjelasan kepada anggota DPR yang mengajukan 

pertanyaan.  

(4) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden, pimpinan 

lembaga negara, atau badan hukum  dan meminta agar 
Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum  

memberikan jawaban.  

(5) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bersifat tertutup atau terbuka. 

(6) Pimpinan DPR tidak dapat mengumumkan pertanyaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat 
tertutup.  

(7) Pimpinan DPR dapat mengumumkan pertanyaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat 

terbuka. 

 

Pasal 219 

(1) Jawaban atas pertanyaan anggota DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) disampaikan secara 
tertulis oleh Presiden, pimpinan lembaga negara, atau 

badan hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari sejak pertanyaan diterima oleh Presiden, 
pimpinan lembaga negara, atau badan hukum. 

(2) Penyampaian jawaban oleh Presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada 
menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Paragraf 3 

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 

Pasal 220 

(1) Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan 

pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang 

dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam 
rapat.  

 

 

 

(2) Tata . . . 
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(2) Tata cara penyampaian usul dan pendapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai hak 

mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 218. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyampaian usul dan pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam  

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Pasal 221 

(1) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, 

anggota mendaftar pada ketua rapat. 

(2) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat 

diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang 
lebih awal. 

(3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis, 
singkat, dan jelas kepada ketua rapat. 

(4) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota 

yang menyampaikan usul dan pendapat untuk 
memperjelas usul dan pendapatnya. 

 

Paragraf 4 

Hak Memilih dan Dipilih 

Pasal 222 

(1) Anggota DPR mempunyai hak memilih dan dipilih 

untuk menduduki jabatan tertentu pada alat 

kelengkapan DPR. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak 

memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

 

 

 

 

Paragraf 5 . . . 
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Paragraf 5 

Hak Membela Diri 

Pasal 223 

(1) Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran  

sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan 

kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk 
membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada 

Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau 
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.  

 

Paragraf 6 

Hak Imunitas 

Pasal 224 

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan 

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 
yang dikemukakannya baik secara lisan maupun 

tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR 

yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 
DPR. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan 

karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR 
ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena 

hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau 

anggota DPR. 

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di 

luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPR. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan 
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam 

rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

(5) Pemanggilan . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 110 - 

 

 

(5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 

anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan 

memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
setelah diterimanya permohonan persetujuan 

pemanggilan keterangan tersebut. 

(7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan 
tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan 

angggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan 

hukum/batal demi hukum. 

 

Paragraf 7 

Hak Protokoler 

Pasal 225 

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak 

protokoler. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak 
protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Paragraf 8 

Hak Keuangan dan Administratif 

Pasal 226 

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak 

keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan 

anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

Paragraf 9 . . . 
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Paragraf 9 

Hak Pengawasan 

Pasal 227 

(1) Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN 

dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, 

termasuk di daerah pemilihan. 

(2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), anggota DPR berhak mendapatkan dukungan 

administrasi keuangan dan pendampingan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, 

kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi 
terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan 

kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah 

undang-undang tentang APBN atau undang-undang 

tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR. 

(4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh 

publik.  

(5) Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk 

menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

anggota DPR tersebut. 

(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 

menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak 

lanjut tersebut  kepada anggota DPR. 

 

Bagian Kedua Belas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Paragraf 1 

Persidangan 

Pasal 228 

(1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan 

diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan 
apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 

pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja 

sebelumnya. 

 (2) Khusus . . . 
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(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun 

sidang DPR dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji 

anggota.  

(3) Tahun sidang dibagi dalam masa persidangan. 

(4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, 

kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode 
keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. 

(5) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), anggota DPR dan anggota DPD 
mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang 

bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD 

secara bergantian. 

 

Pasal 229 

Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali 

rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 

 

Pasal 230 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan 

rapat diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Pengambilan Keputusan 

Pasal 231 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya 
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara 

terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang 
terkait dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

Pasal 232 . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 113 - 

 

 

Pasal 232 

(1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil 

keputusan apabila memenuhi kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 

apabila rapat dihadiri oleh lebih dari  1/2  (satu per dua) 

jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 
(satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat 

pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat. 

(3) Apabila kuorum sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) 

tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali 

dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 
24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara 

penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.  

 

Pasal 233 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 

keputusan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Bagian Ketiga Belas 

Tata Tertib dan Kode Etik 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

Pasal 234 

(1) Tata tertib DPR ditetapkan oleh DPR dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

di lingkungan internal DPR. 

(3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan 
tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. penetapan pimpinan; 

 

 

c. pemberhentian . . . 
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c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, 
serta hak dan kewajiban anggota; 

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 

alat kelengkapan; 

g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan 
eksekutif; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat; 

k. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan 

l. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. 

 

Paragraf 2  

Kode Etik 

Pasal 235 

DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib 

dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya 

untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPR. 

 

Bagian Keempat Belas 
Larangan dan Sanksi 

Paragraf 1 

Larangan 

Pasal 236 

(1) Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a.  pejabat negara lainnya; 

 

 

 

b. hakim . . . 
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b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
pegawai pada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai 

pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, 

akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, 
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya 

dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai 

anggota DPR. 

(3) Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.  

 

 
Paragraf 2 

Sanksi 

Pasal 237 

(1) Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi 

berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan 
Dewan. 

(2)  Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) 
dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai 

anggota DPR. 

(3)  Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPR. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 238 . . . 
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Pasal 238 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237             

ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 

 

Bagian Kelima Belas 
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  

dan  Pemberhentian Sementara 

Paragraf 1 
Pemberhentian Antarwaktu  

Pasal 239 

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 

tanpa keterangan apa pun; 

b.  melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara  5 (lima) tahun atau 
lebih; 

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan; 

 

 

 

 

e. tidak . . . 
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e.  tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota 

DPR sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan umum 
anggota DPR, DPD dan DPRD; 

f.  melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini;  

g.  diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau 

h. menjadi anggota partai politik lain. 

 

Pasal 240 

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada 

ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan 

oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR 
dengan tembusan kepada Presiden. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian 

anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh 

peresmian pemberhentian. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) 

Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR 
dari pimpinan DPR. 

 

Pasal 241 

(1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh 
partai politiknya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan 

mengajukan keberatan melalui pengadilan, 
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

 

 

 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), 

Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan 
dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan 

persetujuan. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) 

Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR 

dari pimpinan DPR. 
 

 

Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 

Pasal 242 

(1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) 
digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh 

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar 

peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama 

pada daerah pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, 

anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh 
suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik 

yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu 
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang 

digantikannya. 

 

Pasal 243  

(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang 
diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon 

pengganti antarwaktu kepada KPU. 

 

 

 

(2) KPU . . . 
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(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR 
paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat 

pimpinan DPR. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon 
pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama 

anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon 
pengganti antarwaktu kepada Presiden. 

(4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama 

anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon 
pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan 

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan 

Presiden. 

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti 

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan 
DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan 
apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan 

kurang dari 6 (enam) bulan. 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 244 

(1)   Anggota DPR diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

umum yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

khusus. 

 

 

 

 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah 

karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan 

sebagai anggota DPR. 

(3) Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap 
mendapatkan hak keuangan tertentu.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberhentian sementara diatur  dalam peraturan DPR 

tentang tata tertib.  

 

Bagian Keenam Belas 

Penyidikan 

Pasal 245 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk 

penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari 

terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, 

dan permintaan keterangan untuk penyidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.   

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) tidak 

berlaku apabila anggota DPR: 

a.  tertangkap tangan melakukan tindak pidana;  

 

 

 

 

 

b. disangka . . . 
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b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan 

bukti permulaan yang cukup; atau 

c.  disangka melakukan tindak pidana khusus. 

 

BAB IV 

DPD 

Bagian Kesatu 

Susunan dan Kedudukan 

Pasal 246 

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui 

pemilihan umum. 

 

Pasal 247 

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 248 

(1) DPD mempunyai fungsi:  

a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada 

DPR;  

 

 

 

 

 

b. ikut . . . 
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b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah;  

c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

undang-undang tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

serta 

d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan, dan agama.  

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dalam kerangka perwakilan daerah. 

 

 

Bagian Ketiga 
Wewenang dan Tugas 

Pasal 249 

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:  

a. mengajukan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah kepada DPR;   

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a;  

 

 

 

 

c. menyusun . . . 
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c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris 

masalah rancangan undang-undang yang berasal dari 

DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

rancangan undang-undang tentang APBN dan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama;  

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan 

agama;  

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti;  

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara 

dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan 
kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan APBN;  

h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

pemilihan anggota BPK; dan 

i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat 

melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan 
unsur masyarakat di daerah pemilihannya. 

 

 
Pasal 250 . . . 
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Pasal 250 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran 
yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi 

kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya 

khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk 
dibahas bersama. 

(3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di 
bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan 

kinerja tahunan. 

 

Pasal 251 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata tertib.  

 

Bagian Keempat 
Keanggotaan 

Pasal 252 

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 
(empat) orang. 

(2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) 

jumlah anggota DPR.  

 

 
(3) Keanggotaan . . . 
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(3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan 

Presiden.  

(4) Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili 
di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu 

kota provinsi daerah pemilihannya. 

(5) Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan 
berakhir pada saat anggota DPD yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. 

 

Pasal 253 

(1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang 

paripurna DPD. 

(2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan 
sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 

oleh pimpinan DPD.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.  

 

Pasal 254 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 

sebagai berikut: 

 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan 

demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, 
negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, 

dan golongan; 

 bahwa . . . 
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bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang 

saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi 

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 

Pasal 255 

(1) Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan 

pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota 

DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya. 

(2) Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi 

yang dibentuk setelah pemilihan umum. 

 

Bagian Kelima 

Hak DPD 

Pasal 256 

DPD berhak:  

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; 

c. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

pembahasan rancangan undang-undang tentang 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama;  

 

 

 

d. melakukan . . . 
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d.  melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, 

pajak, pendidikan, dan agama.  

 

Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota  

Paragraf 1 
Hak Anggota 

Pasal 257 

Anggota DPD berhak:  

a.   bertanya; 

b.   menyampaikan usul dan pendapat; 

c.   memilih dan dipilih; 

d.   membela diri;  

e.   imunitas;  

f.    protokoler;  dan  

g.   keuangan dan administratif.  

 

Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 

Pasal 258 

Anggota DPD berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan 
perundang-undangan;  

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

 

 

 

d. mendahulukan . . . 
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d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok,  golongan, dan daerah;  

e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara;  

f. menaati tata tertib dan kode etik;  

g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain; 

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 
pengaduan masyarakat; dan 

i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 

politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. 

 

 
Bagian Ketujuh 

Alat Kelengkapan 

Pasal 259 

(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:  

a. pimpinan;  

b. Panitia Musyawarah;  

c. panitia kerja;  

d. Panitia Perancang Undang-Undang;  

e. Panitia Urusan Rumah Tangga;  

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 

oleh rapat paripurna. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat 

kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang 

tata tertib.   

 

 

 

 
 

 

Paragraf 1 . . . 
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Paragraf 1 

Pimpinan 

Pasal 260 

(1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan         

2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 

anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. 

(2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan 

sementara DPD.  

(3) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 

1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan 
anggota tertua dan anggota termuda usianya.  

(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, 

sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau 
anggota termuda berikutnya.  

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan 

keputusan DPD.  

(6) Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua 
Mahkamah Agung.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata 
tertib.  

 

Pasal 261 

(1) Pimpinan DPD bertugas: 

a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil 
sidang untuk diambil keputusan;  

b. menyusun rencana kerja pimpinan;  

c. menjadi juru bicara DPD;  

d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan 

DPD;  

 e. mengadakan . . . 
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e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan 

pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan 

keputusan DPD;  

f. mewakili DPD di pengadilan;  

g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan 

penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran 

DPD; dan  

i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang 

paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.  

 

 

Paragraf 2 
Panitia Musyawarah 

Pasal 262 

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat 
kelengkapan DPD yang bersifat tetap. 

 

Pasal 263 

(1) Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan 
acara persidangan. 

(2) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan 

rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPD dapat 
menetapkan jadwal dan acara tersebut. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 

dan mekanisme kerja Panitia Musyawarah diatur dalam 
peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

 
 

 

 
 

Paragraf 3 . . . 
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Paragraf 3 

Panitia Kerja 

Pasal 264 

(1) Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan merupakan alat 

kelengkapan DPD yang bersifat tetap. 

(2) Keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh sidang 
paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD 

dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada 

permulaan tahun sidang terakhir dari masa 
keanggotaan DPD. 

(3) Panitia kerja dipimpin oleh pimpinan panitia kerja. 

 

Pasal 265 

(1) Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang-
undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan 

rancangan undang-undang tertentu. 

(2) Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan 
undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden 

adalah melakukan pembahasan serta menyusun 

pandangan dan pendapat DPD. 

(3) Tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan 

adalah: 

a. melakukan pembahasan dan penyusunan 
pertimbangan DPD mengenai rancangan undang-

undang tentang APBN dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 
agama; dan 

b. menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota 

BPK yang diajukan DPR. 

(4) Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah: 

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang bidang tertentu; dan 

b. membahas hasil pemeriksaan BPK. 

 

 

 

Pasal 266 . . . 
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Pasal 266 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan 

mekanisme kerja panitia kerja diatur dalam peraturan DPD 
tentang tata tertib. 

 

Paragraf 4 

Panitia Perancang Undang-Undang 

Pasal 267 

(1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD 

dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat 
tetap. 

(2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang 

ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan 

masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan 
tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang 

terakhir masa keanggotaan DPD. 

(3) Panitia Perancang Undang-Undang dipimpin oleh 
pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang. 

 

Pasal 268 

(1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas: 

a. merencanakan dan menyusun program serta urutan 

prioritas pembahasan usul rancangan undang-

undang untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di 
lingkungan DPD; 

b. membahas usul rancangan undang-undang 

berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 

c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul 

rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD; 

d. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau 
penyempurnaan rancangan undang-undang yang 

secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah 

dan/atau sidang paripurna; 

 

 
e. melakukan . . . 
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e. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi 

dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul 

rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh 
panitia kerja; 

f. melakukan  evaluasi  terhadap program penyusunan 

usul rancangan undang-undang; dan 

g. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, 

baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan 

untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia 
Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

 

Pasal 269 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan 
mekanisme kerja Panitia Perancang Undang-Undang diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
 

Paragraf 5 

Badan Kehormatan  

Pasal 270 

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan 

alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 

Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang 

tata tertib. 

 

Pasal 271 

(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan 

dan verifikasi atas pengaduan  terhadap anggota karena: 

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 258; 

 

 

 

b. tidak . . . 
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b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
tanpa keterangan apa pun; 

c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat 

alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan 
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 

tanpa alasan yang sah; 

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota 
DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; dan/atau 

e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan 
penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan 

kode etik DPD. 

(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait 
dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. 

(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir 

masa keanggotaan. 

 

Pasal 272 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan 

wewenang dan tugas Badan Kehormatan diatur dalam 
peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan. 

 

Paragraf 6 

Panitia Urusan Rumah Tangga 

Pasal 273 

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan 

merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. 

 

 

 

(2) Keanggotaan . . . 
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(2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan 

oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa 

kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, 
kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa 

keanggotaan DPD. 

(3) Panitia Urusan Rumah Tangga dipimpin oleh pimpinan 
Panitia Urusan Rumah Tangga. 

 

Pasal 274 

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas: 

a. membantu pimpinan DPD dalam menentukan 

kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk 

kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat 

Jenderal DPD; 

b. membantu pimpinan DPD dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal 
DPD; 

c. membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan 

menyusun kebijakan anggaran DPD;  

d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan 

masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan 

oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia 
Musyawarah; dan 

e. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang 

paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu. 

(2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta 

penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat 

Jenderal DPD. 

(3) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi 
masalah, baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan 

oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa 
keanggotaan berikutnya. 

 

 

 

Pasal 275 . . . 
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Pasal 275 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan 

mekanisme kerja Panitia Urusan Rumah Tangga diatur 
dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas DPD 

Paragraf 1 

Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Pasal 276 

(1) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang 

berdasarkan program  legislasi nasional.  

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang disertai dengan naskah akademik 
dapat diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-

Undang dan/atau panitia kerja.  

(3) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diputuskan menjadi rancangan undang-

undang yang berasal dari DPD dalam sidang paripurna 

DPD.  

 

Pasal 277 

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik 

disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD 

kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada 
Presiden. 

(2)  Surat pengantar pimpinan DPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyebut juga Panitia Perancang Undang-

Undang dan/atau panitia kerja yang mewakili DPD 
dalam  melakukan pembahasan rancangan undang-

undang tersebut. 

 

 

 

 

Pasal 278 . . . 
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Pasal 278 

(1) DPD menyampaikan daftar inventarisasi masalah 

rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau 
Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah kepada DPR paling lama 60 (enam 
puluh) Hari sejak diterimanya usulan rancangan 

undang-undang dari DPR atau Presiden. 

(2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada DPR dan Presiden 

dengan surat pengantar pimpinan DPD. 

 

Pasal 279 

Dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf b dan huruf c, DPD 

menyampaikan pandangan dan pendapat dalam 

pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam               
Pasal 170 ayat (1),  Pasal 170 ayat (2) huruf b dan huruf e, 

serta Pasal 170 ayat (4) huruf b.  

 

Pasal 280 

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan DPD dalam 

pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Pemberian Pertimbangan  

terhadap Rancangan Undang-Undang  

Pasal 281 

DPD memberikan pertimbangan terhadap rancangan 

undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 

ayat (1) huruf c kepada pimpinan DPR. 

 

 

Pasal 282 . . . 
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Pasal 282 

(1) Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD 

memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 14 
(empat belas) Hari sebelum diambil persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden. 

(2) Terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan  
pajak, pendidikan, dan agama, DPD memberikan 

pertimbangan kepada DPR paling lama 30 (tiga puluh) 

Hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR.  

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 

kepada DPR setelah diputuskan dalam sidang paripurna 
DPD. 

(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku ketentuan 

Pasal 176. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

pertimbangan diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib. 

 

Paragraf 3 

Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK 

Pasal 283 

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai 

calon anggota BPK. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diputuskan dalam sidang paripurna DPD. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada 
pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum 

pelaksanaan pemilihan anggota BPK.  

(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku ketentuan 

Pasal 192. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 
pertimbangan diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib. 

 Paragraf 4 . . . 
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Paragraf 4 

Penyampaian Hasil Pengawasan  

Pasal 284 

(1) DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 

ayat (1) huruf d kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan.  

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diputuskan dalam sidang paripurna DPD.   

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

 

Paragraf 5 

Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK 

Pasal 285 

(1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang 

disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD 
dalam acara yang khusus diadakan untuk itu. 

(2) DPD menugasi panitia kerja untuk membahas hasil 

pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK 
menyampaikan penjelasan. 

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diputuskan dalam sidang paripurna DPD.  

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari 

pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan 

bagi DPR. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil 

pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diatur dengan 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

 

 

 

 

Bagian Kesembilan . . . 
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Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Hak Anggota  

Paragraf 1 
Hak Bertanya 

Pasal 286 

(1) Anggota DPD mempunyai hak bertanya.  

(2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam sidang dan/atau rapat sesuai dengan 

wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 249 ayat (1) huruf e. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak bertanya diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 

Pasal 287 

(1) Anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapat 
mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan 

maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian usul dan 
pendapat diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib. 

 

Paragraf 3 
Hak Memilih dan Dipilih 

Pasal 288 

(1) Anggota DPD mempunyai hak memilih dan dipilih untuk 

menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih 

dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 
 

 

 
 

 

 

Paragraf 4 . . . 
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Paragraf 4 

Hak Membela Diri 

Pasal 289 

(1) Anggota DPD yang diduga melakukan pelanggaran 

sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan 

kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk 
membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada 

Badan Kehormatan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau 
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

beracara Badan Kehormatan.  

 

Paragraf 5 
Hak Imunitas 

Pasal 290 

(1)  Anggota DPD mempunyai hak  imunitas. 

(2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan 

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di 
dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang 

berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. 

(3) Anggota DPD tidak dapat diganti antarwaktu karena 
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di 

luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPD. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud 

dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

 
 

 

 
 

Paragraf 6 . . . 
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Paragraf 6 

Hak Protokoler 

Pasal 291 

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak 

protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Paragraf 7 

Hak Keuangan dan Administratif 

Pasal 292 

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan 

dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota 
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 

pimpinan DPD dan diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kesepuluh 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Paragraf 1 
Persidangan 

Pasal 293 

(1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan 
diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan 

apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 

pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja 

sebelumnya. 

(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun 

sidang DPD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji 

anggota.  

 

 

 
(3) Kegiatan . . . 
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(3) Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota negara 

serta rapat di daerah dan tempat lain sesuai dengan 

penugasan DPD. 

(4) Sidang DPD di ibu kota negara dalam hal pengajuan dan 

pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa 

sidang DPR. 

(5) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), anggota DPD dan anggota DPR 

mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang 
bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara 

bergantian. 

 

Pasal 294 

Semua rapat di DPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali 
rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 

 

Pasal 295 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan 
rapat DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 

Pasal 296 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang DPD 

pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah 

untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 

 

 

 

 

Pasal 297 . . . 
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Pasal 297 

(1) Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil 

keputusan apabila memenuhi kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 

apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota rapat atau sidang. 

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak terpenuhi, rapat atau sidang ditunda paling banyak 

2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak 
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD.  

 

Pasal 298 

Setiap keputusan rapat DPD, baik berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, 
menjadi perhatian semua pihak yang terkait. 

 

Pasal 299 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
keputusan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 

Bagian Kesebelas 

Tata Tertib dan Kode Etik 

Paragraf 1 

Tata Tertib 

 Pasal 300 

(1) Tata tertib DPD ditetapkan oleh DPD dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
di lingkungan internal DPD.  

 (3) Tata . . . 
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(3) Tata tertib DPD paling sedikit memuat ketentuan 

tentang:  

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. pemilihan dan penetapan pimpinan; 

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, 

serta hak dan kewajiban anggota; 

f. penggantian antarwaktu anggota; 

g. pembentukan, susunan, wewenang dan tugas alat 

kelengkapan; 

h. pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan 

eksekutif; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat; 

k. pengaturan protokoler;  

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan 

m. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. 

 

Paragraf 2  
Kode Etik 

Pasal 301 

DPD  menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib 
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya 

untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 

DPD.  

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua Belas 

Larangan dan Sanksi 

Paragraf 1 

Larangan 

Pasal 302 

(1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:  

a. pejabat negara lainnya;  

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
pegawai pada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari APBN/APBD.  

(2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai 

pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, 

akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, 

notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya 
dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai 

anggota DPD.  

(3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.  

 

Paragraf 2 
Sanksi 

Pasal 303 

(1) Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dikenai sanksi 

berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.  

(2)  Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) 

dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai 
anggota DPD. 

(3)  Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (3) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPD. 

 
Pasal 304 . . . 
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Pasal 304 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 

(1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 

Pasal 305 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan 

pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD dalam hal 
memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPD 

yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan/atau 

melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 302.  

 

Pasal 306 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan 
masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan 

DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan. 

 
 

Bagian Ketiga Belas 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  
dan  Pemberhentian Sementara 

Paragraf 1 

Pemberhentian Antarwaktu  

Pasal 307 

(1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

 

 (2) Anggota . . . 
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(2) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)   huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 

tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD;  

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara  5 (lima) tahun atau lebih; 

d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat 
alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan 

kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 

tanpa alasan yang sah;  

e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan umum; atau 

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  

 

Pasal 308 

(1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 307 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada 

ayat (2) huruf c diusulkan oleh pimpinan DPD yang 

diumumkan dalam sidang paripurna. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pimpinan DPD 

diumumkan dalam sidang paripurna sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPD menyampaikan 

usul pemberhentian anggota DPD kepada Presiden untuk 
memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari 
sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPD dari 

pimpinan DPD. 

 

 

 

Pasal 309 . . . 
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Pasal 309 

(1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 307 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d,  
huruf e, dan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil 

penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam 

keputusan Badan Kehormatan DPD atas pengaduan dari 
pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPD mengenai 

pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPD 

kepada sidang paripurna.  

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan 
Kehormatan DPD yang telah dilaporkan dalam sidang 

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pimpinan DPD menyampaikan keputusan Badan 

Kehormatan DPD kepada Presiden untuk memperoleh 
peresmian pemberhentian.  

(4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) Hari 
sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPD 

dari pimpinan DPD. 

 

 

Pasal 310 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1), Badan 

Kehormatan DPD dapat meminta bantuan dari ahli 

independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, 
verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan 

Kehormatan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang 

tata beracara Badan Kehormatan. 

 

 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 

Pasal 311 

(1) Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) digantikan oleh calon 

anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan 
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon 

anggota DPD dari provinsi yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPD yang memperoleh suara 
terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat 

perolehan suara calon anggota DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan 
diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon 

anggota DPD, anggota DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPD yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.  

(3) Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu 

melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang 

digantikannya. 

 

Pasal 312 

(1) Pimpinan DPD menyampaikan nama anggota DPD yang 

diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon 
pengganti antarwaktu kepada KPU. 

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPD 

paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat 

pimpinan DPD. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon 
pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan nama 

anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon 
pengganti antarwaktu kepada Presiden. 

 

 

 

 

(4) Paling . . . 
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(4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima 

nama anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon 

pengganti antarwaktu dari pimpinan DPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan 

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan 

Presiden. 

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD pengganti 

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya 
dipandu oleh pimpinan DPD, dengan tata cara dan teks 

sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal  253 dan 

Pasal 254. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPD tidak 

dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPD 

yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

 

Paragraf 3 
Pemberhentian Sementara  

Pasal 313 

(1) Anggota DPD diberhentikan sementara karena:  

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

umum yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

khusus.   

(2) Dalam hal anggota DPD dinyatakan terbukti bersalah 
karena melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, anggota DPD yang bersangkutan 
diberhentikan sebagai anggota DPD.  

(3) Dalam hal anggota DPD dinyatakan tidak terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, anggota DPD yang bersangkutan diaktifkan. 

 

 
(4) Anggota . . . 
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(4) Anggota DPD yang diberhentikan sementara, tetap 

mendapatkan hak keuangan tertentu.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPD 

tentang tata tertib. 

 

BAB V 
DPRD PROVINSI 

Bagian Kesatu 

Susunan dan Kedudukan  

Pasal 314 

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.  

 

Pasal 315 

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah provinsi.  

 

 

Bagian Kedua 

Fungsi 
Pasal 316 

(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:  

a. legislasi;  

b.   anggaran; dan  

c.  pengawasan.   

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di 
provinsi. 

 

 
 

 

 
 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Wewenang dan Tugas 

Pasal 317 

(1) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas: 

a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama 

gubernur;  

b. membahas dan memberikan persetujuan 

rancangan peraturan daerah mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi yang 
diajukan oleh gubernur;   

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah provinsi;  

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 

gubernur dan/atau wakil gubernur kepada 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk 
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau 

pemberhentian;  

e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan wakil gubernur;  

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

pemerintah daerah provinsi terhadap rencana 
perjanjian internasional di daerah;  

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja 

sama internasional yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah provinsi;   

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah provinsi;    

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja 

sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah;   

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  

 

 k. melaksanakan . . . 
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k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang 

diatur dalam ketentuan  peraturan perundang-

undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata 
tertib. 

 

Bagian Keempat 

Keanggotaan 

Pasal 318 

(1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga 

puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) 

orang.  

(2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan 

keputusan Menteri Dalam Negeri.  

(3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi 
yang bersangkutan.  

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) 

tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi 
yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 

Pasal 319 

(1) Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat 
paripurna DPRD provinsi. 

(2)  Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan 

sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 
oleh pimpinan DPRD provinsi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang 

tata tertib.  

 

 
Pasal 320 . . . 
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Pasal 320 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 

sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan 
demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara  daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Pasal 321 

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah 

pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di 

provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah 
pemilihan umum dilakukan dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum 
berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan 

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon 
anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan 

umum di daerah pemilihan provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan 

hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi 

induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 
umum; 

 d. menetukan . . . 
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d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta 

pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum 

di daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang 
dibentuk setelah pemilihan umum; dan 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap 

untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada 
huruf d berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU provinsi induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang 

dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota 

DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya 
mengucapkan sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan 

tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk 
dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Hak DPRD Provinsi 

Pasal 322 

(1) DPRD provinsi berhak:  

a.  interpelasi;  

b.  angket; dan 

c.  menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta 
keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan 

pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta 

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.  

 (3) Hak . . . 
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(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan 

penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi 
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 

kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(4) Hak  menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau 

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah 

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan 

hak angket.   

 

Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota  

Paragraf 1 

Hak Anggota 

Pasal 323 

Anggota DPRD provinsi berhak:  

a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;  

b. mengajukan pertanyaan;  

c. menyampaikan usul dan pendapat;  

d. memilih dan dipilih;  

e. membela diri;  

f. imunitas;  

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 

h. protokoler; dan  

i. keuangan dan administratif.  

 

 

 

 
 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 

Pasal 324 

Anggota DPRD provinsi berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;  

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan 

perundang-undangan;  

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan golongan;  

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;  

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah;  

g. menaati tata tertib dan kode etik;  

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah provinsi; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala;  

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 
pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 

politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

 

Bagian Ketujuh 

Fraksi 

Pasal 325  

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang 
dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban 

anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah 

berhimpun anggota DPRD provinsi. 

 

 

 

(2) Setiap . . . 
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(2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota 

salah satu fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling 
sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi 

mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada     
ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di 

DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung 

dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi 

gabungan.  

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi 

persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) 
fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

(10) Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, 
anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan 

tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan  

memperhatikan kemampuan APBD.  

 

Bagian Kedelapan 

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi 

Pasal 326 

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Badan Musyawarah;  

c. komisi;  

 

 

 

 

d. Badan . . . 
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d. Badan Legislasi Daerah; 

e. Badan Anggaran;  

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 

oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu 
oleh sekretariat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, 

serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD 
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang 

tata tertib.  
 

Pasal 327 

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua 
untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 

(delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) 

orang; 

b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua 

untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat 

puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) 
orang; 

c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua 

untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga 
puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) 

orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 

terbanyak di DPRD provinsi. 

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang 

berasal dari partai politik yang memperolah kursi 
terbanyak pertama di DPRD provinsi. 

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah 

anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik 

yang memperoleh suara terbanyak. 

 (5) Dalam . . . 
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(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD 
provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 

perolehan suara partai politik yang lebih luas secara 

berjenjang.  

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD provinsi 
ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai 

politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, 

dan/atau keempat. 

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD provinsi 

yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD provinsi 

yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi 
terbanyak kedua.  

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan 

berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. 

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan 
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai 

politik yang lebih luas secara berjenjang.  

      

Pasal 328 

(1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) belum terbentuk, 

DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD 

provinsi.  

(2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua 

dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) 
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama 

dan kedua di DPRD provinsi.  

 (3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil 

ketua sementara DPRD provinsi ditentukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang 

ada di DPRD provinsi.  

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan 
keputusan Menteri Dalam Negeri.  

(5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 293 yang dipandu oleh ketua 

pengadilan tinggi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 
pimpinan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD 

provinsi tentang tata tertib.  

 

Pasal 329 

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) 
huruf c dibentuk dengan ketentuan: 

a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 
(empat) komisi; 

b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima 

puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi. 

 

Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi 

Paragraf 1 

Hak Interpelasi 

Pasal 330 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 

ayat (1) huruf a diusulkan oleh:  

a.  paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD 

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;  

 

b. Paling . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 163 - 

 

 

b.  paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD 

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 
lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan 

dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih 
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi 

dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 

(satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi 

tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Hak Angket 

Pasal 331 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 

ayat (1) huruf b diusulkan oleh:  

a.  paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD 
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;  

b.  paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD 

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 

lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 
angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan 

dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling 

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 
provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

provinsi yang hadir.  

 
Pasal 332 . . . 
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Pasal 332 

(1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak 

usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
331 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi 
membentuk panitia angket yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD 

provinsi.  

(3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut 

tidak dapat diajukan kembali. 

 

Pasal 333 

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 

ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3), dapat memanggil 

pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau 
patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk 

memberikan keterangan serta untuk meminta 

menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan 
dengan hal yang sedang diselidiki.  

(2) Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dipanggil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan 

DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan.  

(3)  Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, 
atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil 

dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi 

panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD 
provinsi dapat memanggil secara paksa dengan 

bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

 

Pasal 334 . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 165 - 

 

 

Pasal 334 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) 
Hari sejak dibentuknya panitia angket.  

 

Pasal 335 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 
angket diatur dalam  peraturan DPRD provinsi tentang tata 

tertib. 

 

Paragraf 3 

Hak Menyatakan Pendapat 

Pasal 336 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 322 ayat (1) huruf c diusulkan  oleh:  

a.  paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD 

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;  

b.  paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD 
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 

lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 
menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang 

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 

anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan 
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.  

 

 

 

 

 

Pasal 337 . . . 
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Pasal 337 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 
menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD provinsi 

tentang tata tertib. 

 

 
Bagian Kesepuluh 

Pelaksanaan Hak Anggota  

Paragraf 1 
Hak Imunitas 

Pasal 338 

(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan 
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau 

pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun 
di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan 

fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu 
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 

yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD 

provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang 
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPRD provinsi. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam 

rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

 Hak Protokoler 

Pasal 339 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi  mempunyai hak 

protokoler. 

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan pemerintah.  

 

Paragraf 3 

 Hak Keuangan dan Administratif 

Pasal 340 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak 

keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota 
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

(3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan 
dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh 

tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan daerah. 

(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh 

sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan 
pemerintah.  

 

Bagian Kesebelas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Paragraf 1 
Persidangan  

Pasal 341 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang 
DPRD provinsi dimulai pada saat pengucapan 

sumpah/janji anggota.  

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa . . . 
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(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, 

kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode 

keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan. 

 

Pasal 342 

Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat 

terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 

 

Pasal 343 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan 

rapat DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi 
tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 

Pasal 344 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada 

dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk 

mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 

 

Pasal 345 

(1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan 

apabila memenuhi kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 
apabila: 

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk 
mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak 

angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk 

mengambil keputusan mengenai usul 
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur; 

 
b. rapat . . . 
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b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3  (dua per tiga) 

dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk 

memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta 
untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah;  

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 
jumlah anggota DPRD provinsi untuk rapat 

paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali 

dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 

(satu) jam.  

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, 

pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari 
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan 

musyawarah. 

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak 

dapat mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya 

diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan 

pimpinan fraksi.  

 

 
Pasal 346 . . . 
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Pasal 346 

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara 
terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti 

oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Pasal 347 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 

keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang 
tata tertib. 

 

Bagian Kedua Belas 

Tata Tertib dan Kode Etik 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

Pasal 348 

(1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi 
dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.  

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
di lingkungan internal DPRD provinsi.  

(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat 

ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji;  

b. penetapan pimpinan;  

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;  

d. jenis dan penyelenggaraan rapat;  

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, 

serta hak dan kewajiban anggota;  

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 
alat kelengkapan;  

 

 

 

g. penggantian . . . 
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g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pembuatan pengambilan keputusan;  

i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan 
pemerintah daerah provinsi;  

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat;  

k. pengaturan protokoler; dan  

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.  

 

Paragraf 2  
Kode Etik 

Pasal 349 

DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang 

wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan 
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan 

kredibilitas DPRD provinsi. 

 

Bagian Ketiga Belas 
Larangan dan Sanksi 

Paragraf 1 

Larangan 

Pasal 350 

(1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan 

sebagai: 

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
pegawai pada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

 

 

 

(2) Anggota . . . 
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(2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan 

sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan 

swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau 
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada 

hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD 

provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.  

(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Disetujui, Timus 24 

Paragraf 2 
Sanksi 

Pasal 351 

(1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 
dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan 

Kehormatan.  

(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat 

(1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian 

sebagai anggota DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350    

ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi. 

 

Pasal 352 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 
(1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 

 

 

 

Pasal 353 . . . 
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Pasal 353 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan 

pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD provinsi dalam 
hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota 

DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu 

kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam             
Pasal 324 dan/atau melanggar ketentuan larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350.  

 

Pasal 354 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan 

masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan 

DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan. 

 

Bagian Keempat Belas 
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  

dan  Pemberhentian Sementara 

Paragraf 1 
Pemberhentian Antarwaktu  

Pasal 355 

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan 

berturut-turut tanpa keterangan apa pun;  

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik 
DPRD provinsi;  

 

 

 

c. dinyatakan . . . 
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c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara  5 (lima) tahun atau 

lebih; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat 
alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas 

dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-

turut tanpa alasan yang sah;  

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota 
DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan umum;  

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini;  

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau 

i. menjadi anggota partai politik lain.  

 

Pasal 356 

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b 

serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i 
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan 

DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam 

Negeri. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul 
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul 

pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh 

peresmian pemberhentian. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul 
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri 

Dalam Negeri.  

 
(4) Menteri . . . 
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(4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama               

14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan 
pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur. 

 

Pasal 357 

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) huruf a, huruf b, 

huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya 

hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam 
keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas 

pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, 

dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai 
pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan 

kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.  

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan 

kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam 

rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan 

badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan 

partai politik yang bersangkutan.  

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan 

menyampaikan keputusan tentang pemberhentian 

anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling 
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 

keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari  pimpinan 

DPRD provinsi. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari 

meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk 

memperoleh peresmian pemberhentian. 

 

 
(6) Paling . . . 
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(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada 
Menteri Dalam Negeri.  

(7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama             
14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan  

Badan Kehormatan DPRD provinsi atau keputusan 

pimpinan partai politik tentang pemberhentian 
anggotanya dari gubernur.  

 

Pasal 358 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1), Badan 
Kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari 

ahli independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, 
verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan 

Kehormatan DPRD provinsi diatur dalam peraturan 

DPRD provinsi tentang tata beracara Badan 
Kehormatan. 

 

Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 

Pasal 359 

(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan 

Pasal 357 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD 
provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan 

berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari 

partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang 
sama.  

 

 

 

 

 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan 
diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan 
oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh 

suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik 

yang sama pada daerah pemilihan yang sama.  

(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti 

antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota 

DPRD provinsi yang digantikannya.  

 

Pasal 360  

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota 

DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan 

meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU 
provinsi. 

(2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti 

antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) kepada 

pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari 

sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon 

pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi 
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu 

kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama 
anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama 

calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota 
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon 

pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.  

 

 

 

 

(5) Paling . . . 
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(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima 

nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan 

nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam 

Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya 

dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi 

pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud                

pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang 
pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, 

dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana 

diatur dalam Pasal  319 dan Pasal 320. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak 

dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD 

provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 361 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan 

calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti 
antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara  

Pasal 362 

(1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena:  

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

umum yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

khusus.  

 

 

 

 

 

(2) Dalam . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 179 - 

 

 

(2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti 

bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD 
provinsi. 

(3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang 
bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara, 

tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian 
sementara diatur dalam peraturan DPRD provinsi 

tentang tata tertib.  

 

BAB VI 
DPRD KABUPATEN/KOTA 

Bagian Kesatu 

Susunan dan Kedudukan  

Pasal 363 

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik 

peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan 
umum.  

 

Pasal 364 

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua  . . . 
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Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 365 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:  

a. legislasi;  

b. anggaran; dan  

c. pengawasan.   

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di 
kabupaten/kota. 

 

 

Bagian Ketiga 

Wewenang dan tugas 

Pasal 366 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: 

a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota 

bersama bupati/walikota;  

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan 
peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan 

oleh bupati/walikota;   

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 

bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil 

walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

gubernur untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan/atau pemberhentian;  

e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal 

terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil 
walikota;  

 

 

f. memberikan . . . 
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f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap 

rencana perjanjian internasional di daerah;  

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja 

sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota;   

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

bupati/walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota;    

i. memberikan persetujuan terhadap rencana 

kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak 

ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;   

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  

k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang 

dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata 

tertib. 

 

Bagian Keempat 
Keanggotaan 

Pasal 367 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 
20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) 

orang.  

(2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan 

keputusan gubernur.  

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota 

kabupaten/kota yang bersangkutan.  

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah        
5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD 

kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 

 
Pasal 368 . . . 
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Pasal 368 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku 

jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-
sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam 

rapat paripurna DPRD kabupaten/kota. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan 
mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang 

dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota 
tentang tata tertib.  

 

Pasal 369 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 

sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 

anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan 
demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara  daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan 

golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

 

 

 

 

Pasal 370 . . . 
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Pasal 370 

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota 

setelah pemilihan umum,  pengisian anggota DPRD 
kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 

dilakukan dengan cara: 

a.  menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota 

induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah 

pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk 
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; 

b.  menetapkan perolehan suara partai politik dan 

calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan 

hasil pemilihan umum di daerah pemilihan 

kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang 
dibentuk setelah pemilihan umum; 

c.  menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan 

hasil pemilihan umum di daerah pemilihan 
kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang 

dibentuk setelah pemilihan umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta 
pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum 

di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan 
umum; 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap 

untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada 

huruf d berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU 

kabupaten/kota induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 

yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. 

 

 

 

(4) Masa . . . 
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(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat 

anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum 
berikutnya mengucapkan sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan 

tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota 
induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Hak DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 371 

(1) DPRD kabupaten/kota berhak:  

a.  interpelasi;  

b.  angket; dan 

c.  menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk 
meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai 

kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan 

strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan 
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah 

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta 

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, 

dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(4) Hak  menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan 

hak interpelasi dan hak angket.   

 

 
Bagian Keenam . . . 
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Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota  

Paragraf 1 
Hak Anggota 

Pasal 372 

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak:  

a. mengajukan rancangan peraturan daerah 

kabupaten/kota;  

b. mengajukan pertanyaan;  

c. menyampaikan usul dan pendapat;  

d. memilih dan dipilih;  

e. membela diri;  

f. imunitas;  

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 

h. protokoler; dan  

i. keuangan dan administratif.  

 

Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 

Pasal 373 

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;  

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan 

perundang-undangan;  

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan golongan;  

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;  

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah;  

 

 

g. menaati . . . 
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g. menaati tata tertib dan kode etik;  

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kabupaten/kota; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala;  

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

 

  

Bagian Ketujuh 

Fraksi 

Pasal 374 

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak 
dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk 

fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD 

kabupaten/kota. 

(2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi 

anggota salah satu fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan 
paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD 

kabupaten/kota. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD 
kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 

(satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di 
DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat 

bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk 
fraksi gabungan.  

 

 

 

(6) Dalam . . . 
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(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi 

persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) 

fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

(10) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, 

anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan 

tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan  
memperhatikan kemampuan APBD.  

  

Bagian Kedelapan 

Alat Kelengkapan 

Pasal 375 

(1) Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Badan Musyawarah;  

c. komisi;  

d. Badan Legislasi Daerah;  

e. Badan Anggaran;  

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 
oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu 

oleh sekretariat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, 
serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD 

kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD 

kabupaten/kota tentang tata tertib.  

 

 

 

Pasal 376 . . . 
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Pasal 376 

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua 
untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 

45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima 

puluh) orang; 

b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua 

untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 

20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh 
empat) orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 
terbanyak di DPRD kabupaten/kota. 

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD 

kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang 

memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD 
kabupaten/kota. 

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota 

ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

partai politik yang memperoleh suara terbanyak. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD 
kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran 

wilayah perolehan suara partai politikyang lebih luas 

secara berjenjang.  

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD 

kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota 
yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara 

terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. 

 

 

 

 

(7) Apabila . . . 
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(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD 

kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi 
oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.  

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan 

berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. 

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 

suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.  

 

Pasal 377 

(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) belum 

terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh 
pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.  

(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 
(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang 

berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD 
kabupaten/kota.  

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil 

ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan 
secara musyawarah oleh wakil partai politik 

bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.  

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota 
diresmikan dengan keputusan gubernur.  

(5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku 

jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 yang dipandu 

oleh ketua pengadilan negeri. 

(6) Ketentuan . . . 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 

pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam 

peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.  

 

Pasal 378 

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1) 

huruf c dibentuk dengan ketentuan: 

a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang 

membentuk 3 (tiga) Komisi; 

b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 

(tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) Komisi. 

 

 
Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Hak DPRD Kabupaten/Kota 

Paragraf 1 
Hak Interpelasi 

Pasal 379 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 
ayat (1) huruf a diusulkan  oleh:  

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD 

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima);   

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD 
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 

35 (tiga puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

 

 

 

 

(3) Usul . . . 
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(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota 
yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil 

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.  

 

Pasal 380 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD kabupaten/kota 

tentang tata tertib. 

 

Paragraf 2 
Hak Angket 

Pasal 381 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 
ayat (1) huruf b diusulkan  oleh:  

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD 

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;   

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD 
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 

35 (tiga puluh lima) orang. 

 (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

angket DPRD kabupaten/kota apabila mendapat 
persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota 

yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan 
diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang 

hadir.  

 

 

Pasal 382 . . . 
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Pasal 382 

(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau 

menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  381 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak 

angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD 
kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri 

atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan 

keputusan DPRD kabupaten/kota.  

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak 

angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

 

Pasal 383 

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 

ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 381 ayat (3), dapat memanggil 
pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau 

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap 

mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 
diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk 

meminta menunjukkan surat atau dokumen yang 

berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.  

(2) Pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau 

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dipanggil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 
panggilan DPRD kabupaten/kota kecuali ada alasan 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan.  

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan 

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah 
dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak 

memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara 
paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

 

 

Pasal 384 . . . 
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Pasal 384 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam 
puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.  

 

Pasal 385 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota 

tentang tata tertib. 

 

 

Paragraf 3 
Hak Menyatakan Pendapat 

Pasal 386 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 371 ayat (1) huruf c diusulkan  oleh:  

a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD 

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua 
puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;   

b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD 

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 

(tiga puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak 

menyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 
kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan 

putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 
(dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota 

yang hadir. 

 

 

 

Pasal 387 . . . 
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Pasal 387 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD 
kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 

Bagian Kesepuluh 

Pelaksanaan Hak Anggota 

Paragraf 1 

Hak Imunitas 

Pasal 388 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak 

imunitas. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di 

depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, 
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara 

lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD 

kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD 
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti 
antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau 

pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat 

DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD 
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

 Hak Protokoler 

Pasal 389 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota  

mempunyai hak protokoler. 

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan pemerintah.  

 

 
Paragraf 3 

 Hak Keuangan dan Administratif 

Pasal 390 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota 

mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota 

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.  

(3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan 

dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh 
tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan daerah. 

(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh 

sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

peraturan pemerintah.  

 

Bagian Kesebelas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Paragraf 1 
Persidangan  

Pasal 391 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang 
DPRD kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan 

sumpah/janji anggota.  

 

 
(2) Tahun . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 196 - 

 

 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa 

reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu 
periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses 

ditiadakan. 

 

Pasal 392 

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya 

bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan 

tertutup. 

 

Pasal 393 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan 

rapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang 

tata tertib. 

 

 

Paragraf 2 
Pengambilan Keputusan 

Pasal 394 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD 
kabupaten/kota pada dasarnya dilakukan dengan cara 

musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 

Pasal 395 

(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil 
keputusan apabila memenuhi kuorum. 

 

 

 

 

(2) Kuorum . . . 
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(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 

apabila: 

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk 

mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak 

angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk 
mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian 

bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil 

walikota; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3  (dua per tiga) 

dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk 

memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota 
serta untuk menetapkan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah;  

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat 
paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, 

untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 
tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) 

kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih 

dari 1 (satu) jam.  

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum 

juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling 
lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan 

oleh Badan Musyawarah. 

 

 
(6) Apabila . . . 
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(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf 

b, rapat tidak dapat mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota dan pimpinan fraksi.  

 

Pasal 396 

Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun 

berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan 

untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam 
pengambilan keputusan. 

 

Pasal 397 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
keputusan diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota 

tentang tata tertib. 

 

Bagian Kedua Belas 
Tata Tertib dan Kode Etik 

Paragraf 1 

Tata Tertib 

Pasal 398 

(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh 

DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

 

(2) Tata . . . 
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(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten/kota.  

(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit 
memuat ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji;  

b. penetapan pimpinan;  

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;  

d. jenis dan penyelenggaraan rapat;  

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, 
serta hak dan kewajiban anggota;  

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 

alat kelengkapan; 

g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pembuatan pengambilan keputusan;  

i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD 

kabupaten/kota dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota;  

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat;  

k. pengaturan protokoler; dan  

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.  

 

 
Paragraf 2  

Kode Etik 

Pasal 399 

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi 

norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama 

menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga Belas 

Larangan dan Sanksi 

Paragraf 1 
Larangan  

Pasal 400 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap 
jabatan sebagai: 

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pegawai pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota  dilarang melakukan 

pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga 
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat 

atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada 

hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD 
kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD 

kabupaten/kota.  

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Paragraf 2 

Sanksi 

Pasal 401 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 

dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan 
Kehormatan.  

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 400 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

 
(3) Anggota . . . 
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(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 400 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

 

Pasal 402 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat 
(1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 

Pasal 403 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan 
pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa 

terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak 
melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 373 dan/atau melanggar ketentuan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400.  

 

Pasal 404 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan 
masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan 

DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan 

Kehormatan. 

 

Bagian Keempat Belas 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  
dan  Pemberhentian Sementara 

Paragraf 1 

Pemberhentian Antarwaktu  

Pasal 405 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu 
karena: 

 
a. meninggal  . . . 
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a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan 

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 

anggota DPRD kabupaten/kota  selama 3 (tiga)  
bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;  

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik 

DPRD kabupaten/kota; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun;  

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat 

alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang 
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) 

kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota 

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 

pemilihan umum;  

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau 

i. menjadi anggota partai politik lain.  

 

 

 

 

Pasal 406 . . . 
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Pasal 406 

(1)  Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a 
dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, 

dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik 

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan 
tembusan kepada gubernur. 

(2)  Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul 

pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada 

gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh 
peresmian pemberhentian. 

(3)  Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada 
gubernur.   

(4)  Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari 
sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD 

kabupaten/kota dari bupati/walikota. 

 

Pasal 407 

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, 

huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah 
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan 

dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD 

kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota 

mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh 
Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat 

paripurna.  

 

 

 

(3) Paling . . . 
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(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan 

Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah 

dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD 

kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan 

Kehormatan DPRD kabupaten/kota  kepada pimpinan 
partai politik yang bersangkutan.  

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan 

menyampaikan keputusan tentang pemberhentian 
anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, 

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 

keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari  pimpinan 

DPRD kabupaten/kota. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan 
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan 

Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui 

bupati/walikota untuk memperoleh peresmian 

pemberhentian. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut 
kepada gubernur. 

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) 

Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan 
DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai 

politik tentang pemberhentian anggotanya dari 

bupati/walikota. 

 

Pasal 408 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1), Badan 
Kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta 

bantuan dari ahli independen. 

 

 
(2) Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, 

verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan 

Kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan 
peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara 

Badan Kehormatan. 

 

Paragraf 2 
Penggantian Antarwaktu 

Pasal 409 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti 
antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 

ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon 

anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat 
perolehan suara dari partai politik yang sama pada 

daerah pemilihan yang sama.  

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang 
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 

mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh 

calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh 
suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik 

yang sama pada daerah pemilihan yang sama.  

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti 
antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota 

DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.  

 

Pasal 410 

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama 

anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan 

antarwaktu dan meminta nama calon pengganti 
antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota. 

 

 

 

 

(2) KPU . . . 
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(2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon 

pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan 
ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling 

lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan 

DPRD kabupaten/kota. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon 

pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD 
kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD 

kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon 

pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui 
bupati/walikota. 

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama 

anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan 

nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan 

nama anggota DPRD kabupaten/kota yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu 
kepada gubernur. 

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama 

anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan 
nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur 

meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya 
dengan keputusan gubernur. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD 

kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji 
yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD 

kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks 

sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan 
Pasal 369. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota 

tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota 
DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 

(enam) bulan. 

 

 

 

 

Pasal 411 . . . 
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Pasal 411 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan 
calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti 

antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

 

Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 412 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan 

sementara karena:  

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 

umum yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 
khusus.  

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan 

terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD 
kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan 

sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan 
tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD 
kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan 

sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberhentian sementara diatur dalam peraturan 

DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.  

 

 

 

BAB VII . . . 
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BAB VII 

SISTEM PENDUKUNG 

Bagian Kesatu 
Sistem Pendukung MPR, DPR, dan DPD 

Paragraf 1 

Organisasi 

Pasal 413 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 

dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat 
Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat 

Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya 

diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga 
masing-masing. 

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 

dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang 

diatur dengan Peraturan Presiden. 

(3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada         

ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR 

dan secara administratif berada di bawah Sekretariat 
Jenderal DPR. 

(4) Pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD 

melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam 
rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam 

kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD. 

 

 
Paragraf 2 

Pimpinan Organisasi 

Pasal 414 

(1) Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan 
Sekretariat Jenderal DPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 413, masing-masing dipimpin oleh seorang 

sekretaris jenderal yang diusulkan oleh pimpinan 
lembaga masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada 

Presiden. 

 

 
(2) Sekretaris . . . 
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(2) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil 

profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris 

jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan            
ayat (2), pimpinan lembaga masing-masing harus 

berkonsultasi dengan Pemerintah.  

(4) Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris 
Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat 
dengan keputusan Presiden. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal 

MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal 

DPD bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga 
masing-masing.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan 

tata cara pertanggungjawaban sekretaris jenderal diatur 
dengan peraturan lembaga masing-masing.  

 

Paragraf 3 

Pegawai 

Pasal 415 

(1) Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal 

DPR dan Badan Keahlian DPR, serta Sekretariat Jenderal 
DPD terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak 

tetap.  

(2) Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, 

DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-
masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 4 . . . 
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Paragraf 4 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Pasal 416 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR 

dan DPD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang 
diperbantukan terutama kepada anggota. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan 
keputusan Sekretaris Jenderal DPR atau Sekretaris 

Jenderal DPD sesuai dengan kebutuhan atas usul 

anggota. 

 

 

 

Paragraf 5 
Tenaga Ahli 

Pasal 417 

(1) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota 
DPR, dan tenaga ahli fraksi adalah tenaga yang memiliki 

keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, anggota dan 
fraksi. 

(2) Dalam satu kali periode masa bakti DPR terdapat paling 

sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium tenaga ahli dan 
staf administrasi anggota DPR sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, anggota 
dan fraksi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Sekretaris Jenderal DPR. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Sistem Pendukung DPRD Provinsi 

Paragraf 1 
Sekretariat 

Pasal 418 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan tugas DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD 

provinsi yang susunan organisasi dan tata kerjanya 

ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

(2) Sekretariat  DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi 
yang diangkat dan diberhentikan dengan  keputusan 

gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD 

provinsi berasal dari pegawai negeri sipil. 

 

 

Paragraf 2 
Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Pasal 419 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas 
DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan 
keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan 

kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan 
wewenang dan tugas DPRD provinsi yang tercermin 

dalam alat kelengkapan DPRD provinsi. 

 

 

 

 

 

 

Bagian ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota 

Paragraf 1 
Sekretariat 

Pasal 420 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat 

DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata 

kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris 

DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan 

dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan 

pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai 

sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai 

negeri sipil. 

 

 

Paragraf 2 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Pasal 421 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD 

kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan 

keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai 

dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan 
daerah. 

 

 

 

 

 

 

(3) Kelompok . . . 
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(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota yang 
tercermin dalam alat kelengkapan DPRD 

kabupaten/kota. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 422 

Undang-Undang ini berlaku juga bagi Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh (DPRA), dewan perwakilan rakyat 
kabupaten/kota (DPRK) di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat 

Papua (DPRP) di Provinsi Papua, dan DPRD Provinsi Papua 

Barat, sepanjang tidak diatur khusus dalam undang-undang 

tersendiri. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 423 

(1) Penyampaian rincian unit organisasi, fungsi, dan 

program untuk pembicaraan pendahuluan dalam rangka 
penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 178 huruf c mulai dilaksanakan tahun 2014 

untuk penyusunan APBN Tahun 2015. 
(2) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tetap 

melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa 

keanggotaan DPR periode 2009-2014. 

 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 424 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

 

 

 

Pasal 425 . . . 
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Pasal 425 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 426 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043) sampai dengan berakhir masa jabatan. 

 

Pasal 427 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 428 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 

 

Agar . . . 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 215 - 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

  Disahkan di Jakarta 

 pada tanggal 5 Agustus 2014 

  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd.    

 

   DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  

 

 Diundangkan di Jakarta 

 pada tanggal 5 Agustus 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

         ttd. 

 

                    AMIR SYAMSUDIN 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182  

 

 

 

 

 

 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2014  

TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

 

I. UMUM 

      Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak 
perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan 

lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan 

akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat 

lembaga tersebut, pada dasarnya sudah membuat pengaturan menuju 
terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, 

efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 27 tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk 

ditata kembali melalui penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 
Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan 

pada materi muatan baru yang telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari 

substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut. 

 Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama 
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam 

proses pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian 

terhadap . . . 
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terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengurangi 

kewenangan DPR dalam pembahasan APBN. 

 Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan 
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan 
kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, 
yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang 

memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

 Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga 
perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang 

ini memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, 

wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme 
pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan 

peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang 

bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem 
pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

            Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

          Cukup jelas. 

 

 

 

Huruf b . . . 
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    Huruf b 

         Cukup jelas. 

   Huruf c 

         Cukup jelas. 

   Huruf d 

         Cukup jelas. 

   Huruf e 

Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR 

merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden 
tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan 

partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan wewenang dan 

tugas MPR perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesuai 
dengan kemampuan keuangan negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran MPR” adalah format dan prosedur pengelolaan 

anggaran. 

 

 

 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 

penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 

Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk 

memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh 
Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-

undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota MPR. 

 

Pasal 10 

Huruf a 

          Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menentukan sikap dan pilihan dalam 

pengambilan keputusan” adalah dalam rangka pelaksanaan 

wewenang dan tugas MPR. 

Huruf c 

          Cukup jelas. 

Huruf d 

          Cukup jelas. 

 

 

 

 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

          Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 

MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan 

jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi 
maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf g 

         Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Huruf a 

        Cukup jelas. 

Huruf b 

        Cukup jelas. 

Huruf c 

        Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini 

termasuk kepentingan partai politik, daerah, suku, agama, dan 
ras. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

     Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

     Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

             Cukup jelas. 

Huruf d 

             Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan anggota  

MPR” adalah mempersiapkan anggota MPR untuk 
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan 

tugas dan wewenangnya pada lembaga masing-masing. 
Ketentuan ini tidak menutup kesempatan bagi 

Pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakatkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

 

 

 

 

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Dalam mewakili MPR di pengadilan, pimpinan dapat 

menunjuk kuasa hukum. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

         Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

         Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 

atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Huruf a 

             Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan 

tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” 

adalah menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik 

maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang 

berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. 

 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 26 . . . 
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Pasal 26 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Ayat (1) 

       Cukup jelas. 

Ayat (2) 

       Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Dalam hal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan 

rapat paripurna DPR, berita acara pelantikan Presiden dan 

Wakil Presiden ditandatangani oleh pimpinan MPR. 

Ayat (8) 

Pidato awal masa jabatan disampaikan oleh Presiden: 

a. dalam sidang paripurna MPR apabila pengucapan 

sumpah/janji di hadapan sidang paripurna MPR; 

b. dalam rapat paripurna DPR apabila pengucapan 

sumpah/janji di hadapan rapat paripurna DPR; atau 

c. di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung 
apabila pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan 

pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 35 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu 

sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut 
agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut 

agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan 

menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan 

frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu 
didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

 

Pasal 36 

   Cukup jelas. 

 

 

Pasal 37 . . . 
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Pasal 37 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu 

sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut 

agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut 
agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan 

menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan 

frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu 
didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 45 . . . 
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Pasal 45 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 

penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 

dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 
Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

 

Pasal 49 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 53 . . . 
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Pasal 53 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 

penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 

Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

 

Pasal 55 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

    Pidato pelantikan disampaikan oleh Presiden: 

a. dalam sidang paripurna MPR apabila pengucapan sumpah/janji di 

hadapan sidang paripurna MPR; 

b. dalam rapat paripurna DPR apabila pengucapan sumpah/janji di 

hadapan rapat paripurna DPR; atau 

c. di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung 
apabila pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan pimpinan 

MPR dan pimpinan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 57 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 59 . . . 
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Pasal 59 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Huruf a 

         Cukup jelas. 

Huruf b 

         Cukup jelas. 

Huruf c 

Ketentuan ini harus mencerminkan unsur anggota DPR dan 
anggota DPD. 

 

Pasal 64 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 67 . . . 
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Pasal 67 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat 

dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang                     
partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan 

pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. 

 

Pasal 70 

        Cukup jelas.  

 

Pasal 71 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

   Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 75 . . . 
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Pasal 75 

Ayat (1) 

Memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran 
dimaksudkan agar tersedia anggaran yang mencukupi untuk 

mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sesuai 

dengan kemampuan keuangan negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran DPR” adalah format dan prosedur pengelolaan 

anggaran. 

 

Pasal 76 

Ayat (1) 

       Cukup jelas. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Selama menjadi anggota DPR, yang bersangkutan harus 
berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia untuk 

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penuh waktu. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 77 . . . 
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Pasal 77 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 

penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 

Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk 
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh 

Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 

perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa 
kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap 

anggota DPR. 

 

Pasal 79 

Ayat (1) 

       Cukup jelas. 

Ayat (2) 

       Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri 

oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, 

Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian. 

Ayat (4) 

       Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 80 . . . 
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Pasal 80 

Huruf a 

Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPR 
menyikapi dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi 

rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul 

rancangan undang-undang. 

Huruf b 

Hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan, baik secara 

lisan maupun tertulis, kepada Pemerintah sesuai dengan fungsi 
serta wewenang dan tugas DPR. 

Huruf c 

Hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat 
secara leluasa baik kepada Pemerintah maupun kepada DPR 

sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan 

panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, 

setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di 
dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara 

penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap 

memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan 
kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 

      Cukup jelas. 

Huruf e 

        Cukup jelas. 

Huruf f 

        Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 

DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan 
jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi 

maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

 

 

 

 

 

Huruf h . . . 
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Huruf h 

         Cukup jelas. 

Huruf i 

         Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup Jelas. 

Pasal 81 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c  

         Cukup jelas. 

Huruf d 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini 

termasuk kepentingan partai politik, daerah, agama, ras, dan 

suku. 

Huruf e 

         Cukup jelas. 

Huruf f 

         Cukup jelas. 

Huruf g 

         Cukup jelas. 

Huruf h 

         Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Huruf i  . . . 
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Huruf i 

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” 

adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan 
konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil 

pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis 

kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. 

Huruf j 

                     Cukup jelas. 

Huruf k 

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis 

disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada 

setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik 
yang menyangkut aspirasi pemilihnya. 

 

Pasal 82 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

 

 

Huruf g . . . 
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Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi 
legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk 

menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak 

atau memerlukan penanganan segera. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Ayat (1) 

Huruf a 

         Cukup jelas. 

Huruf b 

         Cukup jelas. 

 

 

 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

         Cukup jelas. 

Huruf d 

          Cukup jelas. 

Huruf e 

Dalam memasyarakatkan keputusan DPR, pimpinan 

dapat menugasi anggota DPR. 

Huruf f 

         Cukup jelas. 

Huruf g 

         Cukup jelas. 

Huruf h 

Dalam mewakili DPR di pengadilan, pimpinan dapat 

menunjuk kuasa hukum. 

Huruf i 

         Cukup jelas. 

Huruf j 

         Cukup jelas. 

Huruf k 

         Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 87 . . . 
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Pasal 87 

Ayat (1) 

Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 

atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan 

tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” 

adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik 
maupun mental tidak berfungsi secara normal yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang 

berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau 
tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun 

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 95 . . . 
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Pasal 95 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

  Ayat (1) 

Cukup jelas.    

            Ayat (2) 

      Huruf a 

                 Cukup jelas. 

      Huruf b 

                 Cukup jelas. 

      Huruf c 

Alokasi anggaran terkait fungsi dan program  
kementerian/lembaga ditetapkan dalam rapat kerja komisi 

sehingga harus menjadi kesimpulan rapat kerja komisi.  

      Huruf d 

                 Cukup jelas. 

Huruf e 

                 Cukup jelas. 

Huruf f 

               Cukup jelas. 

Huruf g 

               Cukup jelas. 

Huruf h 

         Cukup jelas. 

 Ayat (3) . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26 - 
 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas.    

Ayat (4) 

Cukup jelas.    

Ayat (5) 

Cukup jelas.    

Ayat (6) 

Cukup jelas.   

Ayat (7) 

Cukup jelas.     

Ayat (8) 

Cukup jelas.  

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas.    

Ayat (11) 

Cukup jelas.   

       

Pasal 99 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Jumlah komisi disesuaikan dengan jumlah institusi pemerintah yang 

meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, 
dan/atau sekretariat lembaga negara. Ruang lingkup tugas komisi 

disesuaikan dengan ruang lingkup kementerian negara, lembaga 

pemerintah nonkementerian, dan/atau sekretariat lembaga negara, 

dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. 

Yang dimaksud dengan “mitra kerja komisi” adalah 

kementerian/lembaga termasuk sekretariat lembaga negara seperti 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Sekretariat Jenderal 
DPR. 

 
Pasal 101 . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 27 - 
 

 

Pasal 101 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Jumlah anggota Badan Anggaran memberikan alokasi yang 

lebih banyak terhadap komisi yang menangani urusan 
keuangan negara. 

 

 

Pasal 109 . . . 
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Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Dalam rangka efektivitas pembahasan alokasi dana 

transfer ke daerah oleh komisi, pembahasan dapat 
dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau lintas 

komisi bersama pemerintah. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 112 . . . 
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Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

        Ayat (1) 

                Cukup jelas. 

 

 

Ayat (2) . . . 
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        Ayat (2) 

Usulan fraksi memperhatikan syarat-syarat senioritas dan 

integritas dari keanggotaan fraksi yang bersangkutan. 

       Ayat (3) 

               Cukup jelas. 

       Ayat (4) 

               Cukup jelas. 

Ayat (5) 

               Cukup jelas. 

       Ayat (6) 

               Cukup jelas. 

       Ayat (7) 

               Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

    Ayat (1) 

            Cukup jelas 

    Ayat (2) 

            Cukup jelas. 

    Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkaitan” adalah lembaga 

negara, pejabat negara/pemerintah, badan hukum, organisasi 
masyarakat, warga negara Indonesia, dan/atau orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

 

Pasal 123 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 125 . . . 
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Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 135 . . . 
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Pasal 135 

Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

 

Pasal 138 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat asli atau jika 
berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang 

berwenang.  

Alat bukti surat yang bukan surat asli atau fotokopi yang 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang hanya menjadi 

petunjuk.  

Huruf d 

Alat bukti data atau informasi elektronik antara lain diperoleh 

dari pengadu, teradu, dan/atau sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 140 . . . 
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Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 150 . . . 
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Pasal 150 

Cukup jelas. 

 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 160 . . . 
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Pasal 160 

Cukup jelas. 

 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

 

Pasal 162 

Cukup jelas 

 

Pasal 163 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pada prinsipnya semua naskah rancangan undang-undang 

harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan 

undang-undang, seperti rancangan undang-undang tentang 
APBN, rancangan undang-undang tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi 

undang-undang, rancangan undang-undang tentang 
pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-

undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang 

sudah memiliki naskah akademik sebelumnya dapat disertai 
atau tidak disertai naskah akademik. 

 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 167 . . . 
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Pasal 167 

Cukup jelas. 

 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

 

Pasal 170 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pendapat mini DPD hanya disampaikan terhadap 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
kewenangan DPD. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 171 . . . 
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Pasal 171 

Cukup jelas. 

 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

 

Pasal 176 

Cukup jelas. 

 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

 

Pasal 180 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 181 . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 38 - 
 

 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

 

Pasal 182 

Cukup jelas. 

 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

 

Pasal 185 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pembahasan dilakukan, antara lain, dengan penelitian 

administrasi;penyampaian visi dan misi;uji kepatutan dan 
kelayakan. 

 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

 

Pasal 187 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 188 . . . 
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Pasal 188 

Cukup jelas. 

 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

 

Pasal 190 

Cukup jelas. 

 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

 

Pasal 195 

Cukup jelas. 

 

Pasal 196 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang 

diberikan kewenangan oleh undang-undang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 197 . . . 
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Pasal 197 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”menerima penjelasan Presiden” adalah 
menerima tanpa catatan atau menerima dengan catatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

 

Pasal 203 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 204 . . . 
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Pasal 204 

Cukup jelas. 

 

Pasal 205 

Cukup jelas. 

 

Pasal 206 

Cukup jelas. 

 

Pasal 207 

Cukup jelas. 

 

Pasal 208 

Cukup jelas. 

 

Pasal 209 

Cukup jelas. 

 

Pasal 210 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 211 

Cukup jelas. 

 

Pasal 212 

Cukup jelas.  

 

Pasal 213 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 214 . . . 
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Pasal 214 

Cukup jelas. 

 

Pasal 215 

Cukup jelas. 

 

Pasal 216 

Cukup jelas. 

 

Pasal 217 

Cukup jelas. 

 

Pasal 218 

Cukup jelas. 

 

Pasal 219 

Cukup jelas. 

 

Pasal 220 

Cukup jelas. 

 

Pasal 221 

Cukup jelas. 

 

Pasal 222 

Cukup jelas. 

 

Pasal 223 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 224 . . . 
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Pasal 224 

Cukup jelas. 

 

Pasal 225 

Cukup jelas. 

 

Pasal 226 

Cukup jelas. 

 

Pasal 227 

Cukup jelas. 

 

Pasal 228 

Cukup jelas. 

 

Pasal 229 

Cukup jelas. 

 

Pasal 230 

Cukup jelas. 

 

Pasal 231 

Cukup jelas. 

 

Pasal 232 

Cukup jelas. 

 

Pasal 233 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 234 . . . 
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Pasal 234 

Cukup jelas. 

 

Pasal 235 

Cukup jelas. 

 

Pasal 236 

Cukup jelas. 

 

Pasal 237 

Cukup jelas. 

 

Pasal 238 

Cukup jelas. 

 

Pasal 239 

     Ayat (1) 

         Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 
atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

         Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” 

adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik 

maupun mental tidak berfungsi secara normal yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang 

berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau 

tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun 
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh 
partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan 

keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah 

setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf h 

Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai 

politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 240 . . . 
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Pasal 240 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua 
umum atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran 

dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 241 

Cukup jelas. 

 

Pasal 242 

Cukup jelas. 

 

Pasal 243 

Cukup jelas. 

 

Pasal 244 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak 

keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket. 

 

 

 

Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 245 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 246 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 247 

Cukup jelas. 

 

Pasal 248 

Cukup jelas. 

 

Pasal 249 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 250 

Ayat (1) 

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya kepada DPD, perlu disediakan anggaran yang 
mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran DPD” adalah format dan prosedur pengelolaan 

anggaran. 

 

 

Ayat (5) . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 48 - 
 

 

Ayat (5) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 251 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 252 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 253 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 254 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 

penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 
penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 

dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 
Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.  

Pada hakikatnya, sumpah/janji adalah tekad untuk 

memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya dengan 
memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPD. 

 

Pasal 255 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 256 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 257 . . . 
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Pasal 257 

Huruf a 

Hak bertanya anggota DPD tidak bermakna sama dengan hak 
mengajukan pertanyaan anggota DPR. 

Huruf b 

Hak anggota DPD untuk mendapatkan keleluasaan 
menyampaikan usul dan pendapat baik kepada pemerintah 

maupun kepada DPD sehingga ada jaminan kemandirian 

sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh 
karena itu, setiap anggota DPD tidak dapat diarahkan oleh 

siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Tata cara 

penyampaian usul dan pendapat dimaksud dilakukan dengan 
tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, 

dan kepatutan sebagai wakil daerah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 
DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan 

jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara 

resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 258 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Kepentingan kelompok, golongan, dan daerah dalam ketentuan 

ini termasuk kepentingan daerah yang diwakili, agama, ras, 

dan suku. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis 
disampaikan kepada masyarakat dan pemilih di daerah yang 

diwakilinya pada masa sidang melalui perjuangan politik yang 

menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta di luar 
masa sidang melalui pertemuan-pertemuan dengan konstituen 

dan masyarakat di daerah yang diwakilinya. 

 

Pasal 259 

Cukup jelas. 

 

Pasal 260 

Cukup jelas. 

 

Pasal 261 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Dalam mewakili DPD di pengadilan, pimpinan dapat 

menunjuk kuasa hukum. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

       Cukup jelas. 

 

Pasal 262 

Cukup jelas. 

 

Pasal 263 

Cukup jelas. 

 

Pasal 264 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 265 . . . 
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Pasal 265 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 266 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 267 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 268 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 269 

Cukup jelas. 

 

Pasal 270 

Cukup jelas. 

 

Pasal 271 

Cukup jelas. 

 

Pasal 272 

Cukup jelas. 

 

Pasal 273 

Cukup jelas. 

 

Pasal 274 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 275 . . . 
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Pasal 275 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 276 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 277 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 278 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

     Ayat (2) 

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-

undang yang terkait dengan kewenangan DPD, antara lain 

menyampaikan pandangan/pendapat dan mengajukan daftar 
inventarisasi masalah (DIM) secara tertulis namun tidak ikut 

dalam pengambilan keputusan. 

 

Pasal 279 

Cukup jelas. 

 

Pasal 280 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 281 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 282 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 283 . . . 
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Pasal 283 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 284 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 285 

Ayat (1) 

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan laporan 
keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan 

tujuan, dan ikhtisar pemeriksaan semester. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 286 

Cukup jelas. 

 

Pasal 287 

Cukup jelas. 

 

Pasal 288 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 289 . . . 
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Pasal 289 

Cukup jelas. 

 

Pasal 290 

Cukup jelas. 

 

Pasal 291 

Cukup jelas. 

 

Pasal 292 

            Cukup jelas. 

 

Pasal 293 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Sidang DPD di ibu kota negara dilakukan pada waktu tertentu 
dalam rangka pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang 

DPD. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 294 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 295 . . . 
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Pasal 295 

Cukup jelas. 

 

Pasal 296 

Cukup jelas. 

 

Pasal 297 

Cukup jelas. 

 

Pasal 298 

Cukup jelas. 

 

Pasal 299 

Cukup jelas. 

 

Pasal 300 

Cukup jelas. 

 

Pasal 301 

Cukup jelas. 

 

Pasal 302 

Cukup jelas. 

 

Pasal 303 

Cukup jelas. 

 

Pasal 304 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 305 . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 57 - 
 

 

Pasal 305 

Cukup jelas. 

 

Pasal 306 

             Cukup jelas. 

 

Pasal 307 

    Ayat (1) 

Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 

atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas 

secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah 

menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun 
mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 

diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam 
rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan 

berturut-turut. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 308 

Cukup jelas. 

 

Pasal 309 

Cukup jelas. 

 

Pasal 310 

            Cukup jelas. 

 

Pasal 311 

            Cukup jelas. 

 

Pasal 312 

Cukup jelas. 

 

Pasal 313 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

     Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak 

keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 314 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 315 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 316 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 317 

Ayat (1) 

            Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

            Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Pemilihan wakil gubernur oleh DPRD provinsi, 

dilakukan apabila masa jabatannya masih tersisa 18 
(delapan belas) bulan atau lebih. 

 

 

 

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam 

ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah dan 
pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan 

daerah. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” 

dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara 

pemerintah daerah provinsi dan pihak luar negeri yang 
meliputi kerja sama provinsi ”kembar”, kerja sama 

teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama 

penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan 
modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan. 

Huruf h 

         Cukup jelas. 

Huruf i 

         Cukup jelas. 

Huruf j 

         Cukup jelas. 

Huruf k 

         Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 318 

Ayat (1) 

Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap 

provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

 

 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh                
KPU provinsi dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui gubernur dan tembusannya kepada KPU. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 319 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 320 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 

penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 

Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk 
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh 

Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 
perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa 

kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap 

anggota DPRD provinsi. 

 

Pasal 321 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 322 . . . 
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Pasal 322 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 323 

Huruf a 

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi 
dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD provinsi dalam 

menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi 

rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul 
rancangan peraturan daerah provinsi. 

     Huruf b 

Hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan pertanyaan 
baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah 

sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. 

Huruf c 

Hak anggota DPRD provinsi untuk menyampaikan suatu usul 
dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah 

maupun kepada DPRD provinsi sehingga ada jaminan 

kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta 
kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD provinsi 

tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses 

pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul 
dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, 

etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil 

rakyat. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Huruf g . . . 
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Huruf g 

Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD provinsi, partai 
politik, atau perguruan tinggi. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 
DPRD provinsi untuk memperoleh penghormatan berkenaan 

dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam 

acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

 

Pasal 324 

Huruf a 

Cukup jelas. 

    Huruf b 

Cukup jelas. 

    Huruf c 

Cukup jelas. 

    Huruf d 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini 

termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan 
suku. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Huruf h . . . 
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Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” 

adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu 

dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, 
yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara 

tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD 

provinsi. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis 

disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah 

pemilihannya. 

 

Pasal 325 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi yang 
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat 

memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi. 

 

 

 

Ayat (7) . . . 
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Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 326 

Cukup jelas. 

 

Pasal 327 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di 

DPRD provinsi dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD 

provinsi, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan 
anggota DPRD provinsi yang akan ditetapkan menjadi pimpinan 

DPRD provinsi kepada pimpinan sementara DPRD provinsi. 

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD 
provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan 

pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan. 

Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

Ayat (5) 

   Cukup jelas. 

 

 

 

 

Ayat (6) . . . 
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Ayat (6) 

    Cukup jelas. 

Ayat (7) 

    Cukup jelas. 

Ayat (8) 

    Cukup jelas. 

Ayat (9) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 328 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 329 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 330 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 331 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 332 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 333 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 334 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 335 . . . 
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Pasal 335 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 336 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 337 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 338 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 339 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 340 

Cukup jelas. 

 

Pasal 341 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 342 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 343 

Cukup jelas. 

 

Pasal 344 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 345 . . . 
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Pasal 345 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

Ayat (5) 

        Cukup jelas. 

Ayat (6) 

        Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan 

pimpinan fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat 
konsultasi. 

 

Pasal 346 

Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan 

bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh 

semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan. 

 

Pasal 347 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 348 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 349 

    Cukup jelas. 

 

 

Pasal 350 . . . 
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Pasal 350 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 351 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 352 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 353 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 354 

     Cukup jelas. 

 

Pasal 355 

 Ayat (1) 

             Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 
atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas 
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah 

menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun 

mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 

diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam 

rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai 

politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan 
melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

Huruf i 

Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik 

lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

 

 

 

 

Pasal 356 . . . 
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Pasal 356 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua 
atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan 

untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran 

dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 357 

Cukup jelas. 

 

Pasal 358 

            Cukup jelas. 

 

Pasal 359 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 360 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

 

 

 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

Ayat (5) 

        Cukup jelas. 

Ayat (6) 

        Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses 

awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi. 

 

Pasal 361 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 362 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

    Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

    Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

    Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak 
keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, 

tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan 

pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

    Ayat (5) 

       Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 363 . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 73 - 
 

 

Pasal 363 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 364 

Cukup jelas. 

 

Pasal 365 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 366 

Ayat (1) 

Huruf a 

         Cukup jelas. 

Huruf b 

         Cukup jelas. 

Huruf c 

         Cukup jelas. 

Huruf d 

         Cukup jelas. 

Huruf e 

Pemilihan wakil bupati/wakil walikota oleh DPRD 

kabupaten/kota dilakukan apabila masa jabatannya 
masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam 
ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah dan 

pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan 

daerah. 

 

 

 

 

 

Huruf g . . . 
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Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam 

ketentuan ini adalah kerja sama daerah antara pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang 

meliputi kerja sama kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama 

teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama 
penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, 

dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf h 

          Cukup jelas. 

Huruf i 

          Cukup jelas. 

Huruf j 

          Cukup jelas. 

Huruf k 

          Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 367 

Ayat (1) 

Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap 

provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota 

yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam undang-undang 
mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Ayat (2) 

Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan 

hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh  
KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui 

bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU. 

 

 

 

 

 

Ayat (3) . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 75 - 
 

 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

 

Pasal 368 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 369 

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa 

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 

penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk 
penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga 

Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 

dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama 

Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk 

memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh 

Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 

perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa 

kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap 
anggota DPRD kabupaten/kota. 

 

Pasal 370 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 371 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 372 . . . 
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Pasal 372 

Huruf a 

Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD 
kabupaten/kota dalam menyikapi serta menyalurkan dan 

menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam 

bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah 
kabupaten/kota. 

Huruf b 

Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan 
pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada 

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan 

wewenang DPRD kabupaten/kota. 

Huruf c 

Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan 

usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah 

daerah maupun kepada DPRD kabupaten/kota sehingga ada 
jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani 

serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD 

kabupaten/kota tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di 
dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara 

penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap 

memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan 
kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD 
kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi. 

 

 

 

 

Huruf h . . . 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 

DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh penghormatan 
berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan 

atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

 

Pasal 373 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini 

termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan 

suku. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

Huruf i . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 78 - 
 

 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” 

adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk 
bertemu dengan konstiuennya secara rutin pada setiap masa 

reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan 

secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD 
kabupaten/kota. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis 

disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah 
pemilihannya. 

 

Pasal 374 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi yang 
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat 

memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi. 

 

 

 

Ayat (8) . . . 
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Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 375 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 376 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di 

DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan 
DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik 

setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang 

akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota 
kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. 

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD 

kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya 
usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (7) . . . 
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Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 377 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 378 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 379 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 380 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 381 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 382 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 383 

    Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 384 . . . 
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Pasal 384 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 385 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 386 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 387 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 388 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 389 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 390 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 391 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 392 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 393 

    Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 394 . . . 
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Pasal 394 

Cukup jelas. 

 

Pasal 395 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 Ayat (7) 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota dan pimpinan fraksi yang dilakukan dalam 
bentuk rapat konsultasi. 

 

Pasal 396 

Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan 

bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh 

semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan. 

   

Pasal 397 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 398 . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 83 - 
 

 

Pasal 398 

Cukup jelas. 

 

Pasal 399 

Cukup jelas. 

 

Pasal 400 

Cukup jelas. 

 

Pasal 401 

Cukup jelas. 

 

Pasal 402 

Cukup jelas. 

 

Pasal 403 

Cukup jelas. 

 

Pasal 404 

Cukup jelas. 

 

Pasal 405 

Ayat (1) 

Huruf a 

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di 

atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan 

tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” 
adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik 

maupun mental tidak berfungsi secara normal yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang 
berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau 

tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun 

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh 

partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan 

keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah 

setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf i 

Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai 
politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

 

 

Pasal 406 . . . 
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Pasal 406 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua 
atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan 

untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran 

dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 407 

Cukup jelas. 

 

Pasal 408 

Cukup jelas. 

 

Pasal 409 

Cukup jelas. 

 

Pasal 410 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

 

 

 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

Ayat (5) 

        Cukup jelas. 

Ayat (6) 

        Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses 

awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi. 

 

Pasal 411 

Cukup jelas. 

 

Pasal 412 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak 
keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, 

tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan 

pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Ayat (5) 

        Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 413 . . . 
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Pasal 413 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Badan Keahlian DPR” adalah sistem 

dukungan keahlian yang diperuntukkan untuk mendukung tiga 
fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Badan Keahlian antara lain terdiri atas pusat perancang 

undang-undang, pusat kajian anggaran, pusat kajian 
akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 414 

Ayat (1) 

Masing-masing lembaga menetapkan 3 (tiga) orang nama setelah 

melakukan penyeleksian terhadap beberapa calon. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 415 . . . 
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Pasal 415 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”manajemen kepegawaian” adalah 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan 

kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 
kesejahteraan, dan pemberhentian. 

 

Pasal 416 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah 

sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin 

ilmu tertentu untuk membantu anggota dalam pelaksanaan 
fungsi serta tugas dan wewenang DPR/DPD. Kelompok pakar 

atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis 

berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPR/DPD. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 417 

Cukup jelas. 

 

Pasal 418 

Ayat (1) 

Organisasi sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi 

dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja 
lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan 

pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah. 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Sekretaris DPRD provinsi adalah jabatan karier pegawai negeri 

sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan 
pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan 

pengangkatannya, gubernur mengajukan 3 (tiga) orang calon 
kepada pimpinan DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan 

dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan 

pengalaman. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 419 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah 

sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin 
ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam 

pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. 

Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan 
menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi 

serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Penugasan kelompok 

pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah provinsi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

       Cukup jelas. 

 

Pasal 420 

Ayat (1) 

Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD 
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, 

produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, 

dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi 
perangkat daerah. 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai 

negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan 
pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan 

perundangundangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan 

pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan 3 (tiga) orang 
calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat 

persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, 

kemampuan, dan pengalaman. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 421 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah 

sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin 
ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam 

pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD 

kabupaten/kota. 

Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan 

menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi 

serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Penugasan 
kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan daerah kabupaten/kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 422 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 423 . . . 
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Pasal 423 

Cukup jelas. 

 

Pasal 424 

Cukup jelas. 

 

Pasal 425 

Cukup jelas. 

 

Pasal 426 

Cukup jelas. 

 

Pasal 427 

Cukup jelas. 

 

Pasal 428 

Cukup jelas. 
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